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i
Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat 
serta hidayahnya sehingga kami dapat selesai menyusun 
buku ini. 
Buku ini ditulis dengan beberapa alasan yang melatar 
belakanginya antara lain lulusan SMK yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar baik itu dari 
jumlah maupun jenis kompetensi yang dimiliki. Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen 
menghasilkan lulusan dengan jumlah yang sudah jenuh untuk diserap oleh pasar kerja dimana 
data tahun 2016 memperlihatkan jumlah lulusan dari Bisnis dan Manajemen adalah 348.954 
lulusan sedangkan kebutuhan terhadap lulusan tersebut berjumlah 119.255 kebutuhan. 
Sehingga terjadi oversupply sebesar 229.699.
Disisi lain Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik khususnya yang mendukung 
program kemaritiman kita seperti Logistik Pelabuhan mendapatkan perhatian yang sangat 
sedikit dari SMK kita. Hingga saat ini jumlah SMK yang membuka Kompetensi Keahlian 
Teknik Tata Kelola Logistik belum ada. Hal ini dapat dimaklumi karena kompetensi keahlian ini 
baru dikeluarkan dalam spektrum pendidikan SMK sejak akhir tahun 2016. 
Kebutuhan ini sudah ditangkap oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo sebagai sesuatu yang 
sudah sangat mendesak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan beliau yang menekankan 
program peningkatan pelayanan logistik khususnya di pelabuhan laut. Sehingga beliau 
mencanangkan apa yang disebut Nawacita . Sebagian isi dari program Nawacita tersebut yaitu 
memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim, meningkatkan produktivitas rakyat dan 
daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama 
bangsa-bangsa Asia lainnya, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan 
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
Kata Pengantar
Plt.Direktur Pembinaan SMK 
Dr. Thamrin Kasman
Kata Pengantar
ii
Untuk mendukung pelaksanaan amanat Bapak Presiden RI diatas, maka kami mengeluarkan 
buku ini. Ucapn terimakasih kami haturkan kepada berbagai pihak dalam menyelesaikan buku 
ini. Semoga buku tentang penguatan di bidang logistik pelabuhan ini bermanfaat bagi pendidik 
dan siswa yang berminat untuk mengenal logistik pelabuhan.
Tidak ada gading yang tak retak, kami menerima semua komentar, kritik, saran dan pesan-pesan 
yang dapat membangun kami untuk lebih baik ke depannya.
Direktorat Pembinaan SMK
Jakarta,    2017
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Dr. Thamrin Kasman
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“Kita telah lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk. Sekarang saatnya kita 
mengembalikan Jalesveva Jayamahe. Di laut kita jaya!” (Pidato Joko Widodo dalam 
pengucapan sumpah sebagai Presiden RI 2014–2019, 20 Oktober 2014)
Gambar 1- ( http://media.nationalgeographic.co.id 
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1.1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG MARITIM DAN PELABUHAN
omitmen dan kebijakan pemerintah di bidang maritim dan pelabuhan K beberapa hal telah dituangkan dalam arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yaitu:
1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui: penyelesaian tata batas dan 
batas landas kontinen di luar 200 mil laut, penamaan pulau-pulau dan 
pendaftarannya; pengaturan dan pengendaliaan ALKI; serta penguatan lembaga 
pengawasan laut.
2. Pemberantasan tindakan perikanan liar melalui peningkatan koordinasi dalam 
penanganan pelanggaran tindak pidana.
3. Membangun konektivitas nasional (tol laut) dengan meningkatkan pembangunan 
sistem transportasi multimoda; serta melakukan upaya keseimbangan antara 
transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal 
dan kewilayahan.
4. Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan dengan percepatan pengembangan 
ekonomi kelautan; meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung 
dan kelestarian fungsi lingkungan laut; meningkatkan wawasan, budaya bahari, 
pengutan SDM dan Iptek Kelautan; serta meningkatkan harkat dan taraf hidup 
nelayan serta masyarakat pesisir.
 Komitmen pemerintah dalam membangkitkan kembali sektor kemaritiman juga telah 
dituangkan dalam beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan. Pusat Distribusi Propinsi Pusat 
Distribusi Regional.
 Dalam upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi antara Indonesia Barat dan 
Indonesia Timur melalui konsep pembangunan tol laut, selain memberikan perhatian penuh 
(prioritas) terhadap pembangunan 5 pelabuhan besar dari Pelabuhan Kuala Tanjung sampai 
dengan Pelabuhan Sorong, pemerintah menetapkan Pepres No. 106 Tahun 2015 melalui 
pemberian jaminan (subsidi) kelangsungan pelayanan pengelenggaraan angkutan barang ke 
daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, sedangkan dasar hukum penyelenggaraan 
pelayanan bagi angkutan penumpang untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan 
saat ini tengah dalam pembahasan. Kepentingan pembangunan sektor kelautan, yang 
diantaranya telah disebutkan di atas merupakan program kegiatan lintas sektor 
(Kementerian/Lembaga) yang melibatkan banyak stakeholder, untuk itu perlu ada satu benang 
merah atau grand desain yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak, sehingga kegiatan 
pembangunan kelautan lebih sinergis, terkoordinir, dan terukur. Grand Desain pembangunan 
kelautan tersebut dituangkan dalam bentuk Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean 
Policy) yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan guna mengikat seluruh 
pihak dan menjadi jaminan untuk ditaati. Kewajiban Pemerintah untuk menyusun Kebijakan 
Kelautan Nasional juga telah diamanatkan dalam Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2014.
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Gambar  1.1 -  Kebijakan Kelautan Nasional
Kebijakan Pembangunan Kelautan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program setiap 
sektor dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya kelautan. Kebijakan 
Pembangunan Kelautan meliputi: pengelolaan sumber daya kelautan; pengembangan sumber 
daya manusia; pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut; tata kelola 
dan kelembagaan; peningkatan kesejahteraan; ekonomi kelautan; pengelolaan ruang laut dan 
Perlindungan Lingkungan Laut; dan budaya bahari. Untuk mencapai sasaran Kebijakan 
Kelautan Nasional perlu disusun Rencana pengelolaan kelautan nasional sebagai bentuk 
penjabaran dan rencana pelaksanaan dari Kebijakan Kelautan Nasional dalam bentuk Rencana 
Umum Kelautan Nasional (RUKN), yang memuat substansi fundamental dan strategis (dalam 
jangka waktu pendek, menengah dan panjang). RUKN berfungsi sebagai:
1. Acuan dan pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun perencanaan 
pengelolaan kelautan.
2. Acuan dan Pedoman Penyusunan Rencana Kerja K/L terkait dengan pengelolaan 
kelautan.
3. Pedoman dalam melakukan koordinasi perencanaan umum kelautan antar sektor, antar 
instansi terkait di pusat dan daerah.
4. Pengendalian kegiatan pembangunan nasional sektor kelautan.
5. Acuan bagi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian 
PPN/Bappenas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan 
yang bersifat lintas sektoral.
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 Dengan demikian, Kebijakan Ke-
lautan Nasional selain memberikan arah dan 
pedoman bagi seluruh pihak dalam melak-
sanakan pembangunan kelautan, kegiatan  
monitoring dan evaluasi terhadap capaian-
capaian pembangunan kelautan dan maritim 
juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. 
Untuk itu penetapan Kebijakan Kelautan 
Nasional saat ini menjadi hal yang penting 
sebagai salah satu langkah pendukung imple-
mentasi mewujudkan cita-cita “Indonesia 
Sebagai Poros Maritim Dunia”.
 Visi Kelautan Indonesia adalah 
mewujudkan Indonesia menjadi Poros 
Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara 
maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, 
serta mampu memberikan kontribusi positif 
bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan 
dunia sesuai dengan kepen-tingan nasional. 
Kebijakan Kelautan Indonesia disusun 
dengan mengacu pada Visi Pembangunan 
Indonesia yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 
Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia 
perlu disusun sasaran sebagai misi dari 
Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu:
a. Terkelolanya sumber daya kelautan 
secara optimal dan berkelanjutan;
b. Terbangunnya kualitas sumber daya 
manusia, ilmu pengetahuan dan tek-
nologi kelautan yang andal;
c. Terbangunnya pertahanan dan ke-
amanan kelautan yang tangguh;
d. Terlaksananya penegakan kedaulatan, 
hukum, dan keselamatan di laut;
e. Terlaksananya tata kelola kelautan yang 
baik;
f. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat 
pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
merata;
Gambar 1.2 - Ilsutrasi Pembangunan Tol Laut
                      (htt//:pshiftindonesia.com) 
Gambar 1.3 - Ilsutrasi Menara Laut
Gambar 1.3 - Ilsutrasi Gudang Tiang Pancang
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g. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industry kelautan yang berdaya saing;
h. Terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
i. Terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
1.2. KONEKTIFITAS ANTAR WILAYAH
 Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, dan karakteristik Indonesia sebagai negara 
kepulauan terbesar di dunia, dan terletak di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, lebih 
dari 50 persen perdagangan dunia melewati laut Indonesia. Hal ini yang mendorong pemerintah 
mentransformasi identitas bangsa menjadi bangsa maritim, oleh sebab itu isu konektivitas antara 
wilayah dan pulau menjadi fokus pemerintah saat ini, sehingga pembangunan di sektor maritim 
saat ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditentukan 
oleh sejumlah faktor.
 Di antaranya yang paling penting adalah konektivitas antar daerah dan konektivitas suatu 
wilayah dalam negeri dengan luar negeri. Konektivitas pasti terkait dengan transportasi. Keterja-
ngkauan daerah di penjuru Indonesia dengan moda trans-portasi darat, laut, dan udara serta 
terjaminnya sarana-sarana terkait seperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun Kereta Api, dan lain-
lain sudah pasti menumbuhkan perekonomian yang baik. Dengan meningkatkan konektivitas 
antara wilayah, maka pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. 
Gambar 1.4 - Ilsutrasi Pengembangan Pelabuhan 
                      (http//:www.seatrade-maritime.com)
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Gambar 1.5 - Ilsutrasi Kapal Kargo (http//:poskotanews.com)
Gambar 1.6 - Ilsutrasi Pelabuhan Curah (http//:scdn.sindonews.netdyn620)
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Gambar 1.7 - Konektivitas Transportasi Mendukung 13 Kawasan Industri Luar Jawa
                      (https://twitter.com/kemenhub151)
Proyek strategis konektivitas transportasi mendukung 13 kawasan industri di luar jawa, yaitu:
1. Pelabuhan: Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, 
Makasar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera.
2. Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara Manado-Bitung, Sei Mangke-Bandar Tinggi-
Kuala Tanjung, Pasoso-Tanjung Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai-Bekasi-Cikarang, 
Lingkar Luar Ke-
reta Api.
3. Bandara : 
Pengembangan 
Bandara 
Mutiara, Palu, El 
Tari Kupang, 
Halu Oleo 
Kendari, Sam 
Ratulangi 
Manado dan 
Bandara 
Syamsuddin 
Noor 
Banjarmasin.
Gambar 1.8 - Ilustrasi Bandar Udara Mutiara (http//:sfarm8.staticflickr.com )
                     
Direktorat Pembinaan SMK10
Pendahuluan
Gambar 1.9 - Ilustrasi Pembangunan Pelabuhan (http//:cdn2.tstatic.netmedan)
                      
Gambar 1.10 - Ilustrasi Pembangunan Rel Kereta Api
(http//:sigcdn-photos-g-a.akamaihd.nethphotos)
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1.3. NAWACITA-TOL LAUT
emerintah telah memancangkan komitmen mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai Pbangsa maritim dengan memacu paradigma pembangunan inklusif, dari “Jawa–sentris” menjadi “Indonesia–sentris”, yang salah satunya ditempuh melalui  pengembangan Tol 
Laut, sebagai strategi  menekan disparitas harga serta memeratakan pembangunan ekonomi 
berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Gambar 1.11 - Skema Tol Laut
Gambar 1.12 - Ilustrasi Elemen Tol Laut (https//:www.rayapos.com)
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ilihan strategi pengembangan Tol Laut  sejatinya merupakan elaborasi dari Ppembangunan inklusif yang mengedepankan keadilan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sekaligus   menjadi anti-tesis dari paradigma 
pembangunan eksklusif,  yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan 
menafikan aspek pemerataan dan kesinambungan. Paradigma pembangunan inklusif yang 
mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi berkeadilan, melalui percepatan 
pengembangan tol laut,  sejalan dengan upaya  mewujudkan Nawacita pertama,“memperkuat 
jati diri sebagai negara maritim”. Nawacita ketiga, “membangun Indonesia dari pinggiran 
dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Selain itu, 
pengembangan tol laut ini mengarah pada capaian Nawacita ketujuh, “mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Tol 
Laut sebagai salah satu program utama pemerintah telah dicanangkan pada 4 November 2015, 
Program Tol Laut  merupakan salah satu pilar guna mendukung Indonesia menjadi negara poros 
maritim dunia dalam mewujudkan visi Indonesia Hebat, sekaligus untuk menegaskan bahwa 
negara benar-benar hadir ke seluruh daerah lewat kapal-kapal yang terjadwal rutin berlayar. Tol 
Laut sebagai sebuah konsep dirancang untuk memperkuat jalur pelayaran yang ditujukan bagi 
pemerataan pertumbuhan ke Indonesia bagian timur, menurunkan biaya logistik, juga 
menjamin ketersediaan pokok strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga relatif sama 
sehingga kesejahteraan rakyat semakin merata. 
iantara ketiga tujuan itu, penurunan biaya logistik dengan perbaikan menyeluruh DSistem Logistik Nasional (Sislognas) khususnya pada transportasi laut tampaknya menjadi tantangan tersendiri, sebab, dibandingkan negara lain, biaya transportasi 
laut kita memang 2-3 kali lebih mahal. Pada masa mendatang kita tentunya berharap percepatan 
pengembangan tol laut dapat diikuti pengapalan langsung (direct call),  ekspor langsung dari 
pelabuhan tertentu ke negara tujuan ekspor  sehingga akan dapat memeratakan geliat 
pertumbuhan ekonomi domestik.
Gambar 1.13 - Ketimpangan Distribusi Barang Wilayah Barat dan Wilayah Timur
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Sebuah studi yang dilakukan Institut Teknologi Bandung (ITB),  me-ngungkapkan bahwa biaya logistik di Indonesia mencapai 24 persen dari produk domestik bruto. Tingginya biaya logistik tadi tidak hanya berdampak pada mahalnya barang-barang, namun juga 
menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Di lingkup 
regional kondisi ini tentunya akan berdampak pada rendahnya daya saing sislognas Indonesia, 
dimana berdasarkan survei World Bank, skor Indeks Kinerja Logistik (Logistic Per-formance 
Index/LPI) Indonesia pada 2014 adalah 3,1 dengan peringkat 53. Di antara negara ASEAN, skor 
dan peringkat Indonesia tersebut kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand, dan 
Vietnam. Biaya logistik yang tinggi khususnya di moda transportasi laut, tampaknya menjadi 
sebuah persoalan serius bangsa ini, apalagi dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan, 
mengoptimalkan transportasi laut menjadi sebuah pilihan yang tepat, dengan adanya tol laut 
dan peningkatan konektivitas secara keseluruhan, pemerintah berharap sistem logistik nasional 
menjadi lebih baik dan biaya logistik dapat dikurangi secara signifikan. 
 
 Program tol laut dirancang tidak hanya sekadar membangun konektivitas antara 
kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia untuk kelancaran arus barang dan 
logistik serta menekan biaya logistik saja. Namun Tol laut telah berkembang menjadi semacam 
lokomotif bagi pembangunan di Indonesia, utamanya pembangunan di kawasan Indonesia 
Timur. Melalui program tol laut diharapkan akan dapat mempercepat integrasi antara kawasan 
pelabuhan dengan kawasan industri dan kawasan ekonomi, kawasan pertumbuhan ekonomi 
serta klaster-klaster ekonomi untuk menopang kebutuhan akan arus barang dan logistik di 
pelabuhan. Tol laut juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi  kesenjangan antara wilayah 
Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Karena melalui program ini dikembangkan kawasan 
industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan 
Gambar 1.13 - Penurunan Harga Kebutuhan Setelah Program Tol Laut
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pengumpul, agar terjadi kese-imbangan pengangkutan barang. Tol laut pada gilirannya akan 
mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru. Setidaknya 
kehadiran tol laut akan melempangkan jalan suatu kawasan yang akan dikembangkan sesuai 
dengan potensi yang ada di kawasan itu, serta mendorong ketersedian infrastruktur yang 
memadai. Program ini sekaligus menjadi sebuah terobosan dalam mengatasi kesenjangan antara 
Kawasan Timur Indonesia dengan Kawasan Barat Indonesia yang telah berlangsung selama 
puluhan tahun.Tol laut telah mendorong pemanfaatan potensi potensi ekonomi yang ada di 
Kawasan Timur serta membuka pasar baru untuk produk yang dihasilkan di Kawasan Indonesia 
Timur. Peluang kerja dan kesempatan berusaha akan terbuka, produktivitas dan daya saing 
diprediksi akan mengalami peningkatan. Tak kalah menariknya, biaya logistik akan turun 
sehingga harga-harga barang semakin murah. Bila harga semakin murah, tentu saja beban 
masyarakat di Indonesia Timur bisa dikurangi.
Terkait dengan disparitas harga, selama program tol laut bergulir, kesenjangan harga yang terjadi di beberapa daerah berhasil ditekan. Di Tahuna, Sulawesi Utara, misalnya, harga beras mengalami penurunan hingga 5 persen, terigu (6 persen), dan semen (5 persen). 
Penurunan harga juga terjadi di Namlea, Buru, Maluku. Di sana, harga minyak turun 15 persen, 
tripleks (17 persen), bawang merah (20 persen), beras (22 persen), semen (22 persen), gula (28 
persen), daging ayam ras (28 persen), terigu (29 persen), bahkan harga telur ayam ras mengalami 
penurunan paling drastis, yaitu 49 persen. Hal yang sama juga 
terjadi di Wanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Harga terigu dan 
semen turun 3 persen, gula 
(5persen), minyak (9 per-
sen). Begitu pula dengan 
harga beras, tripleks, dan baja 
ringan, yang juga mengalami 
penurunan hingga 11 persen. 
Di Sabu, Nusa Tenggara Ti-
mur, harga barang kebutuhan 
pokok turun secara signi-
fikan. Seperti harga terigu 
yang turun 7,7 persen, miny-
ak goreng 1 liter (10 persen), 
tripleks (10,5 persen), beras 
(12 persen), dan semen 13,8 
persen.
 Untuk lebih mengefektifkan program tol laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 
Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian BUMN telah menggagas 
pembangunan pusat logistik di wilayah jalur tol laut yang dinamakan “Rumah Kita”. Pada tahun 
2017, rencananya akan dibangun pusat logistik “Rumah Kita” di 19 lokasi yaitu Nias, Mentawai. 
Natuna, Tahuna, Dompu, Waingapu, Rote, Kalabahi, Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore, 
Sangatta/ Lhoktuan, Morotai, Saumlaki, Manokwari, Timika, Merauke dan Namlea.
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1.4. PENYERAPAN PASAR EFEK TOL LAUT
 Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN)/Bappenas memastikan proyek tol laut 
untuk 5 tahun ke depan membutuhkan dana investasi kurang lebih Rp 700 triliun. Modal 
tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan investasi asing maupun domestik. Sebanyak 24 
pelabuhan akan terkoneksi pada 2016 hingga 2017, Tol laut sudah jalan pada Februari 2015 
namun , pelayanan yang diberikan masih sebatas pelayaran jarak pendek (short sea shipping) 
dengan kapal -kapal kecil , misalnya untuk Papua melayani rute Sorong ke Waisai. Ada juga 
Surabaya ke Makassar. Kapal yang melintas di tol laut rute ini adalah kapal-kapal berukuran kecil 
yang mengangkut barang dan penumpang. Pengoperasian kapal tersebut terjadwal dua kali 
dalam sehari. Berbeda dengan dahulu, kapal-kapal tersebut hanya berlayar jika menerima 
pesanan atau carter.
 Secara umum manfaat pembangunan Tol Laut ini sangatlah luas dan multisektoral. 
Salah satu dampak langsungnya adalah diharapkan akan dapat mengurangi biaya logistik, 
sehingga harga barang di Papua sama atau mendekati harga barang di Jawa. Selain itu dampak 
pembangunan tol laut dengan nilai investasi yang besar akan memberikan pengaruh siknifikan 
bagi perekonomian nasional yang dilihat melalui dampak sektoral. Nilai investasi yang 
ditanamkan untuk pembangunan tol ini sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagi sektor 
-sektor penyusun perekonomian melalui efek multiplier. Sampai sejauh mana perekonomian 
dan masyarakat Indonesia merasakan dampak dari proyek tersebut.
Gambar 1.14 - Ilustrasi Terminal Pada Konsep Tol Laut (Angkasapura-II, 2015)
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onsep keterpaduan program pembangunan ekonomi menjadi semakin penting dalam Kera Pembangunan Jangka Panjang. Secara ideal, output dari suatu program pembangunan bisa menjadi input bagi program pembangunan lainnya. Program 
pembangunan yang bersifat “ego-sektor” semakin tidak populer karena di yakini akan 
merugikan kepentingan pembangunan secara keseluruhan. Dalam perekonomian yang lebih 
luas, hubungan antar kegiatan ekonomi juga menunjukkan keterkaitan yang semakin kuat dan 
dinamis. Jenis-jenis kegiatan baru bermunculan untuk mengisi kekosongan mata rantai kegiatan 
yang semakin panjang dan kait mengait. Kemajuan di suatu sektor tidak mungkin dapat dicapai 
tanpa dukungan sektor-sektor lain. Begitu juga sebaliknya, hilangnya kegiatan suatu sektor akan 
berdampak terhadap kegiatan sektor lain. Berbagai hubungan antar-kegiatan ekonomi (inter-
industry relationship) selanjutnya dapat direkam dalam suatu instrumen yang dikenal dengan 
model input-output (I-O).
 Analisis mengenai manfaat pengembangan tol laut terhadap perekonomian nasional 
dilakukan dengan metode input-output, melalui pendekatan koefisien teknis IO tertutup, yakni 
komponen Upah dan Gaji dijadikan faktor endogen, dan selanjutnya memasukkan nilai 
investasi tol laut ke dalam tabel input-output. 
Nilai investasi pembangunan tol laut sesuai dengan pernyataan Direktur Transportasi 
BAPPENAS diperkirakan mencapai Rp 700 triliun. Adapun rincian 9 program yang m enjadi 
bagian dari tol laut dan memerlukan suntikan modal tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan 24 pelabuhan strategis, termasuk pengerukan, pengembangan terminal 
kontainer serta lahan. Program ini membutuhkan investasi Rp 243,69 triliun. (sektor 
bangunan)
2. Short Sea Shipping kapal, Pelabuhan Panjang, Sumur, Bojanegara, Kendal, Pacitan, Cirebon. 
Nilai investasi sebesar Rp 7,5 triliun. (sektor pengangkutan)
3. Fasilitas kargo umum dan bulk yang merupakan rencana induk pelabuhan nasional dengan 
keperluan penanaman modal Rp 40,62 triliun. (sektor pengangkutan)
4. Pengembangan pelabuhan non -komersial terdiri dari 1.481 pelabuhan dengan nilai 
investasi  Rp. 198,10 triliun. (sektor bangunan)
5. Pengembangan pelabuhan komersial lain. Ada sebanyak 83 pelabuhan dikembangkan 
dengan investasi senilai Rp 41,50 triliun. (sektor bangunan)
6. Transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan seperti akses jalan, kereta pelabuhan 
dan kereta pesisir. Investasi yang dibutuhkan senilai Rp 50 triliun. (sektor pengangkutan)
7. Revitalisaasi 12 industri galangan kapal dan nilai investasinya Rp 10,80 triliun. (sektor 
industri pengolahan)
8. Pengadaan kapal untuk 5 tahun ke depan, diantaranya kapal kontainer, barang perintis, bulk 
carrier, tug dan barge, tanker dan kapal rakyat. Investasinya sangat besar senilai Rp 101,74 
triliun. (sektor pengangkutan)
9. Pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan V dengan investasi Rp 6,05 triliun. 
(sector pengangkutan)
Direktorat Pembinaan SMK
Pendahuluan
17
enentukan dampak investasi pembangunan tol laut terhadap sektor-sektor ekonomi MIndonesia tidak terlepas dari struktur investasi yang membentuknya. Struktur investasi dapat diketahui dengan menggunakan Tabel Input-Output dimana nilai investasi 
merupakan penjumlahan antara pembentukan modal tetap bruto dengan perubahan stok. Total 
investasi untuk sektor produksi di Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 642,97 triliun. 
Nilai pembentukan modal terbesar terdapat pada sektor bangunan sebesar Rp 528,98 triliun atau 
sekitar 85,41 % dari total pembentukan modal seluruh perekonomian di Indonesia. Selanjutnya 
analisis investasi dilakukan dengan mengadakan shock sebesar nilai investasi pembangunan tol laut. 
Besarnya stock yang dimasukkan adalah senilai Rp. 700 triliun yang didapatkan dari estimasi 
perhitungan biaya pembangunan tol laut berdasarkan rincian diatas. Jumlah ini sangat besar, 
bahkan lebih besar dibanding total investasi nasional tahun 2005. Adapun sektor yang dipengaruhi 
oleh investasi ini adalah sektor bangunan sebesar Rp 483,29 triliun, pada sektor pengangkutan Rp 
205,91 triliun, dan di sektor industri pengolahan Rp 10,8 triliun, melalui efek multiplier (matriks 
invers) maka didapatkan dampak pembangunan terhadap output, pendapatan rumah tangga dan 
tenaga kerja.
eningkatan investasi pada sektor bangunan sebesar Rp 483,29 triliun, sektor pengangkutan PRp 205,91 triliun, dan di sektor industri pengolahan Rp 10,8 triliun akan meningkatkan output yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian sekitar Rp. 2.418,71 triliun. 
Kenaikan permintaan akhir melalui investasi tol laut bagi sektor bangunan, pengangkutan dan 
industri pengolahan ini berdampak paling besar terhadap sektor industri pengolahan sebesar Rp. 
646,67 triliun atau 26,74% dari total peningkatan output seluruh sektor perekonomian. Sektor 
kedua yang paling terpengaruh dari peningkatan investasi sektor konstruksi adalah sektor bangunan 
itu sendiri. Sektor ini akan mengalami peningkatan output sekitar Rp. 499,94 triliun atau 20,67%% 
dari total peningkatan output seluruh sektor perekonomian. Sektor dengan dampak peningkatan 
output terbesar ketiga adalah sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Sektor ini akan mengalami 
peningkatan output sekitar Rp. 318,75 triliun atau sekitar 13,18% dari total peningkatan output 
seluruh sektor perekonomian. Sektor-sektor yang memiliki dampak output paling sedikit adalah 
sektor listrik, gas dan air bersih.
eningkatan investasi pada sektor bangunan sebesar Rp 483,29 triliun, sektor pengangkutan PRp 205,91 triliun, dan di sektor industri pengolahan Rp 10,8 triliun akan meningkatkan pendapatan rumah tangga seluruh sektor perekonomian sekitar Rp. 305,39 triliun. 
Kenaikan permintaan akhir sektor bangunan, pengangkutan dan industri pengolahan ini 
berdampak paling besar terhadap sektor industri pengolahan sebesar Rp. 69,10 triliun atau 22,63% 
dari total peningkatan pendapatan rumah tangga seluruh sektor perekonomian. Sektor kedua yang 
paling terpengaruh dari peningkatan investasi ini adalah sektor bangunan sendiri. Sektor ini akan 
mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga sekitar Rp. 66,4 triliun atau 21,76% dari total 
peningkatan pendapatan rumah tangga seluruh sektor perekonomian. Sektor Pengangkutan dan 
Komunikasi akan mengalami peningkatan pendapatan rumah tangga terbesar ketiga, yaitu sekitar 
Rp.51,32 triliun atau sekitar 16,81% dari total peningkatan pendapatan rumah tangga seluruh 
sektor perekonomian. Sektor-sektor yang memiliki dampak pendapatan rumah tangga paling 
sedikit adalah listrik, gas dan air bersih dengan total perubahan hanya sebesar Rp. 2,36 triliun 
(0,77% dari total peningkatan pendapatan rumah tangga seluruh sektor perekonomian).
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erdasarkan data Indodapoer (data world bank tahun 2005) , jumlah tenaga kerja Bdi Indonesia adalah 93.958.387 orang. Jumlah tenaga kerja terbesar terdapat di sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sekitar 41,3 juta 
orang. Dengan asumsi bahwa koefisien teknologi tahun 2005 tidak mengalami 
perubahan yang besar (struktur dan besaran sektor tetap) dibanding tahun 2015, serta 
karena keterbatasan data yang tersedia (website BPS.go.id hanya memuat Tabel Input-
output Tahun 2005), maka adanya investasi tol laut sebesar Rp 700 triliun akan 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30,13 juta orang.
 Kenaikan permintaan akhir pada sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komuni 
kasi serta sektor industri pengolahan ini memberikan bangkitan penyerapan tenaga kerja 
terbesar terhadap sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yaitu sebanyak 11,43 
juta orang atau sekitar 37,93% dari total perubahan tenaga kerja secara keseluruhan. Selain 
sektor-sektor tersebut, sektor pengangkutan dan komunikasi juga mengalami perubahan tenaga 
kerja terbesar. Sektor ini merupakan sektor dengan perubahan tenaga kerja terbesar kedua, 
dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 4,52 juta orang.
Gambar 1.15 - Ilustrasi Bongkar Muat Petikemas (http//:www.priokport.co.id)
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1.5. PERSIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
arget pembangunan di bidang kemaritiman membuat target Sumber Daya Manusia T(SDM) bidang kelautan meningkat, sehingga dibutuhkan percepatan dalam mencetak SDM tersebut. Kemampuan Indonesia dalam mencetak SDM bidang kepelabuhan dan 
pelaut hanya berada diangka 7000 orang pertahun. Padahal menurut data yang dikeluarkan oleh 
BPSDM Perhubungan, kebutuhan akan tenaga kerja bidang maritim ke depan hingga 2019 
mencapai 337.276 personel yang terdiri atas 64.897 tenaga kerja bidang maritim untuk 
kebutuhan kapal dalam negeri, 93.476 untuk kebutuhan kapal luar negeri, 13.900 tenaga kerja 
bidang maritim untuk Kapal patroli Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), bea dan cukai, serta 
Basarnas. Bahkan pemerintah Indonesia menargetkan 48.000 SDM bidang kelautan tahun 
2017. Untuk kepelabuhanan diperkirakan  membutuhkan 6630 personel ditempatkan di 2.210 
pelabuhan dan 168 pelabuhan yang sedang dikembangkan.
 Mendorong terpenuhinya defisit tenaga kerja bidang maritim, pemerintah (dalam hal 
ini Kementerian Perhubungan) telah menyiapkan Rp 220 miliar untuk peningkatan SDM, 
dengan targetnya lulusan SMA/SMK yang akan diberdayakan dengan dana dari APBN tersebut. 
Sehingga diperlukan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk turut serta 
mewujudkan tol laut dan membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia, dengan 
mempersiapkan lulusan-lulusan SMK yang berkompetensi di bidang maritim dan pelabuhan, 
seperti Operasional Pelabuhan, Teknik Bongkar Muat, dan Bisnis Pelayaran.
Gambar 1.16 - Ilustrasi Pelatihan Jurusan Nautika (http//:file.bp3padang.sch.id)
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Tabel 1.1 -Rekapitulasi Bidang/Program/Kompetensi Keahlian 
Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2016
 
    
BIDANG KEAHLIAN
 PROGRAM 
 
KOMPETENSI 
KEAHLIAN
 
3 Tahun 4 Tahun
KEAHLIAN
JUMLAH
1. Teknologi dan Rekayasa 13  42  16  
2. Energi dan Pertambangan 3  5  1  
3. Teknologi Informasi & Komunikasi  2  5  1  
4.
 
Kesehatan dan Pekerjaan
 
Sosial
 
5
 
6
 
1
 
5.
 
Agribisnis dan Agroteknologi
 
6
 
13
 
7
 
6.
 
Kemaritiman
 
4
 
9
 
1
 
7.
 
Bisnis dan Manajemen
 
3
 
5
 
-
 
8.
 
Pariwisata
 
4
 
5
 
3
 
9.
 
Seni dan Industri Kreatif
 48 108 34
8
 
18
 
4
 
  
1.6. SPEKTRUM KEAHLIAN
 Pembukaan dan penyelenggaraan jenis program pendidikan pada Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) didasarkan atas Spektrum Keahlian 
Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah.Saat ini, spektrum keahlian yang digunakan di lapangan 
adalah Spektrum Keahlian PMK Tahun 2013 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan 
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
 Lahirnya Permendikbud Nomor 160 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Kurikulum 
Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 yang isinya antara lain memerintahkan penyempurnaan 
Kurikulum 2013, memberi ruang seiring dilakukan penyempurnaan Kurikulum 2013 SMK 
maka sekaligus dilakukan Penataan Spektrum Keahlian PMK secara menyeluruh, mulai dari 
penataan ulang jenis-jenis program pendidikan, penataan struktur kurikulum, hingga penataan 
ulang seluruh kompetensi dasar untuk seluruh jenis program pendidikan di SMK/MAK. Atas 
dasar itulah, sejak pertengahan tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMK secara intensif terus 
melakukan penyempurnaan dimaksud, dan pada saat ini Spektrum Keahlian PMK yang baru 
telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 
4678/D/KEP/MK/2016. Adapun Struktur Kurikulum SMK/MAK untuk 142 Kompetensi 
Keahlian (sesuai dengan Spektrum Keahlian PMK yang baru) telah pula ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 130/D/KEP/KR/2017.
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1.7. REVITALISASI SMK
 Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diamanatkan dalam Instruksi 
Presiden No. 9 Tahun 2016. Keempat poin tersebut melingkupi revitalisasi kurikulum, pendidik 
& tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan.
1. Kurikulum;
 Kurikulum saat ini dinilai kaku. Akibatnya, sulit untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja 
yang siap dipakai oleh dunia usaha dan industri. 
2. Pendidik & tenaga kerja;
 Selain ketersediaan, revitalisasi juga menyasar pada perbaikan kompetensi guru. Sebagai 
solusi jangka pendek, pemenuhan kebutuhan guru produktif dilakukan melalui program 
keahlian ganda. Untuk jangka panjang masih menunggu dicabutnya moratorium PNS yang 
dijadwalkan berakhir 2019 mendatang.
3. Kerja sama; 
 Perbaikan kerja sama dengan perguruan tinggi maupun antar-kementerian.
4. Lulusan; 
 Setiap lulusan dari SMK harus melalui uji kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI. 
Karena kualitas lulusan SMK akan menentukan apakah SMK bisa merespons kebutuhan 
DUDI atau tidak.
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1.8. BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN : MARKET DATA, STUDENT 
BODY  (KUANTITAS), STUDENT ABSORPTION (ACHIEVEMENT) 
 ekolah Menengah Kejuruan (SMK) memainkan peran penting dalam proses Spembangunan, khususnya sebagai sarana pertumbuhan pendidikan dalam hal menciptakan alih kecakapan teknologi dan mentransformasikan pendekatan keilmuan 
terhadap pendekatan praktisi, serta untuk mempersiapkan sumber daya manusia siap dan cakap 
berpikir rasional sehingga mampu menciptakan alih kecakapan teknologi dan bersaing dalam 
era global. 
 Dari data tahun 2016, salah satu bidang keahlian yang memiliki lulusan terbanyak 
adalah Bisnis dan Manajemen yaitu 348.954 lulusan, sedikit di bawah bidang keahlian 
Teknologi dan Rekayasa yang memiliki lulusan sebanyak 441.561. Tetapi peluang kebutuhan 
tenaga kerja bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa yang berjumlah 611.644 lulusan masih 
jauh lebih banyak dibandingkan jumlah lulusannya. 
 
 Sementara peluang kebutuhan tenaga kerja bidang keahlian Bisnis dan Manajemen 
sebesar 119.255 lulusan jauh lebih sedikit dibanding jumlah lulusannya, yaitu minus 229.699 
atau dengan kata lain pada tahun 2016 ada 229.699 lulusan bidang keahlian Bisnis dan 
Manajemen yang menganggur atau bekerja yang tidak sesuai bidangnya. 
    
No. Bidang Keahlian
 
Peluang 
Kebutuhan 
Tenaga Kerja 
Kelebihan (+)/ 
Kekurangan(
Lulusan
-)
 
 
Lulusan 
SMK 2016 
 
 
1 Teknologi dan Rekayasa
 
441.561
 
611.644
 
-170.083
2 Energi dan Pertambangan
 
3.486
 
27.008
 
-23.522
3
Teknologi Informasi dan 
Komunikasi
 277.545
 
327.813
 
-50.268
4 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
 
60.944
 
68.245
 
-7.301
5 Agribisnis dan Agroteknologi 52.319 445.792  -393.473
6 Kemaritiman
 
17.249
 
3.364.297 
 
-3.347.048 
8 Pariwisata
 
82.171
 
707.6
 
-625.429
9 Seni dan Industri Kreatif
 
12.017
 
88.133
 
-76.116
TOTAL 1.296.246 5.759.787 - 4.463.541
 
7 Bisnis dan Manajemen
 
348.954
 
119.255
 
+ 229.699
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Gambar 1.17 - Ilustrasi SMK Jurusan Bisnis Manajemen 
(http://smkairlangga.sch.id/index.php/k-course-category/bisnis-dan-manajemen/)
Tabel 1.2 - Perbandingan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Lulusan SMK 2016
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erbandingan lulusan yang jauh lebih banyak dibanding peluang kebutuhan tenaga kerja Pmenyebabkan lulusan bidang keahlian Bisnis dan Manajemen banyak yang menganggur atau bekerja yang tidak sesuai bidangnya sehingga diperlukannya suatu transformasi 
jurusan Bisnis dan Manajemen di SMK, terutama ke jurusan yang menjadi program prioritas 
pemerintah saat ini, yaitu tol laut, yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Contoh 
jurusan yang menunjang ke arah tersebut adalah Operasional Pelabuhan, Teknik Bongkar Muat, 
dan Bisnis Pelayaran.
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Teknik Tata Kelola Logistik
Untuk Pelabuhan
BAB II
Gambar 2.1- Ilustrasi Pelabuhan Petikemas (http//:swww.rayapos.com)
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Teknik Tata Kelola logistik Untuk Pelabuhan
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idang bisnis dan manajemen tidak dapat dipisahkan dari dunia Logistik, Pelabuhan dan BSupply-Chain (LPS). Dalam bidang ini, pengelolaan sumber daya manusia secara efektif menjadi lebih penting dari sebelumnya terutama dalam hal bisnis, organisasi, dan 
pendidikan. Pendidikan akan terus memainkan peran utama dalam melatih calon pekerja level 
operator yang cukup banyak dibutuhkan.
 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan lapangan kerja bidang LPS akibat 
pergantian individu di lapangan pensiun, beralih ke bidang baru, atau meninggalkan angkatan 
kerja. Kesempatan karir yang menjanjikan menanti para profesional LPS baru dalam dekade ini. 
Karir transportasi dan bahan baku naik 15 persen, dan akan menciptakan 1,3 juta posisi baru. 
Pekerjaan logistik perdagangan eceran naik 12 persen, dan akan menciptakan lebih dari 1,8 juta 
pekerjaan baru. Transportasi dan pergudangan naik 20 persen, dan akan menghasilkan 853.000 
pekerjaan baru.
 Secara keseluruhan, pekerjaan manajemen logistik akan meningkat dengan proyeksi 
minimal tujuh persen dalam tujuh tahun ke depan. Pertumbuhan ini menciptakan kebutuhan 
akan program pendidikan untuk membantu mengisi lowongan pekerjaan dengan tenaga kerja 
terampil atau kejuruan. Di antara penyebab lapangan kerja adalah adanya otomasi yang akan 
mendorong banyak pekerjaan logistik baru, dan pergudangan memerlukan ketrampilan 
teknologi yang jarang tercakup dalam pelatihan karyawan baru.
 Dalam masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, kebutuhan tenaga kerja di bidang 
Supply Chain makin meningkat dengan adanya kebutuhan untuk konektivitas wilayah. 
Konektivitas antar daerah dan konektivitas suatu wilayah serta keterjangkauan daerah di penjuru 
Indonesia dengan moda transportasi darat, laut, dan udara serta terjaminnya sarana-sarana terkait 
seperti Pelabuhan Laut, Bandara, Stasiun Kereta Api, dan lain-lain akan menumbuhkan 
perekonomian yang baik. Dengan meningkatkan konektivitas antara wilayah, maka 
pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. 
 Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah RI menrencanakan proyek strategis 
konektivitas transportasi mendukung untuk 13 kawasan industri di luar Jawa, yaitu:
1. Pelabuhan: Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, 
Makasar, Banjarmasin, Kupang dan Halmahera.
2. Kereta Api: Pembangunan jalur KA antara Manado-Bitung, Sei Mangke-Bandar Tinggi-
Kuala Tanjung, Pasoso-Tanjung Priok, DDT dan Elektrifikasi Manggarai-Bekasi-Cikarang, 
Lingkar Luar Kereta Api.
3. Bandara: Pengembangan Bandara Mutiara, Palu, El Tari Kupang, Halu Oleo Kendari, Sam 
Ratulangi Manado dan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin.
 Berdasarkan data world bank tahun 2005, jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah 
93.958.387 orang. Jumlah tenaga kerja terbesar terdapat di sektor pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan yaitu sekitar 41,3 juta orang. Dengan asumsi bahwa koefisien teknologi 
tahun 2005 tidak mengalami perubahan yang besar (struktur dan besaran sektor tetap) dibanding 
tahun 2015, serta karena keterbatasan data yang tersedia (website BPS.go.id hanya memuat Tabel 
Input-output Tahun 2005), maka adanya investasi tol laut sebesar Rp 700 triliun akan 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30,13 juta orang.
2.1. T REN DI BIDANG LOGISTIK PELABUHAN
Gambar 2.2- Ilustrasi Penumpang Kapal Ferry (http//:scdn.sindonews.net)
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2.2. LOGISTIK
ogistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan Lbarang, suku cadang dan barang jadi dari suplair, diantara fasilitas fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Pengertian yang sederhana logistik merupakan bagian dari 
suatu kegiatan atau tugas yang melaksanakan proses penyiapan/penyedian, penyimpanan dan 
penyaluran produk atau jasa kepada konsumen atau pengguna akhir. Logistik identik dengan 
pergudangan dan transportasi, yakni gudang tempat menyimpan bahan baku, barang setengah 
jadi maupun barang jadi. Sedangkan transportasi tidak lebih dari proses pemindahan barang-
barang atau produk dari gudang ke proses pengolahan ataupun ke pemakai/konsumen.
2.3. PELABUHAN
elabuhan menjadi sarana paling penting untuk menghubungkan antar pulau maupun P antar negara. Pelabuhan merupakan salah satu rantai perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan, baik itu perdagangan antar pulau maupun 
internasional. Sebagai titik temu antar transportasi darat dan laut,  peranan pelabuhan menjadi 
sangat vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, terutama daerah hinterlandnya 
menjadi tempat perpindahan barang dan manusia dalam jumlah banyak. Sebagai bagian dari 
sistem transportasi, pelabuhan memegang peranan penting dalam perekonomian.
Gambar 2.3- Skema Modern Supply Chain (http//:image.slidesharecdn.com)
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Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pelabuhan adalah tempat yang 
terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 
pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar 
berlabuh, naik turun penumpang maupun bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas 
keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra 
dan antar moda transportasi. Pelabuhan modern cukup dilengkapi dengan los-los dan gudang 
besar, beserta pangkalan, dok dan crane yang kuat untuk membongkar dan memuat perbekalan, 
batubara dan lain-lain.
 Maksud dan tujuan tatanan pelabuhan nasional dimana Tatanan Kepelabuhanan Nasional 
merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan, pendayagunaan, pengembangan dan  
pengoperasian pelabuhan di seluruh Indonesia, baik pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan,  
pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan daratan dan pelabuhah khusus yang bertujuan:
1. Terjalinnya suatu jaringan infrastruktur pelabuhan secara terpadu, selaras dan harmonis agar  
bersaing dan tidak saling mengganggu yang bersifat dinamis
2. Terjadinya efisiensi transportasi laut secara nasional;
3. Terwujudnya penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan;
4. Terwujudnya penyelenggaraan pelabuhan yang handal dan berkemampuan tinggi dalam 
rangka menunjang pembangunan nasional dan daerah 
Selain itu pebuhan juga melaksanakan tugas dan peranan sebagai berikut; 
A. Pemerintahan;
1. Pelaksana fungsi keselamatan pelayaran;
2. Pelaksana fungsi bea dan cukai; 
3. Pelaksana fungsi imigrasi; 
 4. Pelaksana fungsi karantina;
 5. Pelaksana fungsi keamanan dan ketertiban;  
B. Pengusahaan jasa kepelabuhanan 
1. Usaha pokok yang meliputi pelayanan kapal, barang dan penumpang;
2. Usaha penunjang yang meliputi persewaan gudang, lahan dan lain-lain
Gambar 2.4- Ilustrasi Crane Pelabuhan (http//:oceanweek.dev.rokutsan.com)
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Dalam hal otoritas pengelolaannya, pelabuhan dikelola dengan beberapa jenis pengelolaan sesuai dengan fungsi dan hirarkinya. Pelabuhan laut lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah (unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan), 
diserahkan kepada Pemerintah Kabu-
paten/Kota di lokasi pelabuhan laut 
tersebut berada sebagai tugas desentra-
lisasi. Kemudian pelabuhan laut regional 
yang diselengarakan oleh Pemerintah 
(Unit Pelaksana Teknis/satuan Kerja 
Pelabuhan), dilimpahkan kepada Pe-
merintah Propinsi di lokasi pelabuhan 
laut tersebut berada, sebagai tugas deko-
sentrasi. Untuk pelabuhan dengan skala 
kecil seperti pelabuhan sungai dan danau 
diselenggrakan oleh Kabupaten/Kota 
yang pelaksanaanya dilakukan oleh Unit 
Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota atau 
Badan Usaha Pelabuhan Daerah.
 Sedangkan untuk pelabuhan yang  
berfungsi sebagai pelabuhan penye-
berangan diselenggarakan oleh Pe-
merintah yang  pelaksanaannya diserah-
kan kepada Badan Usaha Milik Negara 
atau oleh Kabupaten/Kota yang  pelak-
sanaannya oleh Unit Pelaksana Teknis 
kabupaten/Kota atau Badan Usaha 
Pelabuhan Daerah.
 
Gambar 2.5- Ilustrasi Crane  Untuk Bongkar Muat di 
Pelabuhan Curah
Indonesia adalah negara kepulauan 
terbesar di dunia, dengan lebih dari 
17.500 pulau besar dan kecil dengan 
panjang garis pantai 80.000 km, sebagai 
negara kepulauan yang luas, industri 
sektor maritim (pelayaran, perkepalan, 
perikanan, lepas pantai dan energi 
kelautan) semestinya mejadi tulang 
punggung perekonomian Negara Ke-
satuan Republik Indonesia ini. Posisi 
Indonesia sangat strategis dengan berada 
persilangan rute perdagangan Inter-
nasional, tetapi Indonesia belum dapat 
memanfaatkan peluang tersebut.
Peran pelabuhan sangat penting dalam kondisi 
geografis Indonesia ini, pelabuhan menjadi sarana 
penting dalam menghubungkan dan menerima 
segala muatan antar pulau maupun dunia. Namun 
Indonesia memiliki pelabuhan-pelabuhan kurang 
dari standar. Dari 134 negara, menurut Global 
Competitiveness Report 2009-2013, daya saing 
pelabuhan di Indonesia berada di peringkat ke -77, 
sedikit meningkat dari posisi 2012 yang berada di 
urutan ke -104. Namun, posisi Indonesia itu kalah 
dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kelemahan 
pelabuhan di Indonesia terletak pada kualitas 
infrastruktur. 
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Tabel 2.1 -   The Global The Global Competitiveness Index World Economic 
Forum 2009 – 2013 (Sumber: Paparan Direktur Transportasi BAPPENAS)
Indoensia Malaysia Thailan Vietnam Filipina Indoensia Malaysia Thailan Vietnam Filipina Indoensia Malaysia Thailan Vietnam Filipina
Insfrastuktur 92 29 49 119 98 82 25 61 110 98 72 20 76 112 95
Jalan 90 27 39 120 87 78 23 42 102 87 72 19 50 104 87
Kereta Api 54 17 65 68 94 44 18 72 58 89 41 12 74 52 80
Transportasi Laut 104 21 56 113 120 89 24 56 98 116 77 19 54 88 101
Transportasi Udara 89 24 33 94 112 68 20 34 92 113 64 19 37 87 108
Listrik 93 35 44 113 98 89 37 58 95 93 84 39 58 88 87
Telepon Selular 90 33 57 18 95 62 27 49 21 81 54 30 34 42 86
Telepon Tetap 78 85 95 96 103 82 79 96 88 109 71 73 91 86 113
2012-2013 2013-2014 2014-2015
2.4. SUPPLY-CHAIN (RANTAI PASOK)
 Proses Manajemen Rantai Pasokan yang dilibatkan dalam Manajemen Rantai Pasokan 
atau Supply Change Management (SCM) adalah sebagai berikut:
1. Pelanggan (Customer)
2. Perencanaan (Planning)
3. Pembelian (Purchasing)
4. Persediaan (Inventory)
5. Produksi (Production)
6. Transportasi (Transportation)
Komponen dari supply chain management terdiri dari tiga komponen utama yaitu:
1. Upstream Supply Chain;
 Bagian upstream (hulu) supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing 
dengan para penyalurnya (yang mana dapat manufacturers, assemblers, atau kedua-duanya) 
dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka (para penyalur second-tier). Hubungan 
para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dari asal material 
(contohnya bijih tambang, pertumbuhan tanaman). Di dalam upstream supply chain, 
aktivitas yang utama adalah pengadaan.
2. Internal Supply Chain;
 Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses inhouse yang digunakan dalam 
mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini 
meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi. Di dalam internal supply chain, perhatian 
yang utama adalah manajemen produksi, pabrikasi dan pengendalian persediaan.
3. Downstream supply chain;
 Downstream (hilir) supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman 
produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatian diarahkan 
pada distribusi, pergudangan transportasi dan after-sale service.
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Gambar 2.6 - Skema Supply Chain (https://media.licdn.com)
Tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola suppy chain, yaitu:
1. Kompleksitas struktur supply chain;
 ~ Melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda
 ~ Perbedaan bahasa, zona waktu dan budaya antar perusahaan
2. Ketidakpastiaan;
 ~ Ketidakpastian permintaan
 ~ Ketidakpastian pasokan: lead time pengiriman, harga dan kualitas bahan baku, dll.
 ~ Ketidakpastian internal: kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, dan 
ketidakpastian kualitas produksi.
Supply chain memiliki penggerak yang sangat berpengaruh terhadap performa supply chain itu 
sendiri. Penggerak supply chain adalah sebagai berikut:
1. Inventory;
 Adalah semua bahan mentah, dalam proses dan barang-barang yang telah diselesaikan. 
Inventory merupakan salah satu penggerak supply chain yang penting karena perubahan 
kebijakan inventory dapat mengubah secara drastis tingkat responsivitas dan efisiensi supply 
chain. Komponen dari keputusan mengenai inventory adalah:
a. Cycle inventory
b. Safety Inventory
c. Seasonal Inventory
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Gambar 2.6 - Ilustrasi Truk Sebagai Salah Satu Alat Transportasi Darat
2. Transportation;
 Transportasi adalah memindahkan persediaan dari titik ke titik dalam supply chain. 
Transportasi terdiri atas banyak kombinasi dari model dan bentuk yang memiliki keunggulan 
masing-masing. Pemilihan transportasi juga mempunyai dampak besar dalam tingkat 
responsifitas dan efisiensi supply chain. Komponen dari keputusan mengenai transportasi adalah 
sebagai berikut :
a. Modes of transportation adalah cara-cara dimana sebuah produk dipindahkan dari satu lokasi 
dalam jaringan supply chain ke tempat lainnya. Terdapat 5 cara dasar transportasi yang dapat 
dipilih yaitu:
Ÿ Pesawat Udara. Udara merupakan cara transportasi yang paling cepat, tetapi memiliki 
biaya yang mahal.
Ÿ Truk . Truk adalah cara yang relatif cepat dan murah dengan fleksibilitas tinggi.
Ÿ Kereta. Kereta cara yang mudah yang digunakan untuk jumlah barang yang besar.
Ÿ Kapal laut. Kapal cara yang paling lambat tetapi sering menjadi pilihan yang paling 
ekonomis untuk pengiriman dalam jumlah yang besar ke luar negeri.
Ÿ Pipa saluran. Pipa saluran biasanya digunakan untuk menyalurkan minyak dan gas.
b. Route and network selection
c. In house or outsource
3.  Fasilitas;
 Fasilitas adalah tempat-tempat dalam jaringan supply chain dimana inventory disimpan, 
dirakit, atau diproduksi. Dua jenis umum dari fasilitas adalah tempat produksi dan tempat 
penyimpanan. Bila perusahaan memilih tingkat efisiensi tinggi, maka memiliki lebih sedikit 
gudang. 
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Jadi penentuan fasilitas mempunyai dampak yang besar dalam tingkat responsifitas dan efisiensi 
supply chain. Komponen dari keputusan mengenai fasilitas adalah sebagai berikut :
a. Location
b. Capacity
c. Operation methodology
d. Warehouse methodology
Ÿ Stock Keeping Unit (SKU) Storage. Gudang tradisional yang menyimpan segala macam 
produk dalam suatu tempat.
Ÿ Job Lot Storage. Yaitu suatu metode penyimpanan persediaan dimana semua produk-
produk yang berbeda dibutuhkan untuk suatu pekerjaan khusus atau memuaskan 
konsumen tipe khusus, disimpan bersama-sama.
Ÿ Crossdocking. Yaitu sebuah metode, dimana barang sebenarnya tidak disimpan dalam 
fasilitas (gudang) perusahaan. Truk dari pemasok barang, tiap-tiap hari truk tersebut 
membawa jenis-jenis yang berbeda dari barang yang dipesan diangkut menuju fasilitas 
perusahan, kemudian dari sana dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan dengan cepat 
diangkut ke retailer menggunakan truk-truk yang berisi barang-barang yang beragam 
dari truk-truk sebelumnya.
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Gambar 2.7 - Supply Chain Management (http://www.ironsystems.com)
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4. Information;
 Informasi terdiri dari data dan analisis yang berkaitan dengan inventory, transportasi, 
fasilitas dan pelanggan diseluruh supply chain. Informasi menyajikan pihak manajemen 
kesempatan untuk membuat supply chain lebih responsif dan efisien. Informasi secara 
potensial adalah penggerak terbesar performa supply chain. Komponen dari keputusan 
mengenai informasi adalah:
a. Push versus Pull
b. Cordinating and Information sharing
c. Forecasting and Aggregate Planning
d. Enabling Technologies
ntuk mencapai komunikasi yang terintregasi dalam supply chain, maka terdapat U teknologi-teknologi yang digunakan yaitu:
Ÿ Electronic Data Interchange (EDI). EDI memungkinkan perusahaan menjadi lebih 
efisien, juga menurunkan waktu yang dibutuhkan produk untuk sampai ke konsumen, 
transaksi menjadi lebih akurat dan lebih cepat dibandingkan tanpa EDI.
Ÿ Internet. Internet sendiri mendukung penggunaan EDI. Dengan internet maka akan 
menjadi sebuah faktor penting dalam supply chain.
Ÿ Entreprise Resources Planning (ERP). Sistem ERP ini menyediakan pelacakan transaksi 
dan kemampuan melihat secara keseluruhan atas informasi dari tiap-tiap bagian 
perusahaan dan memungkinkan supply chain membuat keputusan yang 'cerdas'.
Ÿ Supply Chain Management (SCM) Software. Yaitu program yang menyediakan 
dukungan terhadap analisis keputusan dalam penambahan kemampuan melihat secara 
keseluruhan terhadap informasi.
Gambar 2.8 - Electronic Data Interchange (EDI). (http://ltxsolutions.com)
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Gambar 2.9 - Entreprise Resources Planning (ERP) (http://www.ndimensionz.com)
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3.1. PERAN SMK BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
 SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen akan bisa membantu program pemerintah 
dalam mewujudkan TOL laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia apabila 
sebagian dari sekolah tersebut dikonversi menjadi Kompetensi  Keahlian Teknik Tata Kelola 
Logistik. Terutama jika dikaitkan dengan dengan kenyataan yang terjadi di Bidang Keahlian 
Bisnis dan Manajemen. Dengan perbandingan lulusan yang jauh lebih banyak dibanding 
peluang kebutuhan tenaga kerja, maka menyebabkan lulusan bidang keahlian Bisnis dan 
Manajemen banyak yang menganggur atau bekerja yang tidak sesuai bidangnya. Sehingga 
diperlukan suatu transformasi jurusan Bisnis dan Manajemen di SMK, terutama ke program 
keahlian yang mendukung program prioritas pemerintah saat ini, yaitu maritim dan tol laut. 
Sebagaimana hasil analisa yang ditampilkan pada bab 2, bidang maritim/pelabuhan dan logistik 
akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar. Contoh jurusan yang menunjang ke arah 
tersebut adalah Operasional Pelabuhan, Teknik Bongkar Muat, Teknik Pergudangan dan Bisnis 
Pelayaran. Secara garis besar Bab-3 akan mengulas langkah-langkah mengenai strategi makro 
untuk mengkonversi Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen sebagai masukan untuk 
Direktorat Pembinaan SMK. Sementara bagian selanjutnya akan memberikan petunjuk-
petunjuk teknis yang perlu dilakukan oleh sekolah-sekolah bila ingin membuka Kompetensi 
Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik sebagai pendukung Tol Laut dan mendorong Indonesia 
sebagai poros maritim dunia.
3.2. STRATEGI MAKRO KONVERSI UNTUK DIREKTORAT PEMBINAAN SMK 
KEMDIKBUD/DINAS PENDIDIKAN 
 Saat ini jumlah SMK yang memiliki program keahlian Bisnis dan Manajemen di seluruh 
Indonesia mencapai 5.971 SMK. Tentu saja tidak mungkin seluruh program keahlian Bisnis dan 
Manajemen di SMK-SMK tersebut dikonversi semuanya menjadi pelabuhan dan logistik. 
Harus ada mekanisme dan prosedur yang mengatur proses seleksi SMK mana yang mempunyai 
prospek untuk ditransformasi, terkait dengan kekuatan sarana dan prasarana, SDM, patner 
industri di sekitar sekolah, jumlah siswa (rombel) serta faktor–faktor lainnya. Penulis 
menyampaikan tiga kunci strategi makro dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, yaitu 
dengan Regulasi, Sosialisasi dan Transisi.
3.2.1. REGULASI 
 Sebelum melaksanakan sebuah program, langkah petama yang harus dipersiapkan adalah 
landasan hukum atau regulasi. Dalam hal ini Direktur Pembinaaan SMK (atau Dirjend atau 
Menteri) bisa mengeluarkan surat keputusan yang menguatkan program ini lengkap dengan 
prosedur operasi standar, pendampingan pada masa transisi, perencanaan kerja, dan rencana 
pembiayaan. 
Prosedur operasi standar harus memuat instrumen-instrumen dan dokumen yang mengatur hal-
hal sebagai berikut:
1. Syarat dan ketentuan SMK yang bisa mengajukan konversi program keahlian Bisnis 
Manajemen menjadi Pelabuhan dan Logistik, seperti luas lahan, sarana & prasarana 
pendukung serta sumber daya manusia yang ada.
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2. Aturan bagi SMK untuk membuat studi kelayakan/naskah akademik sebelum konversi.
3. Prosedur untuk mengajukan usul perubahan status kepada Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah disertai dengan studi 
kelayakan/naskah akademik yang telah disusun sebelumnya (kemajuan teknologi informasi 
memungkinkan untuk Online Submission).
4. Standar Disposisi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktur 
Pembinaan SMK untuk memproses usulan.
5. Instrumen atau dokumen dari Direktur Pembinaan SMK bersama-sama dengan Tim 
Konversi SMK Bisnis Manajemen untuk evaluasi naskah akademik, aset, lahan, sarana dan 
prasarana, dan SDM.
6. Instrumen dan dokumen untuk melakukan site visit dengan hasil disetujui atau ditolak.
7. Dokumen atau prosedur apabila hasil evaluasi ditolak dimana pengusul/pemrakarsa 
mempunyai kesempatan untuk memperbaiki usulan dan mengirimkan kembali.
8. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan surat laporan kepada Mendikbud 
dan Sesjen Kemdikbud perihal telah dilaksanakan proses transisi program keahlian dan 
merekomendasikan agar ada proses perundang-undangan untuk memperkuat program ini.
9. Rancangan Surat Keputusan (SK) Konversi meralui Biro Hukum dan Organisasi untuk 
SMK yang telah lolos seleksi dan dilengkapi dengan pendekatan regulasi bersama dengan 
kementerian perhubungan, serta BUMN bidang pelabuhan dan logistik.
10. Prosedur pengusul saat menerima SK Konversi dan siap untuk melakukan transisi.
Gambar 3.1- Penerapan Teknologi dalam Dunia Logistik Kepelabuhanan 
(http://supplychainindonesia.com - http://supplychainindonesia.com)
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Gambar 3-2 Menjelaskan Mekanisme Usulan Perubahan 
Atau Penambahan Program Keahlian Bidang Logistik Dan Pelabuhan.
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Gambar  1.1 -  Kebijakan Kelautan Nasional
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erubahan Program Keahlian Bisinis dan Pemasaran menjadi Teknik Tata Kelola P Logistik mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  36 Tahun  2014 tentang pedoman  Pendirian,  Perubahan,  dan  
Penutupan Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, maka perubahan program keahlian di 
SMK harus mengikuti aturan yang tertulis pada Bab V pasal 13 dan pasal 14, sebagai berikut:
BABV
PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN
Pasal 13
Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan  nama  atau 
bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan 
atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya 
sama.
Pasal 14
(1) Penambahan dan perubahan bidang program keahlian pada SMK 
dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/ 
program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK.
(2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian 
ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan kewenangannya.
(3) Setiap usul penambahan/perubahan bidang/program keahlian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal.
Sesuai dengan syarat pendirian, maka naskah akademik yang harus dipersiapkan oleh sekolah 
meliputi:
a. hasil studi kelayakan;
b. isi  pendidikan;
c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. sarana dan prasarana pendidikan;
e. pembiayaan pendidikan;
f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. manajemen dan proses pendidikan.
Selaras dengan amanat UU nomor 23 tahun 2014, maka kewenangan pengelolaan SMA dan 
SMK diserahkan kepada propinsi. Sehingga pejabat yang berwenang mengatur 
perubahan/penambahan program keahlian di SMK adalah Gubernur.
 Sekolah menyiapkan proposal & naskah 
akademik
 
Sekolah memasuki masa 
transisi
Gambar 3.2  -  Infografis Proses Usulan Perubahan/Penambahan Bidang Keahlian 
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3.2.2. SOSIALISASI
 Setelah memiliki POS disertasi kebijakan regulasi yang matang maka Direktorat PSMK 
dapat segera melakukan sosialisasi kepada SMK di Indonesia, khususnya yang memiliki jurusan 
bisnis dan manajemen. Beberapa strategi untuk sosialisasi antara lain melalui:
1. Media online: dapat memanfaatkan fasilitas web yang dimiliki Direktorat DPSMK. 
Informasi mengenai peluang konversi ini harus disampaikan secara menarik disertai 
peluang dan prospek yang berbasis data. Bila perlu POS untuk konversi beserta form 
aplikasi konversi ditampilkan juga secara online sehingga mempermudah calon pengusul. 
2. Majalah SMK: informasi mengenai kebijakan ini juga bisa disampaikan dan 
dikampanyekan melalui majalah SMK. Media ini akan mampu menyajikan sosialisasi yang 
lebih komprehensif dan menarik. Ditambah lagi, majalah SMK biasanya memberikan 
warna dan foto-foto yang lebih menarik, sesuai konsumsi publik.
3. Surat Edaran: untuk lebih formal, Direktorat PSMK bisa menggunakan media surat yang 
ditujukan kepada kepala sekolah di seluruh Indonesia yang memiliki Bidang Keahlian 
Bisnis dan Manajemen. Tentu saja surat ini harus dilampiri dengan POS dan petunjuk 
teknis yang lengkap.
4. Brosur dan Poster: Direktorat Pembinaan SMK bisa menyediakan brosur dan poster yang 
disediakan/dipasang di kantor pusat Direktorat PSMK atau di distribusikan ke dinas-dinas 
pendidikan di seluruh Indonesia.
5. Visitasi: Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan perannya sebagai regulator dan 
pengelola serta pembina SMK di Indonesia, Direktorat Pembinaan SMK seringkali 
mengirimkan staf nya untuk turun ke lapangan dan melakukan koordinasi di dinas-dinas 
pendidikan di seluruh Indonesia. Saat melakukan koordinasi ke daerah-daerah  ini, maka 
informasi mengenai Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Pelabuhan bisa ikut 
disosialisasikan secara simultan dengan agenda utama yang sedang dilakukan saat itu.
6. Undangan dan FGD (Focus Group Discussion): Direktorat Pembinaan SMK bisa 
mengundang seluruh stakeholder yang terkait dengan rencana Peningkatan Kompetensi 
Keahlian Tata Kelola Logistik untuk pelabuhan untuk melaksanakan FGD. Dalam diskusi 
tersebut harus melibatkan perwakilan SMK, Dinas Pendidikan Propinsi dan Masyarakat 
Pelabuhan-Logistik (seperti: Pelindo, KBN, PT. Pos Indonesia, DHL, garuda indonesia 
cargo, dll). FGD sebaiknya dilakukan dengan sistem kluster, misalnya kluster Sumatera dan 
Jawa di Jakarta, Kluster Kalimantan, Sulawesi dan Nusa tenggara di Makassar, Kluster 
Maluku dan Papua di Jayapura. Dengan sistem kluster ini, diskusi akan makin tajam dan 
masukan-masukan dari pelaku di daerah menjadi semakin terakomodir/terdata dengan 
lengkap. Tentu saja, sistem kluster ini juga harus memperhatikan sebaran jumlah SMK 
Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen yang ada.
7. Membentuk pusat transisi di level Dinas Pendidikan Propinsi. Tugas pusat transisi adalah 
bekerjasama dengan tim transisi Direktorat PSMK untuk mendampingi dan menjadi crisis 
center dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sekolah-sekolah di 
wilayahnya selama masa transisi. Ketika SMK yang dikonversi mempunyai program 
Keahlian Tata Kelola Logistik sudah matang, maka sekolah seperti ini akan menjadi pusat 
rujukan bagi SMK-SMK lainnya. 
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Peran pusat transisi di level Dinas Pendidikan Propinsi bisa digantikan oleh sekolah rujukan 
yang mempunyai Kompetensu Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik.
3.2.3. TRANSISI  BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
  Masa transisi dimulai ketika SMK sudah mengantongi ijin untuk mengkonversi 
kompetensi keahliannya menjadi Teknik Tata Kelola Logistik. Dalam fase ini, Sekolah akan 
melaksanakan langkah-langkah yang telah digariskan dalam pedoman masa transisi. Pedoman 
ini disusun oleh tim dari Direktorat Pembinaan SMK dan BUMN terkait (Pelindo, KBN, PT. 
Pos, dsb.) serta asosiasi logistik nasional.
  Secara berkala akan dilakukan pendampingan dari tim Direktorat Pembinaan SMK 
kepada sekolah-sekolah yang telah mendapatkan SK Konversi. Masa transisi ini akan berjalan 
selama 1 semester, dengan tiga bulan pertama untuk konsolidasi sistem internal sementara tiga 
bulan kedua untuk persiapan peserta didik. Hal-hal yang harus dilakukan selama masa transisi 
adalah:
a. Tiga Bulan Pertama:
Ÿ Pematangan kurikulum, kompetensi dan muatan lokal
Ÿ Penguatan dan administrasi sarana dan prasarana
Ÿ Upgrading, Pelatihan dan Sertifikasi tenaga pendidik (Pengadaan guru produktif akan 
dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya).
Ÿ Sosialisasi dengan Komite Sekolah dan Patner Industri Logistik-Kepelabuhanan 
Ÿ Sosialisasi konversi program keahlian kepada siswa yang sedang aktif
Ÿ Penggalangan dan alokasi dana
b. Tiga Bulan Kedua:
Ÿ Persiapan konversi untuk siswa kelas XI dan XII
Ÿ Persiapan peserta didik baru program keahlian pelabuhan dan logistik (Sistem rekrutmen 
& PPDB Online)
Ÿ Persiapan Sistem penilaian
Ÿ Pengalokasian Anggaran dan RAB
Ÿ Plotting mata pelajaran produktif kepada guru yang telah menerima, training/ 
pelatihan/sertifikasi bidang pelabuhan dan logistik
Ÿ Pembuatan jadwal mata pelajaran pada program keahlian pelabuhan dan logistik
Ÿ Pengembangan modul dan buku ajar untuk mata pelajaran produktif
3.3. PANDUAN STUDI KELAYAKAN KONVERSI UNTUK SEKOLAH
3.3.1. KOMPETENSI DAN KURIKULUM
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: 
330/D.DS/Kep/KR/2017 Tentang Kompetensi  Inti  Dan Kompetensi  Dasar  Mata Pelajaran 
Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian  (Cl), Dasar Program 
Keahlian  (C2), Dan Kompetensi  Keahlian  (C3)). Maka, Kompetensi Keahlian Teknik Tata 
Kelola Logistik (C3), telah disusun terdiri atas kompetensi mata pelajaran produktif berikut ini:
a. Pengendalian Dokumen Administrasi Gudang 
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b. Peralatan Gudang
c. Sistem Distribusi Barang 
d. Sistem Informasi Gudang
 Faktanya, saat ini kebutuhan dalam negeri akan jasa logistik makin meningkat dan tidak 
hanya berada pada spektrum keempat kompetensi dasar di atas. Indonesia juga memiliki potensi 
bisnis jasa kurir yang sangat besar. Derasnya arus globalisasi perdagangan dan investasi yang 
masuk pada dekade 1990-an, memicu bisnis ini making meroket. Tidak heran jika para pemain 
bisnis jasa kurir internasional juga ikut bersaing di Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara 
kepulauan, membuat sektor jasa kurir, tiap tahun selalu tumbuh. Pengiriman bukan hanya 
terjadi antar kota namun juga antar pulau dalam jangkauan ratusan atau ribuan kilometer. Hal 
ini memicu para pelaku jasa kurir logistik menggunakan multimoda transportasi. Disamping 
memanfaatkan jasa truk atau bus di transportasi darat, banyak juga yang sudah menggunakan 
jasa transportasi udara sehingga pengiriman menjadi lebih cepat. Dari 23 Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) bidang transportasi dan pergudangan, dapat dikelompokkan 15 perusahaan 
yang bersinggungan langsung dengan jasa logistik dan pergudangan, yaitu antara lain:
1. PT Angkasa Pura I (Persero)
2. PT Angkasa Pura II (Persero)
3. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
4. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
5. PT Djakarta Lloyd (Persero)
6. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
7. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
8. PT Pengembangan Daerah Industri 
 Pulau Batam (Persero)
9. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
10. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
11. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
12. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
13. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
14. PT Pos Indonesia (Persero)
15. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
 Diluar perusahaan BUMN diatas juga masih ada ratusan perusahaan kargo, kurir, 
transportasi dan logistik swasta yang beroperasi di Indonesia. Sekolah dan siswa yang ingin 
mencari informasi tentang hal ini bisa melihat data-data perusahaan ini pada situs Asosiasi 
Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress, Pos dan Logistik Indonesia (ASPERINDO) di 
http://asperindo.org. ASPERINDO memiliki 167 perusahaan di keanggotaan Pusat di Jakarta, 
dan lebih dari 4000 cabang perusahaan, gerai dan agen yang tersebar di seluruh Indonesia.
 Dengan adanya kenyataan mengenai besarnya jumlah jasa pergudangan, kurir dan per-
usahaan transportasi tersebut di atas, maka disamping keempat kompetensi dari SK Dirjend 
Dikdasmen No. 330/2017, berikut ini diusulkan kompetensi dasar tambahan di bidang logistik 
yang perlu untuk diperhatikan : 
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a. Bidang Teknik Logistik
Ÿ Manajemen Angkutan Barang 
Ÿ Logistik Global (internasional)
Ÿ Intra Logistik dan aliran material 
(material flow)
Ÿ Layanan jasa kurir logistik
Ÿ Operator Produksi dan Manufaktur
Ÿ Manajemen Multimoda Transportasi 
Barang
Ÿ Pemodelan dan Simulasi
b. Bidang Kepelabuhanan
Ÿ Manajemen Pelabuhan Laut
Ÿ Pabean Imigrasi Karantina
Ÿ Operasi Terminal Konvensional
Ÿ Hukum Laut dan Pencemaran Laut
Ÿ Pentarifan Angkutan Laut dan Jasa 
Pelabuhan
Ÿ Operasi Terminal Container
Ÿ Operasi Terminal Khusus
Ÿ Manajemen Operasi Kapal
Ÿ Manajemen Mutu dan Operasional 
Pelabuhan
Ÿ Manajemen Keselamatan Pelayaran
Ÿ Hukum Angkutan Laut dan Claim 
Asuransi.
Ÿ Akuntansi Biaya Perusahaan Pelayaran
Ÿ Manajemen Perusahaan Pelayaran
Ÿ Perdagangan International.
c. Bidang Sistem Informasi Logistik
Ÿ Proses Bisnis Logistik
Ÿ Sistem Informasi Logistik Online
Ÿ E-Commerce Pada Bisnis Logistik
Ÿ Dasar SAP dan Business Intelligence
Ÿ Database & Sistem Informasi 
Ÿ Perencanaan Rantai Pasokan meng-
gunakan SAP
Ÿ Mengoperasikan SAP 
Ÿ Pemrograman ABAB
Gambar 3-3  Ilustrasi Kantor ASPERINDO
Dari kompetensi di atas dapat diusulkan kurikulum pada Kompetensi Keahlian Teknik Tata 
Kelola Logistik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3-1.
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Tabel  3.1-   Kurikulum Jurusan Pelabuhan dan Logistik
Paket Keahlian: Teknik Logistik
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3.3.2. SARANA DAN PRASARANA DAN STANDARISASI LAYOUT (TATA LETAK)
 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008, sebuah 
SMK/MAK sekurang-kurangnya memiliki prasarana yang dikelompokkan dalam ruang 
pembelajaran umum (RPU), ruang penunjang (RP), dan ruang pembelajaran khusus (RPK). 
 Untuk SMK bidang bisnis dan manajemen, RPU terdiri dari Ruang kelas, Ruang 
perpustakaan, Ruang laboratorium IPA, Ruang laboratorium komputer, Ruang laboratorium 
bahasa. Sementara Ruang Penunjang (RP) terdiri dari: 
1)  Ruang pimpinan,
2)  Ruang guru,
3)  Ruang tata usaha,
4)  Tempat beribadah,
5)  Ruang konseling,
6)  Ruang UKS,
7)  Ruang organisasi kesiswaan,
8)  Jamban,
9)  Gudang,
10) Ruang sirkulasi,
11) Tempat bermain/berolahraga.
 Adapun Ruang Pembelajaran  Khusus  (RPK) meliputi ruang praktik yang   disesuaikan 
dengan program keahlian. Standar RPK program keahlian pada Bidang Keahlian Bisnis dan 
Manajemen ditampilkan pada Tabel  3-2.
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Tabel 3.2 - Standar RPK Program Keahlian Pada Jurusan Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian
 
Min.
 
Luas Total 
 
Jenis
 
Ruang
 
Daya Tampung 
per Ruang
 
Luas 
Minimum 
Lebar Min. 
RPrak.
Ruang Praktik  
(m
2
)
 
Ruang Praktik 
 
/ 
Storage
 
(Peserta 
Didik/Instruktur)
 
RPrak.
(m2) (m)
Administrasi 
Perkantoran
 
176
 
Mengetik/komputer
 
8
 
32 4
  
Kearsipan
 
8
 
32 4
  
Mesin Kantor
 
8
 
32 4
  
Perkantoran
 
8
 
32 4
  
Ruang Storage & 
Instruktur
 
-
 
48 6
Akuntansi
 
176
 
Dasar Akuntansi
 
16
 
64 8
  
Akuntansi Lanjut
 
8
 
32 4
  
Unit Usaha
 
8
 
32 4
  
Ruang Storage & 
Instruktur
 
-
 
48 6
Marketing 
(Penjualan)
 
208
 
Dasar Penjualan
 
16
 
64 8
Transaksi 8 32 4
Pertokoan 8 32 4
Ruang Storage & 
Instruktur
-
48 6
Perbankan 176 Dasar Akuntansi 16 64 8
Mesin Kantor 8 32 4
Perbankan 8 32 4
Ruang Storage & 
Instruktur
-
48 6
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ari standar RPK Program Keahlian Pada Jurusan Bisnis Manajemen di atas, dapat Ddiketahui bahwa di setiap ruang praktik program keahlian terdapat ruang penyimpanan alat dan instruktur dengan luas 48 m2 dan lebar 6 m. Dalam masa 
transisi ruangan ini bisa digunakan untuk ruang praktik teknik tata kelola logistik dengan 
kebutuhan alat praktikum seperti ditampilkan pada Tabel 3-3. Untuk penyimpanan alat dan 
instruktur, sementara bisa digabungkan ke dalam masing-masing ruang praktik. Bila kelak 
alokasi ruangan untuk ruang praktik ini sudah diperoleh maka ruang ini bisa difungsikan 
sebagaimana awalnya.
 Gambar 3-2  menampilkan tata letak kebutuhan ruang praktik Teknik Tata Kelola 
Logistik (mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah 
Nomor: 330/D.DS/Kep/KR/2017 Tentang Kompetensi  Inti  Dan Kompetensi  Dasar  Mata 
Pelajaran Muatan Nasional (A), Muatan Kewilayahan (B), Dasar Bidang Keahlian  (Cl), Dasar 
Program Keahlian  (C2), Dan Kompetensi  Keahlian  (C3)
Tabel 3.3 -  Kebutuhan alat praktikum ruang praktik Teknik Tata Kelola Logistik
No Peralatan Utama Detail Peralatan
1 Peralatan Teknologi Informasi
 
1. Dua unit komputer dengan spesifikasi 
sebagai berikut:
 
2. Satu unit printer dengan estimasi harga 
Rp 2.500.000, -
 
3. Barcode reader, dengan alternatif sebagai 
berikut:
 
   
a. Alternatif 1; 2
 
barcode scanner 
 
   
b. Alternatif 2; 1
 
RFID gate 
 
      
dan satu barcode scanner. 
 
4. Supporting software, yang terdiri dari:  
   a. Simulation Software (Promodel).  
   b. Barcode maker software.  
2 Peralatan Angkut Barang 1. Konveyor  
a. Roller Conveyor  
b. Belt Conveyor  
2. Sistem Material handling yang diperlukan 
selain konveyor adalah Pallet Mover dan 
Stacker. Pengadaan alat ini dapat 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
kemampuan sekolah masing-masing, 
misalnya:
 a. Hand pallet
 b. Stacker dan Pallet Mover
 
 
3 Media Penyimpanan Pallet dan rak
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tandarisasi kebutuhan alat praktikum yang diusulkan ini hanya untuk Kompetensi S Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik. Sementara untuk keahlian pelabuhan penulis mengusulkan sebaiknya ruang praktik menggunakan simulasi dan pemodelan 
lingkungan kerja di pelabuhan, mengingat biaya pengadaan ruang praktik bidang 
kepelabuhanan memakan biaya yang sangat besar. Kekurangan dari praktek siswa dengan 
software simulasi dan pemodelan ini dapat ditutupi dengan sistem pendidikan ganda (dual 
system), bekerja sama dengan industri pelabuhan atau sekolah tinggi pelayaran di sekitar SMK.
Gambar 3.4 -   Kebutuhan Ruang Praktik Teknik Tata Kelola Logistik
1  Suplai barang tiba dari truk, masuk melalui docking system  dan ditransfer ke 
dalam melalui roller conveyor
 
2
 
Kelompok barang-barang yang sudah masuk telah sampai pada GATE-1 dan 
siap untuk dipindai/diinventarisasi (bisa manual dengan barcode atau RFID). 
Barang yang sudah dipindai akan dipisahkan kedalam 3 kelompok (langkah 
3,4,5)
 
3
 
Barang yang kualitasnya buruk dikembalikan ke supplier
  
4
 
Sisa barang  akan disimpan di gudang
 
5
 
Barang yang dibutuhkan untuk proses
 
produksi, dikirimkan ke lini produksi
6
 
Membuka kemasan
 
komponen
 
dan memasukkan komponen yang dibutuhkan 
ke dalam bak yang ditransfer ke lini produksi
 
7
 
Pekerja/operator melakukan proses produksi/perakitan
 
pada lini produksi
8
 
Produk akhir telah selesai dirakit dan masuk ke dalam proses pengecekan 
kualitas
9 Produk akhir telah dicek kualitasnya kemudian dikemas ulang kedalam kardus 
serta di data dalam komputer. Seluruh kardus-kardus barang yang sudah siap 
kirim selanjutnya disusun pada pallet.
Penjelasan Gambar 3-4.
Direktorat Pembinaan SMK56
Peminatan Kompetensi Teknik Tata Kelola Logistik
3.3.3. POTENSI LAPANGAN PEKERJAAN ALUMNI SMK BIDANG PELABUHAN 
DAN LOGISTIK
Dalam sub bagian ini akan ditampilkan contoh-contoh lapangan pekerjaan yang dapat 
dimasuki oleh-oleh siswa/siswa alumni SMK bidang logistik dan pelabuhan. 
1. WAREHOUSE ADMIN DAN LOGISTIC
Warehouse Admin dan Logistic merupakan bagian yang menangani administrasi pergudangan, 
yang berhubungan langsung dengan kepala gudang. Selain menangani administrasi 
pergudangan, pada bagian ini juga harus tanggap pada SDM di gudang. Seorang Warehouse 
Admin dan Logistic bertanggungjawab membuat dan melaporkan kegiatan di gudang dan 
aktivitas logistik serta membuat anggaran tahunan. Disamping itu juga harus memastikan 
kesesuaian data pada komputer dengan keadaan langsung stock barang pada gudang serta 
membuat memo internal yang berhubungan dengan pergudangan. 
Gambar 3.5 - Warehouse Admin dan Logistic 
(Ilustrasi, sumber gambar: http://sungistix.com)
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Gambar 3.7. Dispatcher (Ilustrasi, sumber gambar: http://jatengpos.co.id) 
2. PORT DISPATCHER (Operator Peti Kemas Pelabuhan)
Dispatcher merupakan bagian yang 
menangani kelancaran proses produksi 
bongkar muat peti kemas melalui 
penentuan assignment/deassignment 
alat yang dibutuhkan guna mendukung 
terselenggaranya proses operasi dan 
control system operasional berdasarkan 
target yang telah ditentukan.
Tugas keseharian seorang dispatcher 
adalah:
1. Mengatur jadwal operator dan alokasi 
alat 
2. Mengkoordinasikan permintaan alat 
dari user dan memastikan kelancaran 
operasional
3. Memastikan pemeriksaan alat harian 
dilakukan dan jadwal service berkala 
tepat waktu
4. Melaporkan kerusakan alat, insiden 
dan pelanggaran kepada tim terkait
5. Melakukan evaluasi kinerja operator 
dan memberi arahan untuk per-
baikan
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Gambar 3.8 - Ilustrasi gambar Terminal operation control officer
(htt//:pwww.ilcs.co.id )
3. TERMINAL OPERATION CONTROL OFFICER
Terminal operation control officer merupakan bagian yang memastikan kesesuaian input data di 
sistem dengan data aktual melalui monitoring dan verifikasi kegiatan bongkar muat 
receiving/delivery guna mendukung terselanggaranya proses operasi dan kontrol sistem 
operasional berdasarkan ketentuan dan target yang telah di tetapkan.
Tugas  keseharian seorang terminal operation control officer adalah:
1. Mengelola arus peti kemas di terminal dengan rencana penempatan yang tepat sehingga 
diperoleh efisiensi proses bongkar-muat,
2. Membuat jadwal rencana loading/unloading dan yard transfer dengan mengacu kepada 
informasi yang dikirimkan oleh shipping companies yang memuat posisi kontainer pada kapal 
yang akan berlabuh,
3. Mengolah informasi pengiriman kontainer menuju terminal yang dikirimkan oleh 
transportation companies,
4. Memberikan informasi kepada shipping companies dan trucking companies mengenai lokasi 
penempatan kontainer.
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Gambar 3.9. Ilustrasi Operator Crane 
4. OPERATOR CRANE
Operator Crane merupakan bagian yang bertugas untuk mengoperasikan jenis dan kapasitas 
crane sesuai dengan SIO yang dimiliki (Kelas A/B/C).
Tugas keseharian seorang Operator Crane adalah:
1. Melakukan perencanaan operasi pengangkatan, menseleksi, mengawasi dan memilih 
penggunaan crane dan alat bantu angkat yang sesuai untuk dipergunakan
2. Melakukan pemeriksaan dan pengamatan terhadap kemampuan kerja crane serta merawat 
kondisinya termasuk juga alat-alat piranti keselamatannya dan alat perlengkapan lainnya 
yang berkaitan dengan bekerjanya crane tersebut
3. Operator crane harus mengisi buku pemeriksaaan harian dan buku pengoperasian harian 
selama crane beroperasi
4. Apabila ditemukan piranti keselamatan atau perlengkapannya tidak berfungsi dengan baik 
atau rusak, operator harus segera menghentikan crane-nya dan segera melapor kan pada 
atasannya
5. Operator crane bertanggungjawab penuh terhadap crane yang dioperasikannya
6. Melaporkan kepada atasan jika terjadi kerusakan atau gangguan-gangguan lain pada crane 
dan alat-alat perlengkapannya
7. Melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat dan dokumen-dokumen relevan lainnya 
8. Mencegah penggunaan crane dan peralatannya dari pihak yang tidak berwenang 
9. Memperhatikan keselamatan personel lainnya yang berada di sekitar pengangkatan dan juga  
personel lainnya yang tidak terlibat secara langsung dari operasi pengangkatan
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5. OPERATOR FORKLIFT
Operator Forklift merupakan bagian yang bertugas untuk  mengoperasikan Forklift dengan 
benar dan aman. Melaksanakan pemeliharaan harian sesuai dengan petunjuk pemeliharaan dan 
membuat laporan.
Tugas keseharian operator forklift adalah:
1. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama pemeliharaan dan pengoperasian 
Forklift yang antara lain memakai pelindung diri (APD) sesuai dengan standar K3, 
memeriksa perlengkapan K3, Menggunakan perlengkapan K3, 
2. Melaksanakan pemeliharaan harian Forklift sebelum engine dihidupkan sesuai dengan 
petunjuk pemeliharaan yang antara lain melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian 
Forklift dengan prosedur yang aman, melakukan pemeriksaan keliling, memeriksa pelumas, 
bahan bakar, air pendingin dan batere (Accu),
3. Melaksanakan pemeliharaan harian Forklift saat dan sesudah engine dihidupkan sesuai 
dengan petunjuk pemeliharaan antara lain adalah menghidupkan engine sesuai prosedur, 
melakukan pemeliharaan setelah engine dihidupkan, melakukan pemeriksaan kemampuan 
attachmen untuk mengangkat beban, melakukan pemeliharaan selama pengoperasian, 
melakukan pemeriksaan setelah selesai pengoperasian,
4. Melaksanakan pengoperasian Forklift sesuai sengan aplikasi dan teknik operasi yang benar 
dan aman sesuai sengan petunjuk operasi antara lain melaksanakan persiapan operasi, 
mengangkat beban dengan Fork, mengangkut beban menuju tempat meletakkan barang, 
menurunkan beban ketempat yang ditentukan, 
5. Membuat laporan harian Operasi dan K3 antara lain membuat laporan harian operasi, 
mengisi laporan harian K3, dan menyampaikan laporan harian kepada atasan langsung.
Gambar 3.10 - Operator Forklift (Ilustrasi, sumber gambar: http://bisnisnews.id/
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6. OPERATOR EXCAVATOR DI PELABUHAN
Operator Excavator merupakan bagian yang bertugas untuk  mengoperasikan excavator dengan 
benar dan aman melaksanakan pemeliharaan harian sesuai petunjuk pemeliharaan dan 
membuat laporan operasi.
Tugas keseharian operator excavator
1. Menerapkan Keselamatan dan kesehatan kerja selama pemeliharaan dan pengoperasian 
excavator yang antara lain adalah memakai alat pelindung diri (APD), Memeriksa 
perlengkapan keselamatan kerja, menggunakan perlengkapan keselamatan kerja, serta 
melaksanakan pemeliharaan dan pengoperasian excavator dengan prosedur yang aman,
2. Melaksanakan Pemeliharaan Harian excavator sesuai petunjuk pemeliharaan yang antara 
lain adalah melakukan pemeriksaan keliling (Walk around inspection), memeriksa pelumas 
bahan bakar, air pendingin dan baterai (accu). Menghidupkan engine sesuai prosedur, 
melakukan pemeliharaan setelah engine dihidupkan (start), Melakukan pemeliharaan 
selama pengoperasian, serta melakukan pemeliharaan setelah selesai pengoperasian,
3. Melaksanakan pengoperasian excavator sesuai dengan aplikasi dan teknik operasi yang 
benar untuk jenis pekerjaan konstruksi tertentu dengan waktu maksimal 150% dari waktu 
standar dengan uraian melaksanakan persiapan operasi, menggali material dengan waktu 
siklus maksimal 150% dari waktu standar, Membuat parit dengan waktu siklus maksimal 
150% dari waktu standart. Memuat material kedalam dump truck dengan waktu 150% 
dari waktu standar,
Gambar 3.11- Operator Excavator (Ilustrasi, sumber gambar: https://id.wikipedia.org)
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4. Melaksanakan pengoperasian excavator sesuai dengan aplikasi dan teknik operasi yang benar 
untuk jenis pekerjaan konstruksi tertentu dengan waktu siklus maksimal 120% dari waktu 
siklus standar dengan uraian melaksanakan persiapan operasi, menggali material dengan 
waktu siklus maksimal 120% dari waktu siklus standar, membuat parit dengan waktu siklus 
maksimal 120% dari waktu siklus standar, membuat saluran dengan profil tertentu dengan 
waktu siklus maksimal 120% dari waktu siklus standar, membuat siope pada saluran tanggul 
dan tebing sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, melaksanakan pekerjaan normalisasi 
saluran, memuat material kedalam dump truck dengan waktu siklus maksimal 120% dari 
waktu siklus standar, mengoperasikan excavator dimedan lunak,
5. Membuat laporan operasi yang antara lain adalah membuat laporan harian, membuat 
laporan K3 dan menyampaikan laporan kepada atasan langsung.
Gambar 3.11- Operator Excavator (Ilustrasi, sumber gambar: http://www.agrison.com)
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7. MEKANIK FORKLIFT
Mekanik Forklift merupakan bagian yang bertugas untuk  memperbaiki Forklift apabila terjadi 
kerusakan.
Tugas keseharian mekanik forklift
1. Memperbaiki forklift yang rusak
2. Cek unit forklift jika ada masalah pada mesin 
3. Bisa membaca wiring diagram dan part catalog
4. Membuat laporan dan analisa ke atasan
Gambar 3.12 - Mekanik Forklift (Ilustrasi, sumber gambar:
 http://serviceforkliftcibitungjakarta.blogspot.co.id/)  
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Gambar 3.14- Operator Excavator (Ilustrasi, sumber gambar: https://i.ytimg.com)
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4.1. KONVERSI JURUSAN BISNIS MANAJEMEN DAN KONSEKUENSINYA
elah dijelaskan di atas bahwa peng-Tuatan Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Untuk Pe-
labuhan sangat dibutuhkan untuk me-
ndukung program pemerintah tol laut dan 
membawa Indonesia sebagai poros maritim 
dunia. Akan tetapi dalam rangka melak-
sanakan program tersebut akan terdapat 
beberapa konsekuensi yang harus diper-
hatikan seperti masalah pengadaan guru 
(SDM: sumber daya manusia), sarana 
prasarana, prosedur operasi standar, prosedur 
transisi dan lain sebagainya. Apabila dirunut 
lebih jauh lagi maka seluruh konsekuensi-
konsekuensi tersebut bermuara pada masalah 
yang sama, yaitu pembiayaan. 
 Dalam hal ini ada beberapa konse-
kuensi pembiayaan yang muncul. Semua itu 
harus diantisipasi dengan baik dan diper-
siapkan pengelolaanya. Sebelum mem-
utuskan untuk konversi, pihak SMK harus 
sudah menyiapkan pemetaan mengenai 
jumlah siswa yang ditargetkan dikaitkan 
dengan aset dan modal yang dimiliki oleh 
sekolah. Dari target jumlah siswa, sekolah 
harus memetakan mana yang akan menjadi 
konsekuensi pendapatan operasional, mana 
investasi (hibah) dan mana yang diklasi-
fikasikan dalam funding (pinjaman). 
 Begitu juga dari sisi pengeluaran, akan 
ada konsekeunsi-konsekuensi yang harus 
diantisipasi seperti beban operasional dan 
pengeluaran lain seperti pengadaan labo-
ratorium standar, pengadaan materi bahan ajar 
dan investasi pelatihan sumber daya manusia. 
 Sekolah juga harus memperhi-
tungkan adanya kemungkinan siswa yang 
ingin pindah jurusan ke program keahlian 
yang baru disamping siswa baru yang 
ditargetkan. Apabila sudah ditemukan 
kemungkinan jumlah siswa yang akan 
mengambil Kompetensi Keahlian Teknik Tata 
Kelola Logistik maka selanjutnya dihitung 
berapa biaya operasional per siswa. Dari sinilah 
nanti akan diperoleh berapa nilai pemasukan 
yang harus diperoleh baik dari pendapatan 
operasional (SPP siswa atau jika tidak ada SPP 
maka menggunakan dana BOS=Biaya 
Operasional Sekolah), pen-dapatan investasi 
(misalnya hibah dari pihak manapun) dan 
pendapatan yang berupa funding (misalnya 
pinjaman dari bank atau pihak-pihak lain). 
Semua hal terkait pem-biayaan ini harus 
disimulasikan secara jelas dan dimasukkan ke 
dalam proposal studi kelayakan perubahan 
program keahlian atau pengadaan bidang 
keahlian baru lKompetensi Keahlian Teknik 
Tata Kelola Logistik (lihat Gambar 3 1  
Mekanisme Usulan Konversi SMK Bidang 
Kehlian Bisnis dan Mana-jemen). Pihak 
Direktorat Pembinaan SMK harus membuat 
standar baku pembiayaan dalam rangka 
memberikan panduan kepada sekolah-
sekolah.
 Dalam mengupayakan usaha-usaha 
konversi atau Kompetensi Keahlian Teknik 
Tata Kelola Logistik yang realistis, maka 
langkah pertama di tahun-tahun awal saat ada 
keinginan untuk berubah maka langkah 
pertama yang harus dilakukan adalah 
menyiapkan kurikulum dan kemudian 
mensosialisasikan konsen-trasi keahlian baru 
bidang logistik dan pelabuhan dahulu untuk 
para siswa kelas X (sambil melengkapi standar 
minimum jurusan logistik dan pelabuhan). 
Sehingga pada saat semua persyaratan telah 
dipenuhi dan sekolah dinyatakan layak untuk 
masuk masa transisi maka peserta didik yang 
tadinya di kelas X dan berminat untuk lanjut di 
jurusan logistik-pelabuhan sudah berada di 
kelas XI dan siap untuk mengikuti konsentrasi 
keahlian yang baru.
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 4.2.1. SIMULASI PEMBIAYAAN PERIZINAN
ada tahapan ini, pihak sekolah perlu memepersiapakan dokumen proposal konversi Pperubahan jurusan yang telah di jelaskan pada Bab III dalam buku ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  36 Tahun  
2014 tentang Pedoman  Pendirian,  Perubahan,  Dan  Penutupan Satuan  Pendidikan  Dasar  
Dan  Menengah, pada pasal 4 dan 5 menjelaskan bahwa berkas dokumen perijinan harus 
meliputi data-data sebagai berikut:
Pasal 4:
1. Hasil studi kelayakan;
2. Isi  pendidikan;
3. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Sarana dan prasarana pendidikan;
5. Pembiayaan pendidikan;
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
7. Manajemen dan proses pendidikan.
 Lampiran Pasal 4:
 a. hasil studi  kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata 
ruang, geografis, dan ekologis;
 b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi 
prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
 c. data  mengenai  perimbangan antara  jumlah satuan pendidikan formal dengan 
penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;penduduk usia sekolah di wilayah tersebut; 
 d. data  mengenai  perkiraan  jarak satuan  pendidikan yang  diusulkan  di antara gugus 
satuan pendidikan formal sejenis;
 e. data  mengenai  kapasitas  daya  tampung  dan  lingkup jangkauan   satuan pendidikan 
formal sejenis yang ada;
 f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit 
untuk  1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
 
4.2. SIMULASI PEMBIAYAAN
imulasi Pembiyaan penguatan Kom-Spetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik khususnya Kepelabuhanan 
(Operasional Pelabuhan, Teknik Bongkar 
Muat, dan Bisnis Pelayaran) mengasumsikan 
bahwa SMK terkait telah memiliki lahan yang 
dianggap cukup dan memiliki telah memiliki 
Ruang Penunjang (RP) yang layak dalam 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Simu-
lasi pembiyaan ini terdiri dari tiga tahap, 
tahap pertama adalah  proses perijinan, 
dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu 
penyediaan Ruang Pembelajaran Khusus 
(RPK) berupa laboratorium terintegrasi yang 
mendukung praktik kepelabuhanan, dan 
tahap ketiga adalah, tahap pengadaan SDM, 
khususnya pengadaan atau upgrading guru 
ajar Kepelabuhanan.
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g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/ atau bangunan satuan pendidika harus 
dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan 
penyelenggara;
Pasal 5:
1. Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruannya;
2. Adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
3. Adanya potensi lapangan kerja;
4. Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
5. Adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/ dunia industri yang dibuktikan dengan 
dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/ industri.
ada proses penguatan Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Untuk PKepelabuhanan, tidak semua berkas dokumen harus dibuat baru, beberapa dokumen dapat menggunakan dokumen yang telah ada, seperti dokumen untuk memenuhi Pasal 
4 ayat (4), (5), (6), dan (7). Untuk memenuhi Pasal 4 ayat (2) dan (3) dapat menggunakan data 
pada buku ini yang telah dijelaskan pada Bab III. Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak 
sekolah dengan mengikuti panduan seperti yang dijelaskan pada bab VII dalam buku ini. Biaya 
yang dibutuhkan dalam membuat sebuah laporan analisa kelayakan sangat bervariasi tergantung 
pada tingkat kesulitan dan kondisi wilayah dari suatu sekolah. Hal ini dapat dilakukan baik 
dengan bantuan jasa konsultan atau pun dapat pula dilakukan oleh pihak sekolah sendiri. 
Beberapa sekolah dalam wilayah atau zona yang sama (misal dalam Kota/ kabupaten yang sama) 
dapat saling bekerja sama dalam membuat analisa kelayakan SMK kepelabuhanan di wilayah 
tersebut. Estimasi biaya analisa kelayakan dan ijin lainnya adalah Rp 5.000.000,- s/d Rp 
20.000.000,-
 Setelah berkas proposal perijinan disiapkan, tahap selanjutnya adalah menyerahkan 
berkas proposal tersebut kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Waktu 
yang diperlukan dalam pengurusan ijin ini dimulai dari penyerahan berkas proposal sampai 
keputusan ijin keluar adalah maksimal 3 (tiga) bulan. Biaya yang melekat pada proses 
penyerahan ijin ini adalah biaya SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Biaya ini sangat 
bervariasi tergantung pada jarak dan kondisi geografis masing-masing wilayah. Biaya ini 
memiliki sedikitnya 3 (tiga) item pembiayaan, yaitu uang harian, biaya transpor, dan 
penginapan. Uang harian bergantung pada lama hari yang dipakai selama proses penyerahan 
berkas proposal, sedangkan biaya transpor selain tergantung pada jarak juga tergantung pada 
waktu, yaitu dalam kota sampai 8 (delapan) jam, dalam kota melebihi 8 (delapan) jam, dan 
melewati batas kota. Untuk biaya penginapan dapat dibedakan apakah menginap di hotel atau di 
tempat lainnya. Jika di estimasi, biaya yang diperlukan pada proses penyerah berkas proposal ini 
adalah Rp 500.000,- s/d Rp 5.000.000,- dengan catatan biaya ini tidak mengikat dan mengikuti 
biaya riil yang dikeluarkan.
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Dengan denikian total estimasi biaya perizinan adalah Rp 5.500.000,- s/d Rp 25.000.000,- 
bergantung pada kondisi dari wilayah masing-masing sekolah.
4.2.2. SIMULASI PEMBIAYAAN RUANG PEMBELAJARAN KHUSUS (RPK)
 Pada tahapan ini, pihak sekolah perlu memepersiapakan Ruang Pembelajaran Khusus 
dalam hal ini adalah Laboratorium terintegrasi. Pada simulasi ini akan dibuat simulai pengadaan 
alat-alat laboratorium secara bertahap. Laboratorium jurusan kepela buhanan sangat erat -
kaitannya dengan laboratorium logistik, hal ini dikarenakan aktivitas utama yang terjadi di 
pelabuhan adalah aktivitas logistik. Sehingga laboratorium yang dibangun adalah laboratorium 
terintegrasi karena dapat digunakan baik oleh jurusan logistik maupun kepelabuhanan.
Peralatan utama yang diperlukan pada laboratorium terintegrasi ini adalah:
1. Perangkat Information Technology (Teknologi Informasi)
2. Material Handling (MH) System (Sistem Angkut Barang)
a. Sistem Konveyor
b. Sistem MH Bergerak Lainnya
3. Storage Media (Media Penyimpanan)
a) PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI (IT)
Perangkat IT digunakan untuk menyimpan, memonitor, dan menganalisa segala aktivitas 
praktikum yang dilakukan. Semakin tinggi spesifikasi perangkat IT yang digunakan akan 
membuat proses penyimpanan, monitoring, dan analisa dapat berjalan lebih cepat. Berikut 
merupakan spesifikasi minimal perangkat IT yang diperlukan dan estimasi biayanya. 
 1. Dua unit komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:
Ÿ Processor Core I3
Ÿ Memory 4 G
Ÿ Hardisk 500 GB
Ÿ Kartu Grafis 256 MB
Ÿ Monitor
Ÿ Microsoft Windows 7 original
Ÿ Microsoft Office 2010 original
Estimasi biaya untuk satu unit komputer dengan spesifikasi tersebut adalah Rp 8.000.000,-.
Sehingga untuk mendapatkan dua unit komputer diperlukan biaya sebesar Rp 16.000.000,-
1. Satu unit printer dengan estimasi harga Rp 2.500.000,-
2. Barcode reader, dengan alternatif sebagai berikut:
a. Alternatif 1; Dua unit barcode scanner dengan estimasi biaya satu unit barcode reader 
adalah Rp 2.000.000,- sehingga diperlukan biaya sebesar Rp 4.000.000,- untuk membeli 
dua unit perangkat ini.
b. Alternatif 2; Satu unit RFID (Radio Frequency IDentification) gate dan satu barcode 
scanner. Jika anggaran sekolah untuk pengadaan alat laboratorium cukup besar maka, 
dapat diperimbangkan untuk membeli satu unit RFID gate dengan estimasi harga sebesar 
Rp 20.000.000 dan satu unit barcode scanner seharga Rp 2.000.000,- sehingga total 
estimasi biaya adalah Rp 22.000.000,-
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3. Supporting software, yang terdiri dari:
 a. Simulation Software (original). Software simulasi yang digunakan pada laboratorium ini 
adalah Software Promodel Student Version. Estimasi biaya untuk software ini adalah $ 35 
atau kurang lebih setara dengan Rp 500.000,-. Software ini dapat dibeli melalui alamat 
https://www.promodel.com/industries/academic
 b. Barcode maker software. Software pembuat barcode dapat diunduh secara gratis atau dapat 
menggunakan Microsft Word untuk membuat barcode.
Dengan demikian total estimasi biaya untuk perangkat IT adalah sebagai berikut:
1. Alternatif 1 (tanpa RFID), total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp 23.000.000,-
2. Alternatif 2 (dengan RFID), total biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp 41.000.000,-
Gambar 4.1-  Perangkat IT pada Lab terintegrasi
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b) MATERIAL HANDLING SYSTEM (ALAT ANGKUT BARANG)
 Material Handling (MH) System merupakan sistem untuk memindahkan dan menyusun 
barang. Pengadaan MH pada laboratorium terintegrasi terdiri dari dua tipe MH, yaitu konveyor 
dan sistem MH lainnya.
1. Konveyor yang diperlukan pada laboratorium terintegrasi terdiri dari dua jenis, yaitu roller 
conveyor dan belt conveyor:
 a. Roller Conveyor, digunakan sebagai media docking barang dari sumber. Jenis roller 
conveyor yang digunakan adalah Garavity Roller Conveyor, dimana sistem konveyor ini 
adalah barang akan bergerak karena hukum grafitasi. Spesifikasi minimal roller conveyor 
adalah memiliki panjang 3 meter dan lebar 60 centimeter. Estimasi biaya untuk gravity 
roller conveyor adalah Rp 25.000.000,-
 b. Belt Conveyor, digunakan untuk memindahkan barang dengan tenaga penggerak motor 
listrik. Spesifikasi belt conveyor yang diperlukan adalah memiliki panjang 6 meter 
dengan lebar 60 centimeter. Esimasi biaya untuk belt conveyor adalah Rp 40.000.000,-
Total estimasi pengadaan sistem konveyor adalah sebesar Rp 65.000.000,-
Gambar 4.2 -  Material Handling System (a) Roller Conveyor (b) Belt Conveyor
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1. Sistem MH Lainnya
 Material handling yang diperlukan selain konveyor adalah Pallet Mover dan Stacker. 
Pengadaan alat ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah 
masing-masing. Berikut merupakan sistem MH lain yang diperlukan pada lab terintegrasi.
 a. Hand pallet, digunakan untuk memindahkan barang yang disimpan pada sebuah pallet. 
Alat ini diperlukan minimal satu unit. Fungsi hand pallet hanya dapat memindahkan 
pallet namun tidak dapat melakukan penyusunan pallet secara bertingkat. Estimasi 
harga untuk hand pallet adalah Rp 3.500.000,-
 b. Stacker dan Pallet Mover, untuk pengadaan alat ini terdiri dari tiga alternatif, yang mana 
sekolah dapat memilih minimal salah satu alternatif sesuai dengan kemampuan sekolah 
masing-masing.
  1) Alternatif 1, pengadaan hand stacker. Alat ini dapat digunakan untuk pallet mover 
dan stacker secara manual. Estimasi alat ini adalah Rp 8.000.000,- dengan 
spesifikasi daya angkut 1 Ton dan panjang 1,6 Meter.
  2) Alternatif 2, pengadaan electric hand stacker. Alat ini berfungsi sama dengan hand 
stacker, namun tenaga yang digunakan adalah manual dan elektrik. Tenaga 
manual digunakan untuk pallet mover sedangkan tenaga elektrik digunakan saat 
melakukan stacing pallet. Estimasi biaya untuk alat ini adalah Rp 26.000.000,- 
dengan spesifikasi daya angkut 1 Ton dan panjang 1,6 Meter.
  3) Alternatif 3, pengadaan forklift. Alat ini merupakan alat yang paling mahal 
dibanding alat MH lainnya. Namun alat ini sangat umum digunakan di 
perusahaan-perusahaan logistik dan pelabuhan, khususnya area pergudangan. 
Estimasi biaya pengadaan forklift adalah sebesar Rp. 300.000.000,-
Total estimasi pengadaan sistem material handling lainnya adalah sebagai berikut:
Ÿ  Total estimasi biaya untuk alternatif 1 adalah sebesar Rp 11.500.000,-
Ÿ  Total estimasi biaya untuk alternatif 2 adalah sebesar Rp 29.500.000,-
Ÿ  Total estimasi biaya untuk alternatif 3 adalah sebesar Rp 303.500.000,-
Gambar 4.3 Material Handling System Lainnya (a) Hand pallet 
(b) Hand Stacker (c) Electric Hand Stacker (d) Forklift
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Total Estimasi biaya untuk pengadaan Material Handling System (Alat Angkut Barang) pada 
laboratorium terintegrasi dapat disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. 
Berikut merupakan alternatif estimasi pengadaan material handling system:
Ÿ  Total estimasi biaya jika alternatif 1 yang diambil adalah sebesar Rp 76.500.000,-
Ÿ  Total estimasi biaya jika alternatif 2 yang diambil adalah sebesar Rp 94.500.000,-
Ÿ  Total estimasi biaya jika alternatif 3 yang diambil adalah sebesar Rp 368.500.000,-
c) STORAGE MEDIA (MEDIA PENYIMPANAN)
Media penyimpanan yang diperlukan pada lab terintegrasi terdisi dari dua media, yaitu pallet 
dan rak. Pallet yang diperlukan minimal pallet kayu berjumlah 8 palet, estimasi harga pallet kayu 
per unit adalah Rp 100.000,- sehingga estimasi biaya untuk 8 (delapan) unit pallet adalah 
sebesar Rp 800.000,-.
Rak yang diperlukan pada laboratorium terintegrasi minimal light duty dengan 4 sekat. Estimasi 
biaya untuk pengadaan rak adalah Rp 3.000.000,-. Sehingga total estimasi pengadaan media 
penyimpanan adalah sebesar Rp 3.800.000,-
Total pembiayaan untuk pengadaan Ruang Pembelajaran Khusus (RPK) berupa laboratorium 
terintegrasi yang terdiri dari pangadaan; Perangkat Information Technology (Teknologi 
Informasi), Material Handling (MH) System (Sistem Angkut Barang), dan Storage Media 
(Media Penyimpanan) adalah sebagai berikut:
Total Estimasi Pengadaan Laboratorium Terintegrasi = Total Estimasi Biaya Perangkat 
IT + Total Estimasi Material Handling System + Total Estimasi Storage Media
Gambar 4.4 Media penyimpanan (a) Pallet dan (b) Rak
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Biaya pengadaan ini terdiri dari tiga alternatif yang dapat disesuaikan dengan kemampuan 
sekolah masing-masing. Tabel 4.5 menunjukkan  estimasi biaya untuk setiap alternatif
4.2.1. SIMULASI PEMBIAYAAN PENGADAAN DAN UPGRADING SDM
 Simulasi pembiayaan pengadaan SDM dilakukan berdasarkan strategi pengadaan guru 
jangka pendek dan jangka panjang, seperti yang akan dijelaskan pada Bab V Strategi Pengadaan 
Guru.
Pada strategi jangka pendek pengadaan guru dilakukan dengan sinergi sekolah dengan 
perseorangan, instansi, maupun lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang kepelabuhan. 
Pembiyaan dengan strategi ini (jangka pendek) dilakukan dengan pemberian honorarium yang 
besarnya ialah Rp 10.000,- s/d Rp 17.000,- per jam yang mana disesuaikan dengan kebijakan 
pemerintah daerah setempat sesuai dengan peraturan tentang otonomi daerah.
 Strategi yang kedua adalah strategi jangka panjang dimana dilakukan upgrading dan atau 
rekrutmen guru dengan keahlian kepelabuhanan. Pembiayaan strategi jangka panjang ini 
dimasukan ke struktur keuangan pemerintah pusat terkait pendirian fakultas kejuruan di 
Perguruan Tinggi dan struktur keuangan pemerintah daerah yang berhubungan kebutuhan 
formasi tenaga pengajar di daerah tersebut.
4.3. POTENSI-POTENSI SUMBER PEMBIAYAAN
 Dalam pengembangan institusi tidak dapat dipungkiri bahwa dana adalah pemegang faktor 
kunci. Seringkali pengembangan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana dan 
prasarana merupakan turunan langsung dari ketersediaan dana. Berangkat dari faktor inilah sub 
bab ini dikembangkan. 
Tabel 4.5 -Beberapa Alternatif Estimasi Pengadaan Alat Laboratorium
No ITEM ALTERNATIF 
1 Perangkat IT 
Alternatif 1 Alternatif 2  
Rp23,000,000 Rp41,000,000  
2
Material Handling 
System
 
Alternatif
 
1
 
Alternatif 2
 
Alternatif 3
 
Rp76,500,000
 
Rp94,500,000
 
Rp368,500,000
 
3 Storage Media
 Alternatif 1
 
Rp. 3,800,000
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 Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekolah tidak bisa hanya menggantungkan diri pada 
alokasi dana dari pemerintah saja. Dana dari pusat seyogyanya hanya menjadi stimulan untuk 
melentingkan potensi-potensi sekolah sehingga bisa lebih mandiri dan beroperasi secara 
berkelanjutan. 
 Dana pengelolaan sekolah tidak akan dapat dikelola jika sumbernya tidak jelas, oleh karena 
itu untuk dapat menyusun suatu rencana kerja dan memperoleh hasil kerja yang bermutu tentu 
saja sumber-sumber dana harus jelas, sehingga dapat dilakukan prediksi untuk menentukan 
target dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk itu diperlukan strategi mencari sumber dana 
program sekolah, strategi yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan, antara lain :
1.  Mengadakan ekstra kurikuler yang berkualitas, contohnya: Lomba Karya Ilmiah untuk 
memperoleh sponsorship untuk pendanaan sekolah,
2.  Menyelenggarakan kursus luar sekolah misalnya menyelenggarakan kursus komputer, 
kursus Bahasa Inggris, kursus akuntansi; pesertanya bukan hanya sendiri juga masyarakat 
yang ditarik Iuran,
3.  Membuat koperasi sekolah yang modalnya berasal dari siswa, guru dan pemerintah dan 
dikelola secara profesional. Koperasi yang dibentuk disekolah merupakan suatu unit usaha 
yang diharapkan akan berdampak positif baik ditinjau dari segi bisnis, karena menurut salah 
seorang pengurus koperasi guru dan koperasi siswa sebenarnya kalau koperasi diurus secara 
baik dan dioptimalkan akan mampu memberikan sumbangan sebagai contoh 
dikemukakan bahwa anak-anak yang titip barang saja sudah mampu membiayai 
sekolahnya, hanya sampai sekarang belum terfikirkan kalau koperasi bisa menunjang dana 
KBM. Koperasi disisi lain akan dapat dijadikan tempat latihan siswa memperoleh 
keterampilan dikaitkan dengan kurikulum berbasis kompetensi. Koperasi sekolah akan 
memberi dampak positif kepada orang tua, seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang koperasi No 25 tahun 1992 bab V pasal 7 ayat 1, siswa sebagai pemilik modal akan 
mendapat pelayanan belajar dengan baik melalui sisa hasil usaha dari koperasi,
4.  Pada saat ini mencari dana tambahan untuk meningkatkan KBM melalui koperasi, adalah 
hal yang paling mungkin mengingat hampir tiap sekolah mempunyai koperasi,tetapi belum 
dimanfaatkan secara maksimal.
5.  Sebelum penerimaan siswa, orang tua siswa diwawancarai tentang kesediaan memberi 
sumbangan sesuai kemampuan masing-masing.
 Strategi ini dilakukan dengan asumsi bahwa pada sekolah negeri atau sekolah yang menjadi 
tanggung jawab peemerintah, secara jelas dan nyata tidak memperoleh anggaran yang cukup 
untuk mengelola sekolah. Jika hanya dana yang bersumber dari pemerintah tersebut digunakan 
untuk mengelola sekolah, maka tidak akan dapat ditentukan target perolehan mutu dalam 
pembelajaran maupun manajemen sekolah. 
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Demikian juga halnya pada sekolah-sekolah swasta, jika yayasan atau organisasi yang 
bertanggung jawab terhadap sekolah, tidak menyediakan dana yang cukup untuk mengelola 
pembelajaran, maka hal yang sama dengan sekolah negeri akan terjadi. Oleh karena itu sebagai 
solusinya, kepala sekolah bersama unsur sekolah lainnya harus berusaha untuk memperoleh 
dana dari sumber-sumber lainnya, antara lain seperti yang dikemukakan tersebut diatas.
Gambar 4.6 Ilustrasi Event Telkomsel di Sekolah (http://4.bp.blogspot.com)
Gambar 4.6 Ilustrasi Rapat Orang Tua Murid dengan Pihak Sekolah(http://4.bp.blogspot.com)
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BAB V
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Gambar  1.1 -  Kebijakan Kelautan Nasional
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Gambar  1.1 -  Kebijakan Kelautan Nasional
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ecara umum, program pemerintah dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, Smenggambarkan kondisi guru yang tidak merata khususnya guru produktif SMK. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 
bertujuan menyiapkan lulusan peserta didik agar dapat bekerja secara mandiri sesuai dengan 
bidang dan program keahlian yang dimiliki, perlu ditunjang tenaga guru yang cukup. 
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan kebijakan serta tujuan dari pendidikan 
kejuruan (SMK), dibutuhkan suatu upaya dalam mengimbangi kesiapan berbagai aspek dalam 
penyelenggaraan pendidikan khususnya pada tingkat sekolah menengah kejuruan. Salah satu 
upaya yang sangat berpengaruh dalam memberikan kontribusi adalah pemenuhan kebutuhan 
guru produktif SMK, dan pemenuhan kebutuhan guru produktif SMK di jurusan kepelabuhan 
merupakan suatu yang penting dalam menjawab tantangan dari fokus pemerintah yang hendak 
mewujudkan tol laut dan membawa Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menjadi guru di era global pasti tidaklah mudah. Ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi 
agar bisa berkembang menjadi guru yang profesional. Secara akademik, agar seorang guru 
menjadi profesional, maka dia harus memiliki beberapa ciri atau karakteristik. Ciri-ciri atau 
karakteristik tersebut menurut Houle (1980) adalah sebagai berikut: (1) harus memiliki 
landasan pengetahuan yang kuat, (2) harus berdasarkan atas kompetensi individual, (3) 
memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (4) Ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar 
sejawat, 
5. STRATEGI PENGADAAN GURU
Gambar 5.1 - Guru Mengajar Di Kelas (Ilustrasi http://menara62.com)
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(5) adanya kesadaran profesional yang tinggi, (6) memiliki prinsip-prinsip etik (kode etik), (7) 
memiliki sistem sangsi profesi, (8) adanya militansi individual, dan (9) memiliki organisasi 
profesi.
 Undang-undang Guru dan Dosen (UU No. 14 Tahun 2005), jelas undang-undang itu 
mensyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Pasal 8 UU No. 14 
Tahun 2005 menyebutkan: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 
pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan nasional.”
Permasalahan utama yang dihadapi ketika akan membuka jurusan baru di pendidikan kejuruan 
(SMK), seperti Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Untuk Pelabuhan, adalah 
belum tersedianya sumber daya yang akan menjadi tenaga pendidik (guru) yang profesional, 
yaitu memiliki kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi. Hal ini dikarenakan belum adanya 
perekrutan calon guru untuk jurusan kepelabuhan dilingkup pendidikan tinggi.
 Untuk mengatasi permasalahan tenaga pendidik (guru) untuk jurusan kepelabuhan 
tersebut, maka diperlukan strategi jangka pendek dan strategi jangka panjang yang bertujuan 
untuk pemenuhan kebutuhan guru. Strategi jangka panjang adalah dengan cara bersinergi 
dengan pendidikan tinggi (Dikti) untuk membuka juruan pendidikan kepelabuhan di tingkat 
universitas. Sedangkan strategi jangka pendek yaitu dengan melakukan kemitraan (partnership) 
dengan perseorangan, instansi, maupun lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang 
kepelabuhan. Strategi jangka pendek diperlukan terutama sambil menunggu kesiapan dan 
kematangan dari strategi jangka panjang.
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Gambar 5.2 - Strategi Pengadaan Guru Kompetensi Keahlian Teknik 
Tata Kelola Logistik Untuk Pelabuhan
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5.1. STRATEGI JANGKA PENDEK
 Beberapa model kemitraan (partnership), dengan kesadaran dan keyakinan dari berbagai 
pihak bahwa kemitraan akan membawa dampak yang saling menguntungkan, berupa kerjasama 
dengan perguruan tinggi dan perusahaan pelabuhan/pelayaran setempat baik pengadaan guru 
maupun penggunaan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar.  Untuk mengatasi kurangnya 
tenaga pendidik (guru), dalam jangka pendek kemitraan tersebut umumnya lebih berorientasi 
pada work based learning, misalnya vocational laboratory simulation, apprenticesship, internship, 
school-based enterprise, co-operatif education, job shadowing, dan lainnya (Horne, 2013). 
 rapkanVocational Laboratory Simulation diha  akan memberikan pengalaman dan gambaran 
kepada siswa terhadap pekerjaan yang dilakukan kelak di industri, tentunya juga diselaraskan 
dengan pekerjaan di industri kepelabuhan. Oleh karenanya, pengetahuan dan pengalaman 
terhadap fasilitas sarana dan prasarana produksi yang digunakan, pengetahuan bagaimana 
seorang pekerja melakukan tugasnya, gambaran unjuk kerja dan kedisiplinan, maupun aspek 
penyelesaian permasalahan di kepelabuhan, harus diketahui oleh siswa. Kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh murid misalnya kunjungan industri kepelabuhan, field trip, atau dapat juga 
bahan-bahan yang dapat diunduh melalui media internet. Setelah melaksanakan program ini, 
hal yang perlu dilakukan oleh SMK adalah menyediakan dan melakukan layout sarana dan 
prasarana sesuai dengan kondisi riil di industri kepelabuhan. Proses pembelajaran juga harus 
meniru industri kepelabuhan, misalnya kedisiplinan, etos kerja, dan sebagainya. Pertimbangan 
yang perlu dipikirkan dengan model ini adalah kecukupan waktu pengelolaan kelas, kecukupan 
ruang untuk menampilkan kegiatan pekerjaan, tersedianya alat, bahan, dan material 
pembelajaran, dosen yang profesional, dan lainnya. Lebih baik lagi jika model ini dilaksanakan 
dari beberapa bidang ilmu dalam jurusan kepelabuhan, baik dalam hal pekerjaannya maupun 
dosennya sebagai team teaching. 
Gambar 5.3. Strategi Jangka Pendek Pengadaan Guru 
Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik Untuk Pelabuhan
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Apprenticeship dapat juga diartikan dengan magang. Model pembelajaran ini mengintegrasikan 
antara pembelajaran di kelas dan di tempat kerja. Model pembelajaran ini dilaksanakan melalui 
pendidikan sistem ganda yang dilakukan oleh dua institusi pasangan, misalnya sekolah dengan 
industri kepelabuhan, atau secara individual sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Untuk 
kegiatan pembelajaran klasikal, diselenggarakan dengan mengintegrasikan kegiatan pendidikan 
teori di sekolah, dengan pendidikan praktek di industri kepelabuhan. Sebagai contoh adalah 
Praktik Kerja Industri (Prakerin), Praktik Kerja Lapangan (PKL) ataupun Praktik Industri (PI). 
Model Apprenticeship dilaksanakan dengan waktu bekerja secara penuh di bawah pengawasan 
industry kepelabuhan. Untuk mencapai hasil optimal sesuai harapan, maka penyelenggara 
pendidikan, dalam hal ini SMK dengan Kompetensi Keahlian Teknik Tata Kelola Logistik 
Untuk Pelabuhan, harus memilih dan memahami karakteristik tempat magang tersebut. Hal ini 
dikarenakan, peserta magang harus mengikuti pola pekerjaan yang ada di industri kepelabuhan. 
Besarnya jumlah peserta magang dan lama waktu perlu didiskusikan. Hal ini perlu agar industri 
kepelabuhan dapat melakukan pengajaran dan pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. Waktu 
juga perlu disusun secara baik, agar efektif dan tidak membebani industri kepelabuhan. Kondisi 
Prakerin/ PKL/ PI saat ini dilaksanakan terlalu singkat, dan kurang memberikan tambahan 
keahlian yang dibutuhkan. 
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Gambar 5.3 - Pendidikan Sitem Ganda
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Internship dapat juga diartikan sebagai magang. Model ini merupakan pembelajaran yang 
dilakukan dengan cara mengirimkan siswa untuk beberapa minggu atau bulan dengan 
pekerjaan kepelabuhan. Berbeda dengan apprenticheship yang memperoleh pekerjaan sesuai 
dengan kebutuhan industri kepelabuhan. Internship biasanya dilakukan oleh siswa ketika sudah 
mendekati akhir dari program akademik. Kegiatan ini memiliki keuntungan bagi siswa untuk 
mengetahui secara langsung dunia kerja di kepelabuhan sehingga mampu untuk 
mengembangkan keahliannya. Selain itu, internship dapat dilaksanakan secara penuh waktu 
maupun paruh waktu. Dikarenakan internship ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, 
maka diperlukan beberapa hal: (a) Siswa harus mempelajari industri kepelabuhan yang akan 
dituju secara cermat lingkup pekerjaan secara umum dan spesifik, (b) Siswa menuliskan 
rancangan tujuan dan harapan terhadap industri kepelabuhan untuk meningkatkan 
keterampilannya, (c) Guru harus menekankan penerapan praktis dari konsep dan keahlian yang 
telah diajarkan di SMK, (d) Siswa mempelajari keterampilan sesuai dengan pekerjaan aktual 
dengan mengikuti berbagai pekerjaan yang mendukung, dan (d) Siswa bekerja secara optimal 
dalam rangka meraih tujuan pelatihan.
Gambar 5.4 - Sistem Belajar Mengajar (Ilustrasi http//:upload.wikimedia.org)
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School Based Enterprise merupakan pembelajaran bagi siswa, di bawah pengawasan guru untuk 
mengorganisasikan suatu usaha layanan di bidang kepelabuhan di dalam sekolah. Model 
pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan seperti teaching factory, maupun pembukaan unit 
produksi. Dengan model ini siswa dapat menjalankan mini bisnis, dimana siswa dapat 
mengaplikasikan kemampuan akademik dan kejuruan yang diperoleh. School Based Enterprise 
akan memberikan latihan kepada siswa berupa komunikasi, keahlian interpersonal, 
kemampuan menyelesaikan masalah dan bagaimana bekerja yang seharusnya. School Based 
Enterprise dapat digunakan sebagai jembatan penghubung yang mengintegrasikan kemampuan 
akademik maupun kemampuan kejuruan. Melalui integrasi ini akan saling memberikan 
penguatan, bisa saja ke-mampuan kejuruan akan meningkatkan kemampuan akademik, 
maupun sebaliknya.
Strategi Pengadaan Guru
Gambar 5.5 - Gudang modern, distribusi dilengkapi dengan banyak teknologi.
( https://www.logistik-heute.deindustrietechnik)
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 Cooperatif Education merupakan pembelajaran yang menghubungkan kegiatan di 
sekolah dengan dunia kerja/ industri kepelabuhan yang sesungguhnya. Siswa akan 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan di tempat kerja, tetapi tetap melaksanakan instruksi 
pembelajaran di sekolah. Dengan program ini diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman 
secara baik di dunia usaha dan industri kepelabuhan secara langsung. Agar tujuan Co-op 
berhasil, maka tidak semua siswa dapat mengikuti program ini, misalnya dilakukan seleksi 
berupa jumlah mata pelajaran yang sudah ditempuh, nilai minimal untuk kemampuan 
hardskill, sedangkan softskill bisa dilakukan wawancara, psiko test, maupun daftar riwayat 
hidup. Untuk mencapai hasil yang optimal, sekaligus tidak memberikan beban kepada industri 
kepelabuhan, maka pelaksanaan kegiatan diusahakan cukup waktunya (misalnya minimal 4 
bulan). Oleh karenanya mahasiswa harus mengatur waktu studi di sekolah, jika perlu 
melakukan ijin sekolah, atau pada saat libur antar semester jika memungkinkan.
Gambar 5.6 - Praktek Kerja Industri (Ilustrasi http//:news.kkp.go.id)
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 Job shadowing merupakan pembelajaran di dunia kerja yang memberikan pengalaman 
siswa ikut bersama karyawan (di tempat kerja) pada waktu hari-hari kerja (activities), sehingga 
mendapatkan banyak informasi dari berbagai pekerjaan di pelabuhan. Pemilihan Kompetensi 
keahlian harus disusun oleh siswa, harus loyal, dan mendalami pekerjaan sebaik mungkin. 
Model ini merupakan pendidikan berbasis kompetensi yang masih tetap terkait kurikulum di 
sekolah. Perbedaan khususnya adalah siswa dapat dimungkinkan memperoleh imbalan atau 
gaji.
5.2. STRATEGI JANGKA PANJANG
 Untuk mendapatkan lulusan SMK jurusan kepelabuhan yang berkualitas, disamping 
meneruskan strategi jangka pendek yaitu program kemitraan (partnership), penting juga 
dibangun sistem dari dalam yang kuat dan kompeten. Salah satunya adalah bersinergi dengan 
pendidikan tinggi (Dikti) untuk penyediaan tenaga pengajar (guru) tetap. Bersinergi dari hulu ke 
hilir, mulai dari pembukaan jurusan kepelabuhan fakultas keguruan di universitas-universitas 
yang berada di bawah naungan Dikti, penyusunan kurikulum sampai dengan mekanisme 
perekrutan calon guru jurusan kepelabuhan yang akan menempuh S-1 jurusan kepelabuhan.
 Sistem perekrutan calon guru jurusan kepelabuhan harus dapat menjamin untuk 
menghasilkan masukan (input) yang baik, sehingga proses pendidikan guru dapat terselenggara 
dengan baik dan kelak akan menghasilkan guru profesional seperti yang diamanatkan peraturan 
perundang-undangan. Untuk itu, perekrutan harus dilakukan secara jujur, terbuka, dan 
bertanggung jawab. Sesuai dengan model penyiapan guru profesional, perekrutan calon pendidik 
profesional untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan dapat berasal dari lulusan 
S1 atau lulusan SMK. Mekanisme perekrutan dapat digambarkan seperti terlihat pada gambar 5.7
 Untuk melaksanakan sistem perekrutan calon guru yang akuntabel, langkah yang dilakukan 
adalah dengan menjaring mahasiswa calon guru profesional melalui beberapa tahapan. Proses ini 
diawali dari analisis kebutuhan guru dan dilanjutkan dengan penetapan kuota secara nasional dan 
dilaksanakannya seleksi nasional melalui sistem dalam jaringan (daring/online). Masukan calon 
pendidik dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yakni (1) kategori sarjana, yaitu mereka yang 
sudah berkualifikasi S1; dan (2) kategori lulusan SLTA, yaitu mereka para lulusan SMA sederajat, 
termasuk dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Seleksi nasional online dimaksudkan 
untuk melakukan penjaringan yang efisien, yaitu dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, 
terstandar, mudah, dan dapat menjaring calon-calon yang unggul secara akademik.
Strategi Pengadaan Guru
Gambar 5.7. Mekanisme Pengadaan Guru Profesional Kompetensi Keahlian 
Teknik Tata Kelola Logistik Untuk Pelabuhan
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 Untuk masukan kategori (1) yaitu masukannya para sarjana pendidikan yang akan 
melaksanakan tugas pengabdian mendidik di daerah 3T atau yang populer dengan sebutan 
Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T), tahap seleksi online 
dimaksudkan untuk menjaring masukan yang secara institusional dapat diper-
tanggungjawabkan dan secara akademik unggul. Untuk itu, proses diawali dengan seleksi 
administrasi dengan menggunakan instrumen Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mereka yang dinyatakan lolos dari seleksi PDPT 
dilanjutkan dengan penjaringan meliputi tes potensi akademik, tes penguasaan bidang studi, 
dan kemampuan berbahasa Inggris. Tahap berikutnya, mereka yang terjaring dari seleksi online 
dinyatakan berhak mengikuti penyaringan di LPTK untuk diseleksi bakat dan minatnya, 
kepribadian, serta fisik dan mentalnya. Apabila seleksi di LPTK ini berhasil, calon dinyatakan 
diterima dan siap untuk mengikuti Program Prakondisi sebelum melaksanakan tugas 
pengabdian mendidik di daerah 3T. Prakondisi dan pengabdian mendidik di daerah 3T 
sesungguhnya juga bagian dari sistem seleksi. Para peserta SM-3T yang berhasil melaksanakan 
tugas pengabdian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, dinyatakan lolos untuk 
mengikuti Program PPG Prajabatan Berbeasiswa dan Berasrama. 
 Untuk masukan kategori (2), yaitu masukannya para lulusan SMA sederajat yang 
terpanggil untuk menjadi pendidik, lulusan SMA ini ditelusuri secara administratif dan 
reputasinya selama di SMA melalui seleksi online nasional dengan mendaftarkan diri yang 
disertai dengan biodata lengkap dan rekam jejak prestasi (portofolio) selama belajar di SMA. 
Mereka yang terjaring secara nasional selanjutnya diarahkan sesuai dengan pilihan LPTK untuk 
mengikuti seleksi penyaringan bakat dan minat, kepribadian, serta fisik dan mental. Mereka 
yang tersaring inilah yang akan dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Program Pendidikan 
Profesi Guru Terintegrasi (PPGT). Program PPGT adalah program penyiapan guru profesional 
yang sedini mungkin menyemai kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi secara 
bersamaan. Pelaksanaan Program PPGT ini juga diselenggarakan secara berbeasiswa dan 
berasrama.
Gambar 5.8 - Guru Mengajar (Ilustrasi http//:1.bp.blogspot.com)
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Gambar 6.1 sumber : http: sdeladeni.com
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ecara umum, program pemerintah Sdalam Renstra Kemendikbud 2015-2019, menggambarkan kondisi guru 
yang tidak merata khususnya guru produktif 
SMK. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
sebagai salah satu lembaga pendidikan yang 
bertujuan menyiapkan lulusan peserta didik 
agar dapat bekerja secara mandiri sesuai 
dengan bidang dan program keahlian yang 
dimiliki, perlu ditunjang tenaga guru yang 
cukup. Sehubungan dengan hal tersebut, 
dalam mewujudkan kebijakan serta tujuan 
dari pendidikan kejuruan (SMK), dibutuh-
kan suatu upaya dalam mengimbangi 
kesiapan berbagai aspek dalam penyeleng-
garaan pendidikan khususnya pada tingkat 
sekolah menengah kejuruan. Salah satu upaya 
yang sangat berpengaruh dalam memberikan 
kontribusi adalah pemenuhan kebutuhan 
guru produktif SMK, dan pemenuhan 
kebutuhan guru produktif SMK KK TTKL 
Pelabuhan merupakan suatu yang penting 
dalam menjawab tantangan dari fokus 
pemerintah yang hendak mewujudkan tol 
laut dan membawa Indonesia sebagai poros 
maritim dunia
6.  KEY PERFORMANCE INDICATOR 
     (KPI) DAN MASTER PLAN
Gambar 6.2 sumber : http://www.activegarage.com
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6.1. KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
6.1.1. KINERJA DAN KUALITAS
 Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017, memfokuskan diri 
membahas pelayanan pendidikan yang merata, berkeadilan dan berkualitas. Dalam 
peningkatan kualitas khususnya, diperlukan indikator-indikator yang menunjukkan kinerja 
dari suatu sekolah, indikator kinerja ini kita sebut sebagai Key Performance Indicator (KPI). 
Semakin besar nilai KPI dari suatu sekolah, maka semakin baik kualitas dari sekolah tersebut dan 
semakin terwujud pencapaian sasaran mutu/kualitas dari suatu sekolah.
inerja merupakan implementasi  dari rencana yang telah disusun. Kinerja K memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi serta 
organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau 
organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan 
kepadanya. Dapat dikatakan bahwa kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 
tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar 
hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya 
manusia yang memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. Bagaimana  suatu 
organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya manusianya akan mempengaruh sikap 
dan perilakunya dalam menjalankan kinerja
Key Performance Indicator (KPI) dan Master Plan
Gambar 6.3 Skema penyusunan KPI
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 Berbeda dengan organisasi bisnis yang mengutamakan peningkatan keuntungan melalui 
proses bisnis yang dilakukan, organisasi pendidikan lebih mengedepankan upaya peningkatan 
kulaitas pendidikan dan pembelajaran sebagai upaya untuk dapat menghasilkan para sarjana 
dengan tingkat prestasi terbaik sesuai dengan keinginan institusi-institusi eksternal baik 
perindustrian ataupun lembaga pemerintahan. Untuk dapat meningkatkan kinerja mutu 
pendidikan yang akan diberikan kepada para siswa, elemen-elemen mutu yang terkait antara 
lain adalah kurikulum, mutu calon siswa, mutu guru, mutu para tenaga kependidikan, kondisi 
finansial dan sebagainya. 
Kinerja perlu dikelola, hal didasarkan dengan pertimbangan sederhana, yaitu ketika seseorang/ 
kelompok / organisasi mengetahui dan menyadari apa yang diharapkan dari mereka, hal ini 
dapat menjadi motivasi bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk mewujudkan harapan 
tersebut dan akan menampilkan yang terbaik demi terwujudnya harapan tersebut.
 Tujuan umum dari manajemen kinerja dapat digunakan untuk mengkomunikasikan 
dan memperkuat strategi perusahaan, nilai, norma, dan mengintegrasikan tujuan individu dan 
organisasi. Proses ini dapat membuat individu mengungkapkan bagaimana pandangannya 
tentang apa yang seharusnya mereka kerjakan, darimana mereka beranjak dan bagaimana 
mereka semestinya dikelola. Dengan demikian, hal ini memberikan sebuah pengertian harapan 
bersama tentang apa yang seharusnya dikerjakan. Tujuan dari semuanya adalah mencapai 
kesepakatan bersama. Menurut Flechter (1984), “Our perception of what is real and valid in the 
world depend on a consensus of shared beliefs” (Persepsi kita tentang sesuatu yang nyata dan benar 
di dunia ini bergantung pada keyakinan yang disepakati bersama)
Tujuan khusus dari manajemen kinerja adalah sebagai berikut:
a. Pencapaian perbaikan yang berkelanjutan dalam kinerja organisasi.
b. Berperan sebagai sebuah pemicu perubahan dalam pengembangan budaya organisasi.
c. Meningkatkan motivasi dan komitmen staf.
d. Memungkinkan staf untuk mengembangkan kemampuannya, meningkatkan kepuasan 
kerja, dan mencapai potensi optimal yang bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan.
e. Membangun hubungan kerja yang baik antara individu dan pimpinan dalam sebuah proses 
yang dialog interaktifnya berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan sepanjang 
tahunnya.
f. Memberikan sebuah kerangka kerja untuk kesepakatan tujuan bersama yang dinyatakan 
dalam sasaran dan standar kinerja sehingga terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan 
diantara manajer dan individu dalam mencapai tujuan.
g. Berdasarkan pada penilaian kinerja, untuk memungkinkan individu dan pimpinan 
menyepakati rencana perbaikan dan metode pelaksanaannya, serta bergabung dalam me-
review latihan dan pengembangan yang diperlukan, dan mencapai kepuasan semua pihak 
yang terlibat di dalamnya.
h. Memberikan peluang yang individu untuk mengungkapkan aspirasi dan perhatian pada 
pekerjaan yang dilakukannya.
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a. Memberikan dasar untuk menghargai staf dalam hubungan konstribusinya secara financial 
dan nonfinansial.
b. Memperlihatkan pada setiap orang bahwa nilai-nilai organisasi ada dalam setiap diri 
individu organisasi tersebut.
c. Membantu memberdayakan staf, member lingkup kerja yang lebih untuk emban tanggung 
jawab yang lebih besar, dan melatih pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 
staf.
d. Membantu untuk memperoleh staf yang berkualitas tinggi.
e. Mendukung inisiatif kualitas keseluruhan manajemen.
f. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong staf agar bekerja dengan penuh 
semangat, efektif, efesien, dan produktif, serta sesuai dengan proses kerja yang benar 
sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal.
 Syarat suatu indikator kinerja/ KPI dapat dipakai oleh suatu sekolah untuk mengukur 
kinerjanya adalah sebagai berikut:
Ÿ harus dapat terukur (measurable)
Ÿ merujuk pada hasil kerja
Ÿ ukuran keberhasilan harus menunjukkan indikator kinerja yang jelas dan spesifik
 Semakin besar indikator kinerja/ KPI dari suatu sekolah, maka semakin baik kualitas dari 
sekolah tersebut dan semakin terwujud pencapaian menjadi sekolah berkualitas.
Kualitas sendiri didefinisikan oleh para ahli sebagai;
Ÿ Kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya (Juran, 1992)
Ÿ Kualitas ditentukan oleh pelanggan; pelanggan menginginkan produk dan jasa yang sesuai 
dengan kebutuhan dan harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan 
nilai produk tersebut (Scherkenbach, 1991)
Ÿ Sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, 
atau dikatakan sesuai dengan tujuan (Elliot, 1993)
 Berdasarkan SNI ISO 9000:2008, dinyatakan bahwa kualitas atau mutu adalah derajat 
yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan. Istilah “derajat” 
pada definisi kualitas dalam SNI ISO 9000:2008 menunjukkan bahwa kualitas merupakan 
sesuatu yang dapat diukur sehingga ada nilainya. Menurut Deming (1982) menyatakan bahwa 
kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. 
David Garvin (1987), mendefinisikan karakteristik-karakteristik kualitas yang harus dimiliki 
oleh penyedia jasa, diantaranya adalah;
1. Communication : komunikasi atau hubungan antara penerima jasa dan pemberi jasa.
2. Credibility : kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi jasa.
3. Security : keamanan terhadap jasa yang ditawarkan.
4. Reliability : konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi jasa dalam memenuhi 
janji penerima jasa.
5. Responsiveness : tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan penerima jasa
6. Competence : kemampuan atau keterampilan pemberi jasa. 
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7. Access : kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak penerima jasa.
8. Courtesy : kesopanan, respek dan perhatian dalam hubungan personil.
9. Knowing the customer : pengertian dari pihak pemberi jasa pada penerima jasa atau pemahaman 
pemberi jasa terhadap kebutuhan dan harapan pemakai jasa.
10. Tangibles : dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan harus dapat diukur atau dibuat 
standarnya.
 Berdasarkan RNPK tahun 2017, khusus untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 
secara umum kualitas dari suatu SMK dapat dilihat dari beberapa poin, yaitu; 
Ÿ pertama, kualitas suatu SMK dapat dilihat dari banyak dan sedikitnya peserta didik  yang ada 
di sekolah tersebut, 
Ÿ kedua, dilihat dari jumlah guru yang produktif dan aktif mengajar pada sekolah tersebut. 
Ÿ ketiga, SMK yang baik dapat dilihat dari luasnya ketersediaan lahan yang siap untuk 
dikembangkan di masa yang akan datang. 
Ÿ keempat, baik-buruknya SMK dapat dilihat dari banyaknya jaringan kerjasama yang telah 
dilakukan antara pihak SMK dengan industri, termasuk di dalamnya, nilai dari kerjasama 
tersebut. 
Ÿ kelima adalah ketersediaan dan kondisi fasilitas yang digunakan pada kegiatan belajar-
mengajar, baik sarana dasar maupun sarana penunjang.
Ÿ keenam adalah hasil Ujian Nasional (UN) yang diperoleh oleh para siswa di sekolah tersebut. 
Ÿ Ketujuh adalah bahwa peserta didik dari sekolah tersebut memiliki karakter yang baik yang 
dapat dibuktikan dengan tidak adanya kasus hukum pidana yang didera oleh peserta didik 
pada sekolah tersebut.
6.1.2. PENILAIAN KINERJA
Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi 
secara efektif, efisien, dan produktif karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas 
sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi 
dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 
diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja. A way of measuring the contribution of 
individuals to their organization, yaitu penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi kepada 
organisasi tempat bekerja (Benardin dan Russel,1993).
 Menurut Cascio (1992), penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang 
sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok.
 Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis, 
tentang prestasi kerja atau jabatan seseorang tenaga kerja termasuk potensi pengembangannya.
Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian 
organisasi dan personalnya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. 
Penilaian kinerja lainnya adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan 
dengan perilaku dan kinerja organisasi pada dasarnya penilaian kinerja ini bermanfaat bagi 
organisasi yaitu untuk:
a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui motivasi secara maksimal
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b. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personal.
c. Menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personal
d. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan suatu penghargaan.
Kerangka manajemen kinerja yang umum dipergunakan ialah Balance Score Card (BSC), 
PRISM, 6 SIGMA, MBNQA, SMART, PMQ, PWCM, QPMM. Tabel 6.1 memperlihatkan 
perkembangan model-model pengukuran kinerja.
Setiap model penilaian kinerja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tabel 
6.2 memperlihatkan karakteristik dari setiap model penilaian kinerja.
Tabel 6.1. Perkembangan Model Pengukuran Kinerja
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Tabel 6.2. Karakteristik Model Penilaian Kinerja
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6.1.3. PEMBUATAN INDIKATOR KINERJA/KPI
Proses pengukuran KPI yang baik merupakan suatu siklus yang dimulai dari proses 
perencanaan dalam hal ini desain KPI, pelaksanaan pengukuran, evaluasi hasil pengukuran, dan 
perbaikan ke arah yang lebih baik. Prinsip siklus Plan-Do-Check-Action harus dipakai untuk 
dapat melaksanakan pengukuran KPI yang baik.
Perancangan 
KPI
Pengukuran 
Kinerja
Perbaikan  
KPI
Evaluasi Hasil
Pengukuran
Plan
Do
Act
Check
Bagaiman
meningkatkan?
*Apakah
terlaksana sesuai
rencana?
*Melakukan
sesuai rencana
Apakah yg akan 
dilakukan
Menetapkan sasaran-sasaran
yang diperlukan untuk
memperoleh hasil yang
memenuhi persyaratan pelanggan
dan peraturan perusahaan
Mengimplementasikan
proses
Melakukan tindakan-tindakan
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Langkah awal dari pembuatan KPI adalah 
memilih model pengukuran kinerja yang 
sesuai dengan jenis organisasi. Salah satu 
model pengukuran kinerja yang cukup baik 
untuk digunakan di lembaga non-profit 
seperti halnya pendidikan adalah model 
pengukuran kinerja SMART (Strategic 
Measurement and Reporting Technique). 
 Model SMART (Strategic Mana-
gement Analysis and Reporting Technique) 
merupakan model yang dibuat oleh Wang 
Laboratory dengan menggunakan strategi 
objektif sebagai titik awal perancangannya. 
Perspektif berdasarkan strategi objektifnya 
diyakini mampu menunjang operasional 
perusahaan. Susunan strategi objektif 
disusun sesuai tingkatan dalam manajemen 
perusahaan sehingga tersusun seperti 
piramida. Orientasi yang lebih terfokus pada 
kinerja operasional lebih mendominasi. Oleh 
karena itu, model ini sering dipakai oleh 
organisasi kecil dan menengah untuk 
mengukur kinerja organisasinya.
 Model SMART mampu mengin-
tegrasikan aspek finansial dan non finansial 
yang dibutuhkan manajer (terutama manajer 
operasi). Model ini dibuat untuk merespon 
keberhasilan perusahaan menerapkan Just in 
Time, sehingga fokusnya lebih mengarah ke 
operasional setiap departemen dan fungsi di 
perusahaan. Tanpa adanya strategi yang 
jelaspun, kerangka kerja ini dapat digunakan, 
akan tetapi akan lebih baik didasarkan atas 
visi dan strategi perusahaan.
 Strategi objektif perusahaan diperoleh 
dari penjabaran visi dan fungsi bisnis unit 
yang utama yaitu finansial (financial) dan 
pasar (market). Keberhasilan kinerja finansial 
dan pasar perlu didukung kemampuan 
perusahaan untuk dapat memuaskan 
konsumennya (customer satisfaction), 
fleksibilitas produknya (flexibility), dan 
kemampuan memproduksi yang efektif dan 
efisien (productivity). Level terakhir yang 
perlu dilakukan oleh masing-masing 
departemen dan stasiun kerja adalah 
bagaimana agar produk yang dihasilkan 
memiliki kualitas yang baik (quality), 
kecepatan proses produksi dan pengiriman 
produk (delivery), waktu proses yang semakin 
pendek (process time), dan biaya yang murah 
(cost).  Keempat perspektif ini diyakini   akan   
dapat    menunjang   kemampuan   
perusahaan   untuk   memuaskan konsumen, 
memiliki produk yang fleksibel, dan 
kemampau produksi dan karyawan yang 
produktif.  
 Performance Pyramid System (PPS) 
adalah sebuah sistem yang saling terkait dari 
variabel kinerja yang berbeda, yang dikontrol 
pada tingkat organisasi yang berbeda. Cross 
dan Lynch menggunakan piramida untuk 
menjelaskan dan mendefinisikan tujuan dan 
ukuran yang relevan untuk setiap tingkat 
bisnis organisasi. Empat tingkat PPS 
mewujudkan visi perusahaan, akuntabilitas 
dari unit bisnis, dimensi kompetitif untuk 
sistem operasi bisnis, dan spesifik kriteria 
operasional. 
 Berikut ini merupakan gambar dari 
level masing-masing perspektif pada 
kerangka kerja SMART System.
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 Di tingkat atas, visi untuk bisnis yang diartikulasikan oleh manajemen senior 
perusahaan. Visi ini menjadi dasar untuk strategi perusahaan. Manajemen kemudian dapat 
menetapkan peran portofolio perusahaan untuk setiap unit usaha (arus kas, pertumbuhan, 
inovasi, dll) dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung.
 Pada tingkat kedua, tujuan untuk setiap unit bisnis yang didefinisikan dalam pasar dan 
finansial. Strategi untuk mencapai tujuan ini mereka diuraikan. Kebanyakan unit bisnis 
menentukan keberhasilan dalam hal mencapai tujuan jangka pendek tingkat tertentu arus kas 
positif dan profitabilitas dan mencapai tujuan jangka panjang pertumbuhan dan penetrasi pasar.
Pada tingkat ketiga, untuk setiap Sistem Operasi Bisnis (BOS) mendukung strategi bisnis, 
tujuan operasi yang lebih nyata dan prioritas dapat didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan, 
fleksibilitas, dan produktivitas. Sebuah  BOS mencakup semua internal yang fungsi, kegiatan, 
kebijakan dan prosedur, dan sistem pendukung (misalnya, perencanaan kontrol, informasi, 
reward, dan komunikasi) yang diperlukan untuk melaksanakan strategi bisnis tertentu, yang 
melibatkan pengembangan, produksi, dan penyediaan produk tertentu atau jasa ke pasar 
tertentu. 
 Pada tingkat departemen, tujuan diubah menjadi kriteria operasional spesifik yaitu 
kualitas, delivery, waktu proses, dan biaya (langkah-langkah khusus dalam setiap bidang ini 
perlu ditetapkan untuk masing-masing departemen). Kualitas memiliki arti yang jauh lebih luas 
di pasar saat ini. Pengiriman yaitu baik hasil pengiriman ketika kinerja sama harapan, ada dua 
aspek pengiriman yaitu kuantitas dan ketepatan waktu. Proses waktu yaitu waktu proses 
mengacu pada waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk departemen untuk memberikan 
produk atau jasa dari waktu kerja yang diminta dari departemen itu. Biaya yaitu dalam konteks 
produktivitas baru, biaya yang dilihat dari segi  kelebihan uang atau usaha menghabiskan untuk 
mencapai diperlukan waktu kualitas, pengiriman, dan proses. (Cross dan Lynch, 1988/1989)
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Gambar 6.6. Perspektif pada metode SMART
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Langkah-langkah pengukuran kinerja dengan SMART system meliputi :
1. Identifikasi Strategi Objektif dan Key Performance Indicator (KPI) Dengan menggunakan 
kerangka kerja SMART system, strategi objektif perusahaan dilihat  dari  level  bisnis  
perusahaan  dan  perspektif  masing-masing  level bisnisnya.  Melalui  data  perusahaan  dan  
wawancara  dengan  para  manajer perusahaan, strategi objektif perusahaan dapat ditentukan.
2. Penstrukturan Key Performance Indicator (KPI) Pihak manajemen telah menyimpulkan bahwa 
hasil KPI dianggap valid kemudian dilakukan penstrukturan sesuai dengan jenis perspektif 
yang terdapat pada kerangka kerja SMART system.
3. Pembobotan Key Performance Indicator Pembobotan KPI dengan Proses Hierarkhi Analitik 
didasarkan pada strukturisasi hierarkhi sistem pengukuran kinerja. Pembobotan diperlukan 
agar preferensi dari pihak manajemen terhadap tingkat kepentingan kriteria (Perspektif, 
Strategi, dan KPI) dapat diketahui. 
Dalam pembuatan KPI Sekolah Menengah Kejuruan dengan model kinerja SMART, variabel 
yang digunakan mengacu kepada sembilan perspektif yang terkelompokkan dalam tiga level 
organisasi.
Berikut ini merupakan variabel yang dimaksud.
Tabel 6.3 Variabel Model Kinerja SMK
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 Berdasarkan sembilan perspektif kemudian ditetapkan berbagai strategi objektif, dari 
berbagai strategi objektif maka ditentukan ukuran- ukuran keberhasilan yang menjadi dalam 
pengembangan SMK. Ukuran- ukuran ini merupakan Key Performance Indicator didalam mengukur 
tingkat kemampuan dan pencapaian Sekolah Menengah Kejuruan. Strategi objektif dan KPI dari 
Sekolah Menengah Kejuruan dapat dilihat pada tabel 6.4.
Tabel 6.4. Strategi Objektif dan KPI Sekolah Menengah Kejuruan
 
Le 
vel
 
Perspe
ktif
 
Strategi Objektif 
(Variabel Penelitian)
 
Key Performance Indicator
Kode 
KPI
Unit 
Bisnis
 
Market 
Size
 
Membangun komunikasi 
dengan pemangku kepentingan
 
Tingkat kepuasan pengguna lulusan 
terhadap kinerja lulusan 
 
KPI-1
Peningkatan kompetensi 
lulusan
 
Rata-rata waktu tunggu kerja rata-rata 
lulusan 
 
KPI-2
Meningkatkan jumlah 
kerjasama lokal
 
Jumlah kerjasama lokal 
 
KPI-3
Meningkatkan jumlah 
kerjasama nasional
 
Jumlah kerjasama nasional 
 
KPI-4
Meningkatkan jumlah 
kerjasama internasional
 
Jumlah kerjasama internasional 
 
KPI-5
Financial
 
Pendapatan dari siswa
 
Persentase peningkatan pendapatan total 
dari SPP
 
KPI-6
Pendapatan dari kerjasama 
dengan industri
 
Persentase peningkatan pendapatan 
kerjasama dengan industry 
 
KPI-7
Pendapatan dari Bantuan 
Pemerintah
 
Persentase Pendapatan dari Bantuan 
Pemerintah
 
KPI-8
Unit 
Oper
asi 
Bisnis
 
Customer 
Satisfacti
on
 
Penambahan teknisi 
laboratorium
 
Jumlah teknisi laboratorium 
 
KPI-9
Penambahan teknisi 
pustakawan
 
Jumlah pustakawan 
 
KPI-10
Penambahan tenaga IT
 
Jumlah tenaga IT
 
KPI-11
Terbentuknya unit bagi 
pelaksanaan Tracer study
 
Jumlah unit pelaksana tracer study
 
KPI-12
Mendorong bagian akademik 
untuk menyusun prosedur
 
Jumlah SOP pelayanan akademik
 
KPI-13
Mendorong bagian non-
akademik untuk menyusun 
prosedur
 
Jumlah SOP pelayanan non akademik KPI-14
Mendorong seluruh elemen 
sekolah untuk terlibat
 
Persentase Jumlah guru dan tenaga 
kependidikan yang terlibat dalam 
kerjasama
 
KPI-15
Flexibility
Penambahan fasilitas gedung
 
Jumlah gedung yang dibangun 
 
KPI-16
Perbaikan sarana gedung yang 
kurang layak
 
Jumlah gedung yang direnovasi 
 
KPI-17
Penambahan sarana LCD 
terpasang di kelas
 
Jumlah kelas yang dilengkapi LCD 
 
KPI-18
Penambahan sarana kursi kelas
 
Penambahan kursi kelas 
 
KPI-19
Perbaikan sarana toilet
 
Jumlah renovasi toilet 
 
KPI-20
Tersediannya fasilitas 
laboratorium yang sesuai 
dengan standar industri
Jumlah laboratorium yang sesuai dengan 
standar industri
KPI-21
Penambahan kursi dalam 
perpustakaan
Jumlah kursi perpustakaan KPI-22
Peningkatan jumlah buku 
dalam perpustakaan
Jumlah penambahan buku perpustakaan KPI-23
Tersedianya komputer online 
dalam perpustakaan
Jumlah komputer online dalam 
perpustakaan 
KPI-24
Peningkatan langganan 
jurnal/buku/ majalah 
kependidikan
Jumlah langganan jurnal/buku/ majalah 
kependidikan
KPI-25
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 Tahap selanjutnya setelah indikator KPI SMK di dapatkan adalah tahap pembobotan. 
Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap setiap item KPI yang ada. Metode yang sering 
digunakan pada tahap pembobotan adalah Analytical Hierarcy Process (AHP). Namun proses 
pembobotan ini dapat pula dilakukan melalui diskusi pakar di sekolah terkait bobot setiap 
indikator KPI yang akan di pakai di masing-masing sekolah. Proses pembobotan ini dapat 
mengikuti keinginan dan kondisi setiap sekolah. Proses pembobotan dapat bernilai skala 1-100 
ataupun lebih dari itu, disesuaikan dengan keinginan masing-masing sekolah.
6.1.4. PENGUKURAN KPI
 Tahap ini dilakukan setelah KPI dan bobot telah disepakati, dilakukan pada akhir periode 
kerja (Per semester atau pertahun). Pengukuran KPI merupakan  suatu cara dalam memantau 
dan menelusuri kemajuan tujuan-tujuan strategis. Pengukuran kinerja memainkan peran  yang 
sangat penting bagi peningkatan suatu kemajuan (perubahan) ke  arah yang lebih baik. Dalam 
manajemen modern, pengukuran terhadap fakta-fakta akan menghasilkan data, yang kemudian 
apabila data ini  dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat, yang 
selanjutnya informasi  itu akan berguna bagi peningkatan pengetahuan  para pemangku 
kepentingan baik internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan atau tindakan untuk 
meningkatkan kinerja sebuah sekolah.
Level  
Perspek
tif
 
Strategi Objektif 
(Variabel Penelitian)
 
Key Performance Indicator
Kode 
KPI
 
 
Peningkatan kapasitas 
bandwidth
 
Kapasitan bandwidth 
 
KPI-26
Tersedianya koneksi internet 
dalam kelas
 
Jumlah koneksi internet dalam kelas KPI-27
Productivi
ty
 
Peningkatan jumlah siswa
 
Jumlah siswa aktif
 
KPI-28
Peningkatan jumlah lulusan
 
Jumlah lulusan
 
KPI-29
Depart
emen 
dan 
Unit 
Kerja
 
Quality
 
Mendukung staf pengajar dalam 
mengembangkan kemampuan 
diri
 
Jumlah guru tersertifikasi 
 
KPI-30
Mapping guru studi lanjut 
 
Jumlah guru berkualifikasi = S-1 
 
KPI-31
Meningkatkan evaluasi 
akademik dan peningkatan mutu 
bimbingan akademik
 
Nilai UN rata-rata lulusan 
 
KPI-32
Peningkatan jumlah guru 
kemaritiman
 
Jumlah guru sesuai keahlian kemaritiman KPI-33
Delivery
 
Terciptanya inovasi bermutu 
yang dapat diaplikasikan pada 
industri dan masyarakat
 
Peningkatan jumlah publikasi inovasi 
nasional
 
KPI-34
Peningkatan jumlah publikasi inovasi 
Internasional
 
KPI-35
Peningkatan Peraih Paten
 
KPI-36
Process 
Time
 
Pelaksanaan Rapat
 
Sekolah
 
Jumlah Rapat Sekolah
 
KPI-37
Peningkatan kompetensi SDM 
Pendukung
 
Jumlah pelatihan keterampilan pada 
bidangnya 
 
KPI-38
Cost
Peningkatan penerima beasiswa 
staf pengajar
Jumlah penerima beasiswa bagi guru KPI-39
Peningkatan penerima beasiswa 
bagi tenaga kependidikan
Jumlah penerima beasiswa bagi tenaga 
kependidikan
KPI-40
Peningkatan pembiayaan bagi 
anggaran beasiswa siswa
Jumlah siswa penerima beasiswa KPI-41
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Manfaat dari pengukuran kinerja bagi sekolah diantaranya adalah:
Ÿ Mengelola operasi sekolah secara efektif dan efisien 
Ÿ Membantu di dalam proses pengambilan keputusan 
Ÿ Mengidentifikasi prioritas kebutuhan sekolah 
Ÿ Menyediakan umpan balik baik bagi kalangan internal maupun eksternal sekolah
Ÿ Menjadi dasar pemberian penghargaan atau sanksi  
1.1. MASTER PLAN  (RENCANA INDUK)
Nilai KPI sekolah diharapkan selalu meningkat setiap periode pengukuran. Besarnya 
peningkatan disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing sekolah. Penambahan sarana 
dan prasarana sekolah, penambahan jumlah guru bidang pelabuhan dan logistik, dan lainnya 
disesuaikan dengan visi, misi, dan kondisi dari masing-masing sekolah. Diharapkan pada tahun 
ke-3 sudah memiliki nilai KPI dengan predikat sangat baik ( >90 skala 100).
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Gambar 6.7 sumber : https//www.creativesavetysuplay.com
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Gambar 6.8 - Key Performance Indikator ( http://cdn.business2com)
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BAB VII
Gambar 7.1 sumber : http://www.cashbalance.com
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7. RISK MANAGEMENT 
etiap organisasi selalu bergerak untuk mencapai tujuannya. Proses pencapaian tujuan atau Starget organisasi dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya kegagalan dalam proses pencapaian 
tujuan tersebut, organisasi perlu melakukan suatu kegiatan, yaitu Risk Management 
(Manajemen Resiko)
7.1. DEFINISI RISK DAN RISK MANAGEMENT 
7.1.1. DEFINISI RISK
Resiko (Risk) sering diartikan sebagai ketidakpastian (uncertainty). Dalam kehidupan sehari-
hari, risiko dapat menyebabkan masalah tetapi juga dapat mendatangkan peluang yang 
menguntungkan bagi organisasi maupun per orang-an (Siahaan, 2007). Berdasarkan The 
Australia Standards / New Zealand Standards (AS/NZS 4360 : 1999), risiko adalah suatu 
kemungkinan dari suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang akan mempengaruhi suatu 
aktivitas atau obyek. Dijelaskan juga bahwa risiko adalah pemaparan tentang kemungkinan dari 
suatu hal seperti kerugian atau keuntungan secara finansial, kerusakan fisik, kecelakaan atau 
keterlambatan, sebagai konsekuensi dari suatu aktivitas.
Risk Management
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Gambar 7.2 sumber : http://infotrainingkonsultan.com
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isiko diyakini tidak dapat dihindari, tetapi dapat diminimalisir melalui manajemen R risiko yang efektif. Pada suatu organisasi, risiko dapat muncul dari sumber internal ataupun eksternal. Menurut Siahaan (2007), resiko memiliki berbagai bentuk yang 
dapat dikategorikan sebagai berikut :
1. Risiko Murni yaitu: Suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti 
menimbulkan kerugian. Tidak ada kemungkinan kejadian akan menghasilkan keuntungan. 
Contoh : barang rusak karena terbakar, barang terhanyut banjir.
2. Risiko Spekulatif yaitu: Bentuk risiko yang kalau terjadi, dapat menimbulkan kerugian (loss), 
tidak menimbulkan kerugian (no loss / break even), atau mendatangkan keuntungan (gain). 
Contoh : risiko inovasi produksi, risiko investasi, risiko jual beli dan sebagainya.
3. Risiko Dinamis yaitu: Bentuk risiko yang timbul karena perkembangan dankemajuan 
(dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : 
risiko astronot dan pesawat angkasa luar.
4. Risiko Statis yaitu: Bentuk risiko yang tetap ada walaupun tidak ada perkembangan atau 
kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : risiko 
hari tua, risiko kematian.
5. Risiko Subjektif yaitu: Ketidakpastian secara kejiwaan yang berasal dari sikap mental atau 
kondisi pikiran seseorang. Contoh : keraguan seseorang akan terjadinya kejadian tertentu.
6. Risiko Objektif yaitu: Probabilitas penyimpangan aktual dari yang diharapkan (dari rata-
rata) sesuai pengalaman.
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Gambar 7.4. Siklus Manajemen Resiko
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7.1.2. DEFINISI RISK MANAGEMENT
Segala aktivitas organisasi akan berakibat pada dua kemungkinan, yaitu keuntungan dan 
kerugian. Untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya kerugian, organisasi perlu 
mengetahui kemungkinan dari resiko-resiko yang mungkin timbul dari setiap aktivitas yang 
dilakukan oleh organisasi, proses ini dikenal dengan Manajemen Resiko (Risk Management).
  The Australia Standards /New Zealand Standards (AS/NZS 4360 : 1999) menjelaskan 
bahwa manajemen resiko adalah suatu proses untuk mengetahui, menganalisa serta 
mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi menuju efektivitas 
manajemen yang lebih tinggi dalam menangani kesempatan yang potensial dan kerugian yang 
dapat mempengaruhi organisasi. Manajemen risiko juga berarti mengidentifikasi dan bersiap-
siap untuk sesuatu yang akan terjadi. Hal ini mencakup melakukan aksi untuk menghindari 
atau mengurangi kejadian yang tidak diinginkan dalam organisasi, terhadap biaya atau efek yang 
lain dari suatu kejadian, atau untuk memaksimalkan kesempatan potensial yang teridentifikasi.
  Organisasi yang mengimplementasikan manajemen risiko dapat memperkirakan 
skenario terburuk yang dapat terjadi terhadap organisasi dan dampaknya. Organisasi pun dapat 
mempersiapkan diri jika terjadi skenario terburuk, misalnya dengan mengalokasikan dana dan 
modal yang sengaja dicadangkan untuk menanggung potensi kerugian yang terjadi. Selain itu, 
organisasi yang mengaplikasikan manajemen risiko dalam setiap pengambilan keputusan 
bisnisnya diharapkan dapat lebih survive, karena potensi risiko yang akan terjadi sudah 
diperhitungkan.
  Manajemen resiko merupakan metode yang generik sehingga dapat diaplikasikan dan 
disesuaikan dengan keadaan suatu organisasi. Meskipun demikian terdapat minimal lima 
tahapan inti dari suatu manajemen resiko yang merupakan suatu siklus. Kelima tahapan 
tersebut adalah,
Ÿ Identifikasi Resiko
Ÿ Pengukuran Resiko
Ÿ Pemetaan Resiko
Ÿ Pengelolaan Resiko, dan
Ÿ Pengendalian Resiko
Risk Management
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7.2. ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ERM)
Enterprise Risk Management (ERM) merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang biasa 
digunakan oleh suatu organisasi dalam mengaplikasikan manajemen resiko. ERM merupakan 
proses pengelolaan yang mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko secara sistematis, 
serta didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang memungkinkan adanya proses 
perbaikan yang berkesinambungan atas kegiatan manajemen itu sendiri. Sehingga ERM dapat 
mengelola risiko-risiko organisasi secara menyeluruh serta meningkatkan kemampuan 
organisasi untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan 
peluang.
 Enterprise Risk Management (ERM) mengambil sudut pandang yang luas dalam 
mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan dalam 
mewujudkan tujuan dan strateginya. Proses pengukuran atau penilaian risiko serta 
pengembangan strategi pengelolaannya merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi. 
Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, 
menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua 
konsekuensi risiko tertentu. Disinilah manajemen risiko memegang peranan. Metodologi dan 
kemajuan teknologi yang diadopsi untuk mempermudah kerja manusia tidak serta merta 
menciptakan kesempurnaan. Risiko-risiko dari penyelesaian suatu pekerjaan dengan 
metodologi ataupun teknologi terbarupun dipertimbangkan  dengan matang sehingga 
memperkecil potensi kerugian perusahaan (Nurtjahyo,dkk, 2008).
 Kerangka Enterprise Risk Management (ERM) dari Committee of Sponsoring Organizations 
of The Treadway Commission (COSO) mendeskripsikan pendekatan untuk mengidentifikasi, 
menganalisa, bertanggung jawab, dan memonitor risiko ataupun peluang di dalam maupun di 
luar lingkungan yang dihadapi perusahaan. 
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Kerangka manajemen risiko perusahaan menurut COSO (2004) terdiri dari 8 komponen yang 
saling terkait, yaitu : Internal Enviroment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, 
Risk Response, Control Activities, Information & Communication, dan Monitoring.
Kerangka (Framework) dari ERM dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Internal Enviroment (Lingkungan Internal)
 Komponen ini berkaitan dengan lingkungan dimana instansi perusahaan berada dan 
beroperasi. Cakupannya adalah pembudayaan risk management philosophy (kultur 
manajemen tentang risiko). Lingkungan internal ini untuk membuat philosophy 
sehubungan dengan risk management. Baik untuk kejadian yang diharapkan atau tidak 
diharapkan yang mungkin terjadi. Adapun contoh pelaksanaan dari internal environment 
yaitu dengan melakukan sistem check list pada saat pekerjaan dilakukan dengan pilihan 
prioritas primer (harus di cek ulang), sekunder (dicek sekali), dan utility (boleh dicek, boleh 
tidak).
Gambar 7.6. Kerangka Enterprise Risk Management (ERM)
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2. Objective Setting (Penentuan Tujuan)
 Penentuan tujuan digunakan ketika manajemen mempertimbangkan strategi risiko dalam 
penetapan objective berupa visi dan misi organisasi. Manajemen harus menetapkan objective 
(tujuan) dari organisasi agar dapat mengidentifikasi, mengakses, dan mengelola risiko.    
Objective dapat diklasifikasikan menjadi strategic objective dan activity objective. Strategic 
objective berhubungan dengan pencapaian dan peningkatan kinerja instansi dalam jangka 
menengah dan panjang yang merupakan implementasi dari visi dan misi instansi tersebut. 
Sementara activity objective dapat dipilah menjadi 3 kategori yaitu, operations objectives, 
reporting objectives, dan compliance objectives. 
2. Event Identification (Identifikasi Kejadian)
 Tahapan ini bertujuan untuk mangidentifikasi risiko yang harus dikelola organisasi melalui 
proses yang sistematis dan terstruktur. Proses ini sangat penting karena risiko yang tidak 
teridentifikasi pada proses ini tidak akan ditangani pada proses-proses selanjutnya. Proses ini 
juga harus mengupayakan untuk mengidentifikasikan risiko-risiko, baik yang dalam kendali 
organisasi maupun di luar kendali organisasi (eksternal). Menurut Komite Nasional 
Kebijakan Governance / KNKG (2011), ada banyak teknik untuk melakukan proses 
identifikasi risiko, akan tetapi secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut:
Ÿ Berdasarkan teknik Brainstorming antara lain, adalah Brainstorming, Delphi Method, 
RCSA (Risk Control Self-Assessment), focus group discussion.
Ÿ Berdasarkan persepsi para pihak terkait, misalnya antara lain Document Review, 
Stakeholders Analysis, Expert Judgement.
Ÿ Berdasarkan proses bisnis, misalnya FMEA (Failure Mode & Effect Analysis, fish bone 
diagram).
Ÿ Berdasarkan struktur organisasi atau struktur pekerjaan (work break down structure), 
misalnya RBS (Risk Breakdown Structure).
Ÿ Berdasarkan contoh model risiko bisnis perusahaan sejenis (Bussiness Risk Model).
Salah satu teknik yang sering digunakan adalah FMEA (Failure Mode & Effect Analysis), Gaspers 
(2002) menjelaskan bahwa FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar 
penyebab dari suatu masalah kualitas dan merupakan suatu prosedur terstruktur untuk 
mengidentifikasi serta mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode). Suatu 
mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan, kondisi diluar spesifikasi yang 
ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari 
produk.
  Pembuatan FMEA berfungsi untuk menganalisis kegagalan fungsi, dan efek apa saja yang 
terjadi selama proses produksi berlangsung. Berikut keterangan dalam analisis FMEA :
1. Functional failure (kegagalan fungsi) didefinisikan sebagai kegagalan suatu aset/sistem untuk 
memenuhi performance standard yang diharapkan.
2. Failure Effect adalah dampak kegagalan yang terjadi karena kegagalan fungsi.
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3. Cause of Failure adalah analisis penyebab terjadinya kegagalan tersebut.
4. Severity adalah tingkat pengaruh yang ditimbulkan terhadap kelangsungan setiap proses dari 
kegagalan fungsi komponen terhadap mesin, operator dan produk yang dihasilkan. Kriteria 
ini berkisar antara 1 sampai 10, semakin parah efek yang ditimbulkan maka semakin tinggi 
rangkingnya.
5. Probability   adalah   seberapa   sering   kemungkinan   kegagalan   terjadi. Kriteria ini 
berkisar antara 1 sampai 10, semakin sering kegagalan itu mungkin terjadi maka semakin 
tinggi rangkingnya.
6. Detectability adalah seberapa besar kontrol dapat mendeteksi kegagalan. Kriteria  ini  
berkisar  antara  1  sampai  10,  semakin  sulit  mendeteksi kegagalan maka semakin tinggi 
rangkingnya.
7. RPN (Risk Priority Number) : Hasil dari S x P x D, RPN menggambarkan seberapa besar 
risiko kegagalan dari komponen apabila mengalami kegagalan.
Berikut adalah penjelasan mengenai severity, probability, dan detectability beserta peringkatnya. 
Severity adalah tingkat keparahan dari akibat yang ditimbulkan terhadap kelangsungan setiap 
proses. Kriteria ini berkisar antara 1 sampai 10, semakin parah efek yang ditimbulkan maka 
semakin tinggi peringkatnya.
Pering  
kat  
Kriteria  Efek  
 
10  
Modus  kegagalan  potensial  mempengaruhi  keamanan  peralatan 
operasional  dan  tidak  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah.  Kegagalan 
akan terjadi
 
tanpa peringatan.
 
Hazardous 
without 
Warning
 
9
 
Modus
 
kegagalan
 
potensial
 
mempengaruhi
 
keamanan
 
peralatan 
operasional
 
dan
 
tidak
 
sesuai
 
dengan
 
peraturan
 
pemerintah.
 
Kegagalan 
akan terjadi
 
dengan peringatan.
 
 
Hazardous with 
Warning
 8
 
Peralatan
 
atau
 
item
 
tidak
 
dapat
 
dioperasikan
 
karena
 
kehilangan
 
fungsi 
utamanya.
 
 Very
 
High
 7
 
Peralatan 
 
atau 
 
item 
 
dapat 
 
dioperasikan 
 
tetapi 
 
level 
 
performansinya 
berkurang.
 
Pelanggan tidak
 
puas.
 
 High
 6
 
Peralatan
 
atau
 
item
 
dapat dioperasikan
 
namun
 
item
 
convience
 
tidak
 
dapat 
dioperasikan.
 
Pelanggan tidak nyaman.
 
 Moderate
 
5
 
Peralatan
 
atau
 
item
 
dapat
 
dioperasikan
 
namun
 
item
 
convience
 
tidak
 
dapat 
dioperasikan.
 
Beberapa pelanggan tidak
 
puas.
 
 
Low
4
 
Item
 
tidak sesuai. Kecacatan
 
diperhatikan oleh rata-rata pelanggan.
 
Very Low
3
 
Item
 
tidak sesuai. Kecacatan
 
diperhatikan oleh kebanyakan pelanggan.
 
Minor
2
 
Item
 
tidak sesuai. Kecacatan
 
diperhatikan oleh pelanggan
 
tertentu.
 
Very Minor
1 Tidak ada efek yang terjadi. None
Tabel 7.1. Kriteria Evaluasi Severity
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Tabel 7.2. Kriteria Evaluasi Probability
Peringkat Laju Kegagalan Probabilitas Kegagalan 
10 > 1 dari 2 
 
Very High : kegagalan hampir tak dapat dielakkan  
9 1 dari 3 
8 1 dari 8 
 
High : kegagalan yang berulang 
7
 
1 dari
 
20
 
6
 
1 dari
 
80
  
Moderate :
 
kegagalan yang
 
occasional
 
(kadang-kadang)
 
5
 
1 dari
 
400
 
4
 
1 dari
 
2000
 
3
 
1 dari
 
15000
 
 Low
 
:
 
kegagalan relatif
 
sedikit
 2
 
1 dari
 
150000
 
1
 
1 dari
 
1500000
 
Remote
 
:
 
kegagalan yang
 
sangat
 
kecil
 
kemungkinannya 
terjadi
 
 
Pcringkat  Kriteria  Deteksi
 
10
 
Kontrol
 
desain
 
tidak
 
dapat
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau 
mekanisme dan modus kegagalannya. Tidak
 
ada 
 
kontrol desain.
 
Absolute
Uncertainty
 9
 
Sangat
 
sedikit
 
peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial 
atau mekanisme dari
 
modus kegagalannya
 
Very Remote
 8
 
Sedikit 
 
peluang 
 
untuk 
 
mendeteksi 
 
penyebab 
 
potensial 
 
atau 
mekanisme dan modus kegagalannya
 
Remote
 
7
 
Peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau
 
mekanisme 
dan modus kegagalannya sangat
 
rendah.
 
Very Low
 
6
 
Peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau
 
mekanisme 
dan modus kegagalannya rendah.
 
Low
 
5
 
Peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau
 
mekanisme 
dan modus kegagalannya ada pada tingkat
 
menengah.
 
Moderate
 
4
 
Peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau
 
mekanisme 
dan modus kegagalannya ada diatas
 
tingkat
 
menengah.
 
Moderately
High
 
3
 
Peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau
 
mekanisme 
dan modus kegagalannya tinggi.
 
High
 
2
Peluang
 
untuk
 
mendeteksi
 
penyebab
 
potensial
 
atau
 
mekanisme 
dan modus kegagalannya sangat tinggi.
Very High
1
Kontrol  desain  hampir  pasti  dapat  mendeteksi  penyebab 
potensial atau mekanisme dan modus kegagalannya.
Almost Certain
Probability (Probabilitas) adalah seberapa sering penyebab kegagalan terjadi. Kriteria ini berkisar 
antara 1 sampai 10, semakin sering kegagalan itu terjadi maka semakin tinggi peringkatnya.
Tabel 7.3. Kriteria Evaluasi Detectability
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Untuk menghitung RPN (Risk Priority Number) yang digunakan untuk menentukan risiko 
kegagalan dari komponen apabila mengalami kegagalan dilakukan dengan cara melakukan 
perkalian severity (pengaruh kegagalan yang terjadi pada mesin, operator dan produk), 
probability (besar kemungkinan kegagalan tersebut terjadi), dan detectability (seberapa besar 
kontrol dapat mendeteksi suatu kegagalan dapat terjadi).
4. Risk Assesment
Risk Assessment atau penilaian risiko adalah risiko dianalisis dengan metode subjective 
probability yang memperhitungkan kemungkinan terjadi (likelihood) dan dampaknya 
(impact/consequence), sebagai dasar bagi penentuan bagaimana seharusnya risiko tersebut 
dikelola. Likelihood merupakan kemungkinan dalam suatu periode waktu dari risiko tersebut 
akan muncul. Biasanya digunakan data historis untuk menentukan untuk mengestimasi 
kemungkinan tersebut. Perhitungan kemungkinan atau peluang yang sering digunakan 
adalah frekuensi. Consequence adalah suatu akibat dari suatu kejadian yang biasanya 
diekspresikan sebagai kerugian dari suatu kejadian atau suatu risiko. Oleh karena itu 
perhitungan risiko dilakukan dengan mengkalikan nilai likelihood dengan consequence 
(Persamaan 7.1).
Risk = Likelihood x Consequence ...................................................... (7.1)
Dimana,
Consequence = konsekuensi untuk suatu risiko
Likelihood = frekuensi kegagalan untuk suatu risiko
Penilaian risiko dapat menggunakan dua teknik, yaitu: (1) qualitative techniques; dan (2) 
quantitative techniques. qualitative techniques menggunakan beberapa tools seperti self-assessment 
(low, medium, high) dengan media interview langsung, questionnaires, dan internal audit reviews. 
Sementara itu, quantitative techniques data berbentuk angka yang diperoleh dari tools seperti 
probability based, non-probabilisticdan benchmarking. Untuk tools self-assesment penilaian risiko 
atas setiap aktivitas organisasi akan menghasilkan informasi berupa peta dan angka risiko 
dengan contoh keterangan tabel berikut :
Angka risiko likelihood:
1  = Tidak pernah terjadi kegagalan komponen dengan tingkat risiko rendah
2  = Hampir terjadi kegagalan komponen dengan tingkat risiko rendah
3  = Terjadi kegagalan komponen dengan tingkat risiko menengah
4  = Kadang terjadi kagagalan komponen dengan tingkat risiko menengah
5  = Terjadi kegagalan komponen dengan tingkat risiko tinggi
6  = Selalu terjadi kegagalan komponen dengan tingkat risiko tinggi 
Risk Management
120
Direktorat Pembinaan SMK 121
Angka risiko Impact/consequence :
1  = Tidak berbahaya akibat kegagalan komponen
2  = Tidak mengakibatkan komponen mati
3  = Kadang mengakibatkan komponen mati
4  = Terjadi kerusakan kecil pada komponen
5  = Kerusakan yang mengakibatkan komponen lain mati
6  = Kerusakan yang mengakibatkan komponen tidak bisa dioperasikan kembali
Map Risk :
Hijau  = Berisiko rendah (tidak mengganggu operasional) 
Kuning  = Berisiko menengah (kadang mengganggu operasional) 
Merah   =  Berisiko tinggi (mengganggu operasional)
Dari hasil diatas kemudian nilai dari angka risiko dimasukan pada map & quantify risk untuk 
diketahui hubungan antar komponen dan komponen yang memiliki risiko bahaya kecil atau 
besar.
Tabel 7.4. Tool Self-Assessment
 
 
Kode 
 
 
Item 
Angka Risiko  
 
Risk 
Likelihood Impact/consequence 
L 
(1-2)
 
M 
(3-4)
 
H 
(5-6)
 
L 
(1-2)
 
M 
(3-4)
 
H 
(5-6)
 
A
         
B
         
C
         
D
         
Dimana,
L = Low      M = Medium H = High
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5. Risk Response (Respon Risiko)
Risk response adalah respon risiko yang dimana manajemen harus memilih respon risiko yaitu, 
menghindari risiko (Avoidance), menerima risiko (Acceptance), mengurangi risiko (Reduction), 
atau mengalihkan risiko (Sharing). Komponen ini mengolah data dengan cara menentukan 
sikap atas hasil dari penilaian risiko (risk assessment), yaitu yang dilakukan dengan cara memilih 
salah satu dari empat kategori risiko sebagai berikut :
1. Avoidance, yaitu dihentikannya aktivitas atau pelayanan yang menyebabkan risiko; (nilai 
risiko dari penilaian risiko ≥  40)
2. Reduction, yaitu mengambil langkah-langkah mengurangi likelihood atau impact dari risiko; 
(nilai risiko dari penilaian risiko 30 - 39)
3. Sharing, yaitu mengalihkan atau menanggung bersama risiko  atau sebagian dari risiko 
dengan pihak lain; (nilai risiko dari penilaian risiko 21 - 29)
4. Acceptance, yaitu menerima risiko yang terjadi (biasanya risiko yang kecil), dan tidak ada 
upaya khusus yang dilakukan; (nilai risiko dari penilaian risiko ≤ 20)
Gambar 7.7. Map and Quantify Risk
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6. Control Activities (Kegiatan Pengendalian)
 Komponen pengendalian merupakan komponen yang berperan dalam penyusunan 
kebijakan-kebijakan (policies) dan prosedur- prosedur untuk menjamin risk response berjalan 
dengan efektif. Aktifitas pengendalian bisa berupa :
 1. Pembuatan kebijakan dan prosedur baru
 2. Pembaharuan preventive maintenance dengan Plan, Do, Check, and Action (PDCA)
 3. Delegasi wewenang dan pemisahan fungsi
 4. Supervisi atasan
7. Information & Communication (Informasi & Komunikasi)
 Informasi dan komunikasi adalah informasi yang relevan diidentifikasi, ditangkap, dan 
dikomunikasikan di lingkungan perusahaan dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan 
setiap orang menjalankan tanggung jawabnya. Informasi adalah dasar dari komunikasi, yang 
harus mempertemukan harapan-harapan dari grup-grup dan individu-individu, 
memungkinkan mereka untuk secara efektif menyelesaikan tanggung jawab mereka. 
Komunikasi seharusnya meningkatkan kesadaran tentang kepentingan dan relevansi 
enterprise risk management yang efektif, menyampaikan risk appetite dan toleransi risiko 
perusahaan, dan mendukung bahasa risiko yang umum, dan menasehati para personel akan 
peranan dan tanggung jawab mereka dalam mempengaruhi dan mendukung komponen-
komponen enterprise risk management. 
8. Monitoring (Pengawasan)
Pengawasan adalah keseluruhan proses dari Enterprise Risk Management dimonitor dan 
modifikasi dilakukan apabila perlu. Pengawasan dilakukan secara melekat pada kegiatan 
manajemen yang berjalan terus-menerus, melalui evaluasi secara khusus atau dengan 
keduanya (COSO, 2004). Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance / KNKG 
(2011), Pelaporan hasil monitoring dan review secara keseluruhan menjadi tanggung jawab 
dari fungsi manajemen risiko. Laporan hasil monitoring dan review bertujuan untuk 
memastikan bahwa proses manajemen risiko memang memenuhi sasaran yang ditetapkan, 
atau mengidentifikasikan kelemahan yang masih ada, sehingga dapat dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya. Salah satu contoh pelaporan adalah evaluasi yang dilakukan dengan 
membandingkan data standard / target dengan data aktual yang diperoleh.
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1.3. RESIKO-RESIKO AKIBAT PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM 
KEAHLIAN
Pada Sub bab ini akan dibahas terkait kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan 
saat dilakukannya konversi dari Jurusan Bisnis dan Manajemen ke Jurusan Kepelabuhanan. 
Selain daftar resiko yang mungkin terjadi, pada bab ini pun dibahas solusi dari resiko-resiko 
yang mungkin terjadi.
Kemungkinan resiko yang timbul, akan dibahas melalui tiga sudut pandang. Sudut pandang 
pertama, adalah resiko yang mungkin timbul di internal sekolah, kedua, adalah resiko yang 
mungkin timbul di kalangan peserta didik, dan ketiga adalah resiko yang mungkin timbul di 
kalangan eksternal, dalam hal ini masyarakat dan dunia usaha/ perusahaan.
1.3.1. RESIKO DARI KALANGAN INTERNAL SEKOLAH
Di kalangan internal sekolah, resiko dapat muncul akibat adanya konversi Jurusan Bisnis dan 
manajemen ke Jurusan Kepelabuhanan, diantaranya adalah:
 1. Ada penolakan dari para guru terhadap konversi Jurusan Bisnis dan Manajemen 
menjadi Kepelabuhanan. Hal ini dikarenakan ketakutan para guru karena 
ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki dengan keahlian jurusan Kepelabuhanan nanti.
  Solusi yang dapat diambil untuk menghadapi resiko ini adalah dengan memberikan 
pemahaman kepada guru-guru, khususnya guru normatif dan adaptif bahwa 
kurikulum Jurusan Kepelabuhanan tetap memiliki mata pelajaran normatif dan adaptif 
pada kurikulumnya. Sedangkan kepada guru produktif yang memiliki keahlian di luar 
Kepelabuhanan adalah bahwa pihak sekolah memiliki alternatif terkait konversi 
Jurusan Bisnis dan Manajemen ke Jurusan Kepelabuhanan, misalnya sebuah SMK 
Jurusan Bisnis dan Manajemen dengan program keahlian Administrasi perkantoran, 
Akuntansi, Perbankan, dan Marketing, akan tetap mempertahankan program keahlian 
Akuntansi dan Marketing dan akan melakukan konversi terhadap program keahlian 
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Administrasi perkantoran dan Perbankan, sehingga guru produktif yang memiliki keahlian 
Perbankan misalnya, masih dapat mengaplikasikan ilmunya di program keahlian 
Akuntansi. Pihak sekolah pun dapat memberikan pemahaman kepada guru produktif 
bahwa selain rekrutmen akan di prioritaskan upgrading bagi guru-guru produktif yang mau 
memiliki keahlian Kepelabuhanan. Penjelasan detil terkait upgrading telah dijelaskan pada 
bab II di buku ini.
2. Tidak memadainya dana sekolah untuk melakukan konversi Jurusan Bisnis dan Manajemen 
ke Jurusan Kepelabuhanan.
 Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi resiko ini adalah dengan menerapkan strategi 
pendanaan yang telah di bahas di bab IV dalam buku ini.
3. Ada penolakan dari tenaga kependidikan terkait cukup banyaknya pengurusan berkas 
dokumen perizinan.
 Solusi yang dapat diambil terhadap resiko ini adalah, bahwa pihak internal wajib 
memberikan pemahaman kepada seluruh karyawan internal bahkan pihak eksternal bahwa 
konversi jurusan Kepelabuhanan sangat tepat di dalam membangun dan memajukan 
Bangsa. Hal ini sejalan dengan kenginan luhur Bangsa Indonesia menjadi Negara maritim 
yang kuat. Hal ini pun sejalan dengan RPJMN (2015 – 2019) bahwa Bangsa Indonesia perlu 
meningkatkan kemampuannya di sektor maritim salah satunya dengan meningkatkan dan 
memajukan pendidikan di sektor kemaritiman, salah satunya adalah jurusan 
kepelabuhanan.
4. Adanya ketakutan internal karyawan akan hilang / berubahnya budaya lokal sekolah yang 
telah lama dipupuk oleh sekolah.
 Solusi yang dapat diambil pada resiko ini, sama dengan resiko poin ketiga, dimana pihak 
sekolah perlu membeikan pemahaman bahwa konversi ini adalah untuk kemajuan bangsa 
dan kemaritiman adalah budaya Bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan 
dimajukkan.
5. Adanya ketakutan pihak sekolah bahwa lulusannya akan mudah dikalahkan oleh lulusan 
dengan jenjang yang lebih tinggi (minimal Diploma) sehingga sulit untuk mendapatkan 
kerja.
 Solusi yang dapat diambil pada resiko ini adalah dengan memberikan pemahaman terhadap 
data aktual bahwa berdasarkan data Tahun 2016 peluang kerja jurusan Bisnis dan 
Manajemen sudah tidak ada bahkan minus sebesar lebih dari 200.000, artinya jumlah 
lulusan sudah melebihi daya tampung dunia usaha. Sedangkan peluang kerja untuk 
kemaritiman masih diperlukan sekitar 3.300.000 orang. Besarnya peluang kerja ini 
membalikan ketakutan menjadi kemudahan.
6. Adanya ketakutan pihak sekolah akan hilangnya dana dari donatur karena sekolah telah 
melakukan konversi Jurusan.
 Solusi dari resiko ini adalah dengan menaplikasikan strategi pengadaan dana yang telah 
dijelaskan di Bab IV buku ini.
7. Adanya ketakutan pihak sekolah akan menurunnya peminatan terhadap sekolah karena 
dilakukannya konversi.
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 Solusi yang dapat diambil, dapat menggunakan solusi pada resiko poin 5 yang menjawab 
bahwa besarnya peluang kerja di sektor kemaritiman bukan menurunkan peminatan akan 
tetapi sebaliknya yaitu akan meningkatkan jumlah peminatan terhadap sekolah.
8. Adanya ketakutan pihak sekolah akan sulitnya mencari guru dengan keahlian 
Kepelabuhanan.
 Solusi yang dapat diambil untuk menjawab resiko ini adalah dengan mengimplementasikan 
strategi pengadaan guru yang telah dijelaskan pada Bab V dalam buku ini, yaitu melalui 
strategi jangka pendek (Bersinergi dengan perseorangan, instansi, maupun lembaga yang 
mempunyai kompetensi di bidang kepelabuhan) dan jangka panjang (upgrading dan 
rekrutmen).
1.3.2. RESIKO DARI KALANGAN PESERTA DIDIK
Di kalangan peserta didik, beberapa resiko yang dapat muncul akibat adanya konversi Jurusan 
Bisnis dan Manajemen ke Jurusan Kepelabuhanan, diantaranya adalah:
1. Ada ketakutan dari peserta didik yang belum lulus, terhadap nilai dan mata pelajaran yang 
telah mereka ambil akan hilang.
 Solusi dari resiko ini adalah pemahaman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  36 Tahun 2014  pasal 13, yang menyatakan bahwa 
“Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan  nama  atau bentuk satuan 
pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke 
satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama”.
2. Ada ketakutan dari peserta didik yang belum lulus, tidak dapat melanjutkan sekolahnya 
karena jurusan yang mereka ambil akan dilakukan konversi ke Jurusan yang lain.
 Solusi dari resiko ini dapat dijawab dengan solusi pada poin kesatu.
3. Ada ketakutan dari peserta didik yang memilih beralih ke Jurusan Kepelabuhanan tidak 
dapat mengikuti materi pelajaran yang akan diberikan.
 Solusi yang dapat diambil dari resiko ini adalah perlunya tes dasar dilakukan kepada peserta 
didik yang akan beralih kejurusan kepelabuhanan. Melalui hasil tes ini pihak sekolah akan 
mendapat gambaran terkait kemampuan peserta didik, jika hasil yang didapatkan rendah, 
pihak sekolah dapat meyampaikan kepada peserta didik tersebut agar tetap berada di 
jurusannya, karena sekolah akan tetap menyelenggarakan satuan pendidikan yang sedang 
berjalan sampai selesai, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor  36 Tahun 2014  pasal 13.
1.3.3. RESIKO DARI KALANGAN EKSTERNAL 
Kalangan eksternal, yaitu masyarakat dan dunia usaha sebagai pemakai lulusan sekolah, dapat 
melihat beberapa resiko yang mungkin timbul akibat adanya konversi Jurusan Bisnis dan 
manajemen ke Jurusan Kepelabuhanan. Diantaranya adalah:
1. Ketakutan dunia usaha akan kurangnya pilihan lulusan karena jumlah lulusan Bisnis dan 
Manajemen telah berkurang akibat adanya konversi jurusan.
Risk Management
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 Solusi dari resiko ini dapat dijawab dengan solusi pada poin 5 di sub bab Resiko di Kalangan 
Internal, yaitu dengan memberikan pemahaman terkait data aktual tentang jumlah lulusan 
dan lowongan kerja dari lulusan jurusan bisnis dan manajemen.
2. Ketakutan masyarakat khususnya orang tua peserta didik terkait kejelasan pendidikan putra/ 
putrinya di sekolah akibat adanya konversi.
 Solusi dari resiko ini dapat dijawab dengan solusi pada poin satu sub bab Resiko di kalangan 
peserta didik, yaitu dengan memberikan pemahaman terkait Peraturan Menteri Pendidikan 
Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  36 Tahun 2014  pasal 13.
Risk Management
Gambar 7.10. sumber : http://keuanganlsm.com
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Gambar 7.11. sumber : https://www.radiusworldwide.com
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Gambar 8.1 Sumber : http://www.metrosiantar.com
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1. KESIMPULAN
emerintah telah menunjukkan komitmennya untuk membangkitkan kembali sektor Pkemaritiman yang telah dituangkan dalam beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan.
  Dalam upaya untuk mengurangi disparitas ekonomi antara Indonesia Barat dan 
Indonesia Timur melalui konsep pembangunan tol laut, selain memberikan perhatian penuh 
(prioritas) terhadap pembangunan 5 pelabuhan besar dari Pelabuhan Kuala tanjung sampai 
dengan Pelabuhan Sorong, pemerintah menetapkan Pepres No. 106 Tahun 2015 melalui 
pemberian jaminan (subsidi) kelangsungan pelayanan pengelenggaraan angkutan barang ke 
daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, sedangkan dasar hukum penyelenggaranan 
pelayanan bagi angkutan penumpang untuk daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan 
saat ini tengah dalam pembahasan. Kepentingan pembangunan sektor kelautan, yang 
diantaranya telah disebutkan di atas merupakan program kegiatan lintas sektor (Kem-
enterian/Lembaga) yang melibatkan banyak stakeholder, untuk itu perlu ada satu benang merah 
atau grand desain yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak, sehingga kegiatan 
pembangunan kelautan lebih sinergis, terkoordinir, dan terukur. Grand Desain pembangunan 
kelautan tersebut dituangkan dalam bentuk Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean 
Policy) yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan guna mengikat seluruh 
pihak dan menjadi jaminan untuk ditaati. 
 Pilihan strategi pengembangan Tol Laut merupakan langkah yang tepat mewujudkan 
keadilan ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, sekaligus   
menjadi anti-tesis dari paradigma pembangunan eksklusif,  yang hanya mengejar pertumbuhan 
ekonomi semata dengan menafikan aspek pemerataan dan kesinambungan. Di sisi lain, 
pembangunan tol laut ini juga akan meningkatkan konektifitas antar daerah serta menurunkan 
biaya logistik yang tinggi (24 % dari PDB).
 Tol laut juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi  kesenjangan antara wilayah 
Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Karena melalui program ini dikembangkan kawasan 
industri atau kawasan ekonomi baru di sekitar pelabuhan utama maupun pelabuhan 
pengumpul, agar terjadi keseimbangan pengangkutan barang. Tol laut pada gilirannya akan 
mendorong berkembangnya kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru. Setidaknya 
kehadiran tol laut akan melempangkan jalan suatu kawasan yang akan dikembangkan sesuai 
dengan potensi yang ada di kawasan itu, serta mendorong ketersedian infrastruktur yang 
memadai. Program ini sekaligus menjadi sebuah terobosan dalam mengatasi kesenjangan antara 
kawasan Timur Indonesia dengan kawasan Barat Indonesia yang telah berlangsung selama 
puluhan tahun.Tol laut telah mendorong pemanfaatan potensi potensi ekonomi yang ada di 
kawasan Timur serta membuka pasar baru untuk produk yang dihasilkan di kawasan Indonesia 
Timur. Peluang kerja dan kesempatan berusaha akan terbuka, produktivitas dan daya saing 
diprediksi akan mengalami peningkatan.
 Berdasarkan data Indodapoer (data world bank) , jumlah tenaga kerja di Indonesia adalah 
93.958.387 orang. Jumlah tenaga kerja terbesar terdapat di sektor pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan yaitu sekitar 41,3 juta orang. Dengan asumsi bahwa koefisien 
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teknologi, maka adanya investasi tol laut sebesar Rp 700 triliun akan meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja sebesar 30,13 juta orang .
Target pembangunan di bidang kemaritiman membuat target Sumber Daya Manusia (SDM) 
bidang kelautan meningkat, sehingga dibutuhkan percepatan dalam mencetak SDM tersebut. 
Kemampuan Indonesia dalam mencetak SDM bidang kepelabuhan dan pelaut hanya berada 
diangka 7000 orang pertahun. Padahal menurut data yang dikeluarkan oleh BPSDM 
Perhubungan, kebutuhan akan tenaga kerja bidang maritim ke depan hingga 2019 mencapai 
337.276 personel yang terdiri atas 64.897 tenaga kerja bidang maritim untuk kebutuhan kapal 
dalam negeri, 93.476 untuk kebutuhan kapal luar negeri, 13.900 tenaga kerja bidang maritim 
untuk Kapal patroli Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), bea dan cukai, serta Basarnas. Bahkan 
pemerintah Indonesia menargetkan 48.000 SDM bidang kelautan tahun 2017. Untuk 
kepelabuhanan diperkirakan  membutuhkan 6630 personel ditempatkan di 2.210 pelabuhan 
dan 168 pelabuhan yang sedang dikembangkan.
Mendorong terpenuhinya defisit tenaga kerja bidang maritim, pemerintah (dalam hal ini 
Kementerian Perhubungan) telah menyiapkan Rp 220 miliar untuk peningkatan SDM, dengan 
targetnya lulusan SMA/SMK yang akan diberdayakan dengan dana dari APBN tersebut. Sejak 
pertengahan tahun 2015 Direktorat Pembinaan SMK secara intensif terus melakukan 
penyempurnaan dimaksud, dan pada saat ini Spektrum Keahlian PMK yang baru telah 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 
4678/D/KEP/MK/2016. Adapun Struktur Kurikulum SMK/MAK untuk 142 Kompetensi 
Keahlian (sesuai dengan Spektrum Keahlian PMK yang baru) telah pula ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 130/D/KEP/KR/2017.
  Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diamanatkan dalam Instruksi 
Presiden No. 9 Tahun 2016. Keempat poin tersebut melingkupi revitalisasi kurikulum, 
pendidik & tenaga kependidikan, kerja sama, dan lulusan.
  Buku  ini telah membahas langkah-langlah serta strategi  dalam rangka  mempersiapkan   
transformasi jurusan Bisnis dan Manajemen di SMK, untuk mengadopsi perubahan atau 
penambahan program keahlian  bidang  logistik dan pelabuhan.
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8.2. SARAN
engan kondisi populasi penduduk lebih dari 230 juta, dimana mengelola lebih dari D20.000 SMA dan SMK serta 4.255 perguruan tinggi dengan 22.036 program studi (data 2014) ditambah lagi dengan sejumlah institusi atau lembaga pendidikan 
nonformal dan informal serta lembaga-lembaga pelatihan ketenagakerjaan yang tersebar di 
seluruh tanah air, maka diharapkan agar SMK tidak menjadi beban masalah dalam pengelolaan 
pendidikan di tanah air.
 SMK sebagai salah satu lembaga pendidikan formal dan paling berkepentingan dalam 
menyiapkan tenaga professional terkait dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional 
Indonesia) level 2, memegang peranan penting untuk mengatasi masalah-masalah 
ketengakerjaan di atas. Dengan kemampuannya sebagai operator, lulusan SMK diharapkan 
mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan 
prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di 
bawah pengawasan langsung atasannya. Seorang lulusan SMK juga dituntut untuk memiliki 
pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga 
mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
 Dengan kemampuan sebagai operator seperti tersebut di atas, lulusan SMK akan dapat 
memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritime 
dunia dan menjalankan program tol laut. Menurut perhitungan Prihastomo (2015), investasi 
pemerintah di bidang maritime akan menyerap tenaga kerja sebesar 30,13 juta personel. 
Sementara menurut data yang dikeluarkan oleh BPSDM Perhubungan, kebutuhan akan tenaga 
kerja bidang maritim ke depan hingga 2019 mencapai 337.276 personel. Padahal kemampuan 
produksi lulusan bidang maritime (SMK Pelayaran, Program Teknika dan Nautika Kapal Niaga 
hanya mampu mencetak 7000 lulusan per tahun. Tentu saja hal ini menjadi peluang besar bagi 
SMK untuk mempersiapkan kekurangan tenaga kerja tersebut dengan matang. 
Salah satu bidang pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memainkan peran penting 
dalam proses pembangunan adalah bidang keahlian Bisnis dan Manajemen. Namun sayangnya, 
dari data Dapodik Kemdikbud tahun 2016, bidang keahlian ini adalah salah satu bidang yang 
memiliki lulusan terbanyak yaitu 348.954 lulusan. Perbandingan lulusan yang jauh lebih 
banyak dibanding peluang kebutuhan tenaga kerja menyebabkan lulusan bidang keahlian Bisnis 
dan Manajemen banyak yang menganggur atau bekerja yang tidak sesuai bidangnya sehingga 
diperlukannya suatu transformasi jurusan Bisnis dan Manajemen di SMK, terutama ke jurusan 
yang menjadi program prioritas pemerintah saat ini, yaitu tol laut, yang membutuhkan tenaga 
kerja yang sangat besar. Contoh program keahlian yang menunjang ke arah kebutuhan tenaga 
kerja di bidang ini Program Teknik Industri yang didalamnya memiliki kompetensi keahlian 
Teknik Operasional Pelabuhan, Teknik Bongkar Muat, Bisnis Pelayaran, Operator Terminal  di 
pelabuhan, Administrasi Gudang, Teknik Operator Sistem Informasi Logistik di pelabuhan, 
operator crane, forklift, excavator  dan alat-alat berat lainnya di pelabuhan.
 Dalam rangka inisiasi terbentuknya program-program keahlian yang menunjang 
maritim, pelabuhan dan logistik maka direktorat SMK perlu mempersiapkan hal-hal sebagai 
berikut berdasarkan urutan prioritas yang perlu didahulukan: 
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1. Persiapan regulasi
2. Pesiapan kurikulum
3. Persiapan sarana dan prasarana
4. Standarisasi Sarpras dan Prosedur Operasional Standar (POS)
5. Rencana aksi dan Indikator Kinerja
6. Continuous Improvement dan target jangka panjang
7. Dukungan teknologi informasi
8. Tim transisi
 Dalam buku ini beberapa hal terkait dengan persiapan tersebut telah dibahas, namun 
detail masing-masing item harus diperdalam lagi secara mendalam kemudian dituangkan dalam 
bentuk surat keputusan (SK) Direktur Pembinaan SMK.
alam proses transisi juga diperlukan Monitoring dan Evaluasi oleh Direktorat DPembinaan SMK bekerjasama dengan Dinas Pendidikan pada tiap-tiap Provinsi. Untuk mempermudah pembinaan selanjutnya maka perlu dibentuk juga SMK – 
SMK rujukan bidang logistik dan pelabuhan yang nantinya juga akan jadi contoh bagi SMK 
disekitarnya yang ingin menerapkan program keahlian Logistik dan Pelabuhan.
Disamping itu, ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu tahapan konversi mesti dilakukan 
dalam kapasitas dan kemampuan SMK yang ada dengan indikator, target dan evaluasi terukur. 
Setiap SMK memilik karakteristik yang berbeda-beda dan kekuatan/kelemahan yang tidak 
sama. Terkait dengan hal ini maka tahapan konversi tidak selalu harus sama dengan 
Dengan ada rencana pengembangan SMK Bisnis dan Manajemen untuk bertransformasi 
menjadi SMK logistik dan pelabuhan maka diharapkan lulusan-lulusan SMK akan menjadi 
prime mover visi pemerintah di bidang kemaritiman dan tol laut.
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